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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: 1)
perhitungan zakat pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh
Utara dan membandingkan dengan pendapat Ulama baik Ulama salaf maupun
kontemporer, dan 2) faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat di
Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara memilih model perhitungan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) berupa penelitian
kualitatif deskriptif-induktif. Subjek penelitian ini adalah petani di Kecamatan
Kuta Makmur Aceh Utara dengan enam (6) desa sebagai unit analisisnya. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan
beberapa petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta
Makmur Aceh Utara sangat kental dengan Syafiiyah. Model perhitungan yang
berlandaskan pada Mazhab klasik ini sangat dipertahankan dan enggan digeser
dengan pendapat dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi menuntut hal
tersebut. Misalnya model perhitungan niṣāb yang tidak mempertimbangkan biaya
operasional sama sekali, sehingga beberapa petani yang hasil panennya sudah
mencapai niṣāb, masih dalam kategori miskin dan menjadi mustaḥiqq zakat
sekaligus muzakki> pada saat yang sama. Jika belum mencapai niṣāb, hasil panen
pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang masih dalam satu
tahun agar mencapai niṣāb. Model perhitungan ḥaul tersebut adalah pendapat
khilāfiah (pendapat yang diperselisihkan) dikalangan Syafiiyah. Pemilihan model
ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologis, faktor
psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya.
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Niṣāb
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This research aimed to analize deeply about: 1) agriculture zakah accounting of
rice plant in Kuta Makmur, North Aceh, by comparing Scholars opinions of both
Salaf and contemporary Scholars, and 2) the factors that influenced people in Kuta
Makmur, North Aceh to choose that accounting model. This research was a field
research in descriptive qualitative-inductive research. The subjects of this research
were farmers in Kuta Makmur, North Aceh with six (6) villages as analysis unit.
Primary data obtained through interviews with communities’ leaders, religious
figures and some farmers, while secondary data obtained through the literature
study. The research results showed that the accounting model of agriculture zakah
in Kuta Makmur, North Aceh was highly influenced with Shafii Sect. That
accounting model which based on the classical schools was highly maintained and
hard to shift with the other opinion and contemporary fatwa although the
conditions and the situations demand it. For example, the niṣāb accounting model
did not take into consideration of operational costs at all, so some farmers who
had reached niṣāb were still in the poor category and being mustaḥiqq zakat and
muzakki> at the same time. If they haven’t reached niṣāb yet, the first harvest will
add to the next harvest within a year in order to reach niṣāb . This ḥaul accounting
model is some khilāfiah opinion (disputed opinion) among Syafiiya. That selected
accounting model influenced by several factors such as theological factor,
psychological factor, educational factor and socio-cultural factor.
Keywords: Muzakki Criterias, Agricultural Zakah, Accounting Zakat, Ḥaul
and Niṣāb .
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٢٧٦٣٤٠٥١٢١٩: دﻓﺘﺮ اﻟﻘﻴﺪﻢرﻗ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ: اﻟﺪراﺳﺔﻗﺴﻢ 
AMﺳﻮﻛﻴﺎﺗﻲ،. د: اﻷولاﻟﻤﺸﺮف
gA.M ,SAS ,kA.ESﺪﻳﻦ ﺳﻴﺮﻳﻐﺎر،اﻟﺮ ﻔﺳ. د:اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺸﺮف 
اﻷرز ﰲ ﻛﻮﺗﺎ ﻣﺎﻛﻤﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺰراﻋﺔ اﻟزﻛﺎة ﺔﺳﺒﺎﳏ( ١: ﻌﻤﻖ ﺣﻮلﻣﺘﻟﺘﺤﻠﻴﻞﺪراﺳﺔاﻟﻩﻫﺬﺖﻫﺪﻓ
ةﺛﺮ اﳌﺆ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ( ٢اﳌﻌﺎﺻﺮة، و و اﻟﻘﺪﻣﺎءاﻟﻌﻠﻤﺎءﻣﻦﺂراء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻼﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ،ﻴﺔﺸﻤﺎﻟاﻟآﺗﺸﻴﻪ 
ﻣﻦﺪراﺳﺔاﻟﻩﻫﺬ.ﺔﺳﺒﺎﻨﻤﻮذج اﶈﺗﻠﻚ اﻟﺧﺘﻴﺎر ﻻاﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔﰲ ﻛﻮﺗﺎ ﻣﻜﻤﻮر، آﺗﺸﻴﻪ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ . ﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔاﻹاﻟﻮﺻﻔﻴﺔاﻟﻨﻮﻋﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪاﱐ ﰲ ﺷﻜﻞ دراﺳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ . اﳌﺰارع ﰲ ﻛﻮﺗﺎ ﻣﺎﻛﻤﻮر، آﺗﺸﻴﻪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺳﺖ اﻟﻘﺮى ﻛﻮﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﳊﺼﻮل
أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ .اﳌﺰارﻋﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻜﺘﺐ
. ﻓﻌﻲاﻟﺪراﺳﺔ أن ﳕﻮذج ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺰراﻋﺔ ﰲ ﻛﻮﺗﺎ ﻣﺎﻛﻤﻮر، آﺗﺸﻴﻪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﳌﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎ
اﳌﺬاﻫﺐ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﺴﻜﻮﻫﺎ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺎﻳﺔ وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﱃ أﺣﺪﳕﻮذج اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰﻫﺬا
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺣﺴﺎب . اﻷراء واﻟﻔﺘﺎوى اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ اﻟﻈﺮوف واﻷﺣﻮال ﻗﻀﺖ ذاﻟﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺰارﻋﲔﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر أﻳﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، ﺣﻴﺚ أنﻧﺼﺎب 
ﺼﻞ ﻳﱂإذا. ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺰﻛﲔ ﰲ آن واﺣﺪﲨﻌﻮا اﻟﻨﺼﺎب ﻣﺎزاﻟﻮا ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮاء وأﺻﺒﺤﻮا
ﺴﻨﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃاﻟﰲ ﻧﻔﺲﱄ اﻟﺬي ﻣﺎدامﺎﺘﺎﳊﺼﺎد اﻟﺳﻮف ﳚﻤﻊ ﺑ، اﳊﺼﺎد اﻷول اﻟﻨﺼﺎب
اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻘﺪ أﺛﺮ . اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔﺑﲔ اﳋﻼﻓﻴﺔاﻟﺮأيﻲﻫاﳊﻮل ﳕﻮذج ﺣﺴﺎﺑﺎتﻫﺬﻩ .اﻟﻨﺼﺎب
- ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
.اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
.، اﻟﺤﻮل واﻟﻨﺼﺎبﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺰﻛﺎة،اﻟﺰراﻋﻴﺔاﻟﺰﻛﺎةﻣﺰﻛﻲ،ﺷﺮوط: ﻴﺔﻤﻔﺘﺎﺣاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟ
دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺗﺎ ﻣﺎﻛﻤﻮر آﺗﺸﻴﻪ )زﻛﺎة اﻟﺰراﻋﺔ ﺔﺳﺒﺎﺤﻣﻧﻤﻮذج 
(اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻴﻨﻴﺔ
iv
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Ini yang tak pernah putus-putus. Begitu juga shalawat serta salam kepada
junjungan kita Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw., beserta keluarga dan
Sahabat Beliau semuanya, semoga peneliti termasuk umat yang dapat meneladani
Beliau untuk dapat beramal saleh dan mencapai derajat taqwa.
Berkat taufik dan hidayah-Nya jualah peneliti dapat menyelesaikan
Pascasarjana dengan judul Tesis “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi
di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara”. Pada tanggal 23 Februari peneliti
telah diujiankan dan telah memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E) Program
Studi Ekonomi Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara-Medan. Besar harapan
peneliti, semoga dikabulkan oleh-Nya, karya kecil ini menjadi kebaikan bagi
hamba dan menjadi pemberat mīzān ḥasanāt di akhirat nanti, di samping
bermanfaat bagi banyak pihak di dunia.
Syukur Alhamdulillah akhirnya tesis ini dapat disusun setelah berusaha
untuk menghasilkan yang terbaik, meski tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai
kekurangan dan kesilapan di dalamnya. Tentu hamba memohon ampun atas
segala kesalahan dan kekeliruan sepanjang penyusunan karya ini.
Berbagai hambatan dan kesulitan turut mewarnai penyelesaian tesis ini.
Tanpa ada bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, tidak mungkin rasanya akan
terselesaikannya tesis ini. Baik secara individu maupun institusi. Oleh karena itu,
izinkan peneliti untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya
kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini tanpa
terkecuali.
Ucapan terima kasih yang sangat besar peneliti sampaikan teruntuk Ibunda
Dr. Sukiati, MA, selaku pembimbing 1 yang telah membimbing peneliti sejak
mengajukan proposal hingga menyelesaikan tesis. Ucapan terimakasih selanjutnya
vtak kalah besar kepada Bapak Dr. Saparuddin Siregar, SE.Ak, SAS, M.Ag selaku
Kepala Program Studi Ekonomi Islam periode 2016 juga selaku pembimbing II,
yang telah memberi banyak arahan serta motivasi luar biasa dalam proses studi
peneliti di Universitas ini. Keduanya telah meluangkan waktu yang sangat
berharga, tanpa lelah sehingga menjadi ilmu yang sangat berguna bagi peneliti.
Dalam kesempatan ini juga, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih
yang setulusnya meski tak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda
dan Ayahanda tercinta. Maafkan Ananda yang jarang berada di sisi Mak dan
Ayah, semoga Ananda menjadi anak seperti harapan Mak dan Ayah. Terimakasih
atas doa-doa yang tak pernah usai, air mata yang tak pernah kering, kasih sayang
yang tak pernah luntur untuk Ananda. Doa-doa dari Mak dan Ayah berubah
menjadi kekuatan, keberanian dan cahaya di saat Ananda butuhkan.
Selanjutnya kepada seluruh keluarga, Abang Thala, Fahmi, Fauzi,
Shalihati dan Rahmat, Kak Yanti, Tia, Umi dan tiga keponakan Haziqa, Hashief
dan Ahsan. Mereka adalah pemberi semangat, memberi bantuan saat dibutuhkan,
tempat canda dan tawa dan tempat mengadu.
Rasa terimakasih tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Bapak
Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Sumatera Utara-Medan. Bapak
Prof. Dr. Syukur Khalil, MA., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara-
Medan. Ibunda Dr. Sri Sudiarti, MA sebagai ketua Prodi Ekonomi Islam.
Selanjutnya kepada segenap dosen, staf administrasi beserta seluruh civitas
akademika Program Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan, berkat
partisipasinya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.
Kepada rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana UIN-Sumatera Utara Medan,
terkhusus kepada teman-teman prodi Ekonomi Islam (EKNI 2015) selaku teman
diskusi yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran serta bantuan
idealitas ilmiah demi lancarnya penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada
berbagai pihak yang telah memberikan informasi dalam menunjang kelengkapan
data dalam penelitian ini yang tak dapat peneliti sebutkan satu persatu.
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telah mereka berikan. Peneliti hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan
tersebut menjadi amal sholeh bagi mereka.
Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari
pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari,
apabila menemukan kesalahan silakan dibuang jauh-jauh dan hanya kepada
penguasa Alam, Hamba memohon rida dan ampunan. Āmi>n yā Rabbal‘ālamīn,
wallāh A‘lā wa a‘lam bi aṡ-ṡawāb.
Medan, 8 Maret 2017
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN
Transliterasi adalah pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad
yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi Arab-Latin
ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor:
0543bJU/1987.
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam tesis ini sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan
tanda. Di bawah ini dicantumkan daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam
huruf latin.
No Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
1. ا Alif A / a Tidak dilambangkan
2. ب Bā’ B / b Be
3. ت Tā’ T / t Te
4. ث Ṡā’ Ṡ / ṡ Es (dengan titik di atas)
5. ج Jīm J / j Je
6. ح Ḥā’ Ḥ / ḥ Ha (dengan titik di bawah)
7. خ Khā’ Kh / kh Ka dan Ha
8. د Dāl D / d De
9. ذ Żāl Ż / ż Zet (dengan titik di atas)
10. ر Rā’ R / r Er
11. ز Zāi Z / z Zet
12. س Si>n S / s Es
13. ش Syi>n Sy / sy Es dan Ye
14. ص Ṣād Ṣ / ṣ Es (dengan titik di bawah)
15. ض Ḍād Ḍ / ḍ De (dengan titik di bawah)
viii
16. ط Ṭā’ Ṭ / ṭ Te (dengan titik di bawah)
17. ظ Ẓā’ Ẓ / ẓ Zet (dengan titik di bawah)
18. ع ‘Ain ‘ Koma terbalik
19. غ Gain G / g Ge
20. ف Fā’ F / f Ef
21. ق Qāf Q Qiu
22. ك Kāf K / k Ka
23. ل Lām L / l El
24. م Mi>m M / m Em
25. ن Nūn N / n En
26. و Wāu W / w We
27. ه Ha H / h Ha
28. ء Hamzah ’ Opostrof
29. ي Yā’ Y / y Ye
2. Vokal
Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fatḥah A Alquran
Kasrah I I
و Ḍammah U Untuk
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Nama
ي Fatḥah dan yā’ Ai a dan i
ix
و Fatḥah dan wāu Au a dan u
Contoh
kataba :  َﺐَﺘَﻛ fa‘ala :  َﻞَﻌَـﻓ
żukira :  َﺮُِﻛذ yażhabu :  َﻳ ْﺬ ُﺐَﻫ
suila :  َﻞِﺌُﺳ kaifa :  َﻒْﻴَﻛ
haula :  َلْﻮَﻫ
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Ḥarak
at dan Huruf
Nama
Hur
uf dan
tanda
Nama
ى ﺎ Fatḥah dan alif atau yā’ Ā / ā a dan garis di atas
ﻲ Kasrah dan yā’ Ī / i> i dan garis di atas
و
ۥ Ḍammah dan wāu Ū / ū u dan garis di atas
Contoh:
qāla :  َلَﺎﻗ qi>la :  َﻞْﻴِﻗ yaqūlu :  ُلْﻮُﻘَـﻳ
4. Tā’ al-Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ al-marbūṭah ada dua:
a. Tā’ al-marbūṭah hidup
Tā’ al-marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah
dan ḍammah, tranliterasinya adalah /t/.
b. Tā’al-marbūṭah mati
Tā’ al-marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah /h/.
c. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā’ al-marbūtah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ al-marbūtah itu ditransliterasikan dengan hā’ (h).
xContoh :
Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl :  َْﻻا ْﻃ َﻔ  لﺎ  َر ْو َﺿ ُﺔ
Al-Madīnah al-Munawwarah/ :  َا ْﻟ َﻤ ِﺪ ـْﻳ َﻨ ُﺔا ْﻟ ُﻤ ـَﻨ ﱠﻮ َر ة
Al-Madīnatul-Munawwarah
Ṭalḥah :  َﻃ ْﻠ َﺤﺔ
5. Syaddah /Tasydīd
Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi
tanda syaddah itu.
Contoh:
Rabbanā : ﺎَﻨـﱠَﺑر Al-Birru :  ﱡﺮِﺒﻟا
Al-Ḥajju :  َﺤﻟا ﱡﺞ Nu‘‘ima :  ـُﻧ ﱢﻌ َﻢ
6. Kata Sandang.
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
“لا”, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang
yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf
qamariah.
a. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah huruf lām /ل/
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ل/ tetap berbunyi /l/.
Contoh
Al-Qalamu :  ُﻢَﻠَﻘْﻟا Al-Badī‘u :  ُﻊْﻳِﺪَﺒَْﻟا Al-Jalālu : لَﻼَﺠﻟا
b. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah huruf lām /ل/
ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf setelahnya, yaitu diganti dengan
huruf yang mengikuti kata sandang itu.
Contoh:
Ar-Rajulu :  ُﻞُﺟﺮﻟا As-Sayyidatu :  ﱠﺴﻟا ﱢﻴ ُةَﺪ
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7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif
Contoh :
Ta’khużūna :  ُﺧَْﺄﺗ ُﺬ َنْو An-Nau’ :  ـّﻨﻟا ُءْﻮ
Syai’un :  ٌءْﻲَﺷ Umirtu :  ُتْﺮُِﻣأ
8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘l (kata kerja), ism (kata benda) maupun
ḥarf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:
Contoh :
- Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn : ﻦْﻴِِﻗزاﱠﺮﻟا ُﺮ ْـﻴَﺧ َﻮُﻬَﻟ َﷲا ﱠنِإَو
- Wa innallāha lahua khairurrāziqīn : ﻦْﻴِِﻗزاﱠﺮﻟا ُﺮ ْـﻴَﺧ َﻮُﻬَﻟ َﷲا ﱠنِإو
- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna : ناَﺰ ْـﻴِﻤْﻟاَو َﻞْﻴَﻜْﻟا ْﻮُـﻓْوََﺄﻓ
- Fa auful-kaila wal-mīzāna :  ْﻮُـﻓْوََﺄﻓناَﺰ ْـﻴِﻤْﻟاَو َﻞْﻴَﻜْﻟا
- Ibrāhīm al-Khalīl : ﻞْﻴِﻠَﺨْﻟا ُﻢْﻴِﻫاَﺮْـﺑِإ
- Ibrāhīmul-Khalīl : ﻞْﻴِﻠَﺨْﻟا ُﻢْﻴِﻫاَﺮْـﺑِإ
- Bismillāhi majrehā wa mursāhā : ﺎَﻬَﺳْﺮُﻣَو ﺎَﻫاﺮْﺠَﻣ َﷲا ِﻢْﺴِﺑ
- Walillāhi ‘alā an-nāsi hijju al-baiti :  ِّﻠﻟَو ِﺖْﻴَـﺒْﻟا ﱡﺞِﺣ ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ِﻪ
- Manistaṭā‘a ilaihi sabīlā :  َﻼْﻴِﺒَﺳ ِﻪَْﻴﻟِإ َعَﺎﻄَﺘْﺳا ِﻦَﻣ
- Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti :  ِّﻠﻟَو ِﺖْﻴَـﺒْﻟا ﱡﺞِﺣ ِسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﻠَﻋ ِﻪ
- Man istaṭā‘a ilaihi sabīlā :  ْﻦَﻣ َﻼْﻴِﺒَﺳ ِﻪَْﻴﻟِإ َعَﺎﻄَﺘْﺳا
9. Huruf  Kapital
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital yang digunakan untuk
menulis awal nama dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahulukan dengan
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
- Wa mā Muḥammadun illā Rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażi bi Bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qurān
- Syahru Ramaḍānal-lażī unzila fīhil-Qurān
- Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubin
- Al-Ḥamdu lillāhi Rabbil- ‘alamīn
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:
- Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jami‘an
- Lillāhil-amru jami‘an
- Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm
10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. karena
itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Zakat adalah perintah wajib (fari>ḍah) dan sebuah bukti bahwa Islam
sangat perhatian kepada kaum lemah. Perintah tersebut tidak hanya melalui media
zakat namun banyak bentuk lain seperti infak, wakaf, kafārah dan sebagainya.
Ayat-ayat Alquran yang menyeru untuk senantiasa memperhatikan kaum lemah
seperti anak yatim, fakir miskin, ibnu sabi>l, fi> ar-riqāb (budak) dan senantiasa
berbuat baik terhadap mereka sangat banyak dan bervariasi.1
Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting dan
komponen utama dalam ekonomi Islam dan negara. Zakat adalah solusi untuk
membangkitkan bangsa dari keterpurukan.2 Bila dijalankan dengan semestinya,
zakat akan memberi dampak yang sangat konkrit dalam proses pertumbuhan
ekonomi masyarakat. Sebab zakat mempunyai tiga peran sekaligus, pertama:
sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam yang ketiga, kedua: sebagai sumber
pendapatan utama dalam Islam, ketiga: sebagai jaminan sosial dan asuransi dalam
Islam.3 Jadi zakat mempunyai multi fungsi selain sebagai sarana mendekatkan diri
kepada Tuhan, juga berfungsi sebagai sarana pencipta kerukunan hidup antara
golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berkumpulnya harta
kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja.4
Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut, zakat harus diamalkan
secara keilmuwan dan keyakinan, bukan sekedar melepas kewajiban atau ikut-
ikutan. Dalam proses pelaksanaannya harus bisa menyeimbangkan keadilan dan
maṣlaḥah semua pihak termasuk muzakki> dan mustaḥiqq. Salah satu hal yang
1 Misalnya perintah menyantuni anak yatim dalam Q.S. Al-Baqarah: 220, An-Nisā’: 2, 3,
6, 8,10,  Al-An‘ām: 152, Al-Fajr: 7, Aḍ-Ḍhuḥā: 9. Perintah memerdekakan budak dalam Q.S: An-
Nisā’: 92, Al-Māidah: 89. Atau perintah untuk berinfak untuk mereka secara umum dalam Q.S:
At-Taubah: 60, Al-Ḥasyr: 7, Al-Baqarah: 177, dan masih banyak ayat yang lain.
2 Mustafa Edwin Nasution, et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. 3 (Jakarta:
Kencana, 2010), h. 208.
3 Yūsuf al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jilid I, h.
11-12.
4 Lihat petikan Q.S, Al-Ḥasyr: 7. Yang artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di
antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.”
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harus diketahui adalah kewajiban zakat bukan hanya karena kedermawanan
seorang muzakki> namun merupakan hak mustaḥiqq yang wajib ditunaikan dalam
harta pemberian Allah tersebut. Dalam Surah aż-Żāriyāt ayat 19 Allah berfirman:
            
Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. [Q.S. Aż-Żāriyāt: 19].5
Ayat di atas menunjukkan dari harta seseorang ada hak orang lain
diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari
Baitul Māl (al-maḥrūm), ada juga yang meriwayatkan al-maḥrūm adalah orang
miskin namun tidak pernah meminta-minta.6 Dengan ini sangat jelas bahwa
kewajiban zakat adalah tanggung jawab orang yang mampu (kaya) sementara
kaum lemah mendapat hak dari zakat tersebut seperti sabda Rasulullah berikut ini
ketika mengutus Mu‘āż Ibn Jabal ke Yaman:
 َلَﺎﻗ ،ﺎَﻤُﻬ ْـﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ : ْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ ِﻦْﺑ ِذﺎَﻌُﻤِﻟ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪ
 ِﻦَﻤَﻴﻟا َﱃِإ ُﻪَﺜَﻌَـﺑ َﲔِﺣ ٍﻞَﺒَﺟ ..." : َضَﺮَـﻓ ْﺪَﻗ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ ْﻢُْﻫِﱪْﺧَﺄَﻓ ،َﻚِﻟَﺬِﺑ َﻚَﻟ اﻮُﻋَﺎﻃَأ ْﻢُﻫ ْنَِﺈﻓ
 َﻚَﻟ اﻮُﻋَﺎﻃَأ ْﻢُﻫ ْنَِﺈﻓ ،ْﻢِﻬِﺋَاﺮَﻘُـﻓ ﻰَﻠَﻋ ﱡدَﺮُـﺘَـﻓ ْﻢِﻬِﺋﺎَﻴِﻨَْﻏأ ْﻦِﻣ ُﺬَﺧْﺆُـﺗ ًﺔَﻗَﺪَﺻ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ َكﺎﱠﻳَِﺈﻓ ،َﻚِﻟَﺬِﺑ
 ٌبﺎَﺠِﺣ ِﻪﱠﻠﻟا َْﲔَـﺑَو ُﻪَﻨ ْـﻴَـﺑ َﺲَْﻴﻟ ُﻪﱠﻧَِﺈﻓ ،ِمﻮُﻠَْﻈﳌا َةَﻮْﻋَد ِﻖﱠﺗاَو ْﻢِِﳍاَﻮَْﻣأ َﻢِﺋَاﺮََﻛو"]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.٧
Artinya: Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya tatkala Nabi Saw.
mengutus Mu’aż Ibn Jabal Ra untuk menjadi qāḍi> di Yaman, beliau
bersabda: “… Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah
Ta’ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut
dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara
mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari harta benda
mereka yang berharga, dan takutilah doa orang yang teraniaya karena
diantaranya dengan Allah tidak ada tabir pembatas.” [HR Bukhāri]
5 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata,
Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 521. (Tanda Tashih kode: V-
II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).
6 Abu al-Fidā’ Ismā’il Ibn Umar Ibn Kaṡi>r al-Qursyi al-Baṣri, Tafsi>r al-Qurān al-‘Aẓi>m,
ed. Muhammad Husein Syamsuddi>n (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid I, h. 209-
210.
7 Muḥammad Ibn Ismā‘il Abū ‘Abdullāh al-Bukhāri al-Ja‘fi, Ṣaḥi>ḥ al-Bukhāri (Al-Jāmi‘
aṣ-Ṣaḥi>ḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa
Ayyāmih), ed. Muḥammad Zuhair Ibn Nāṣir (t.t.p., Dār Tūq an-Najāḥ, 1422 M), jilid II, h. 128,
dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh, Bāb Akhż az-Zakāh min al-Agniyā’ wa Turadd fi> al-Fuqarā’
Ḥaiṡ Kānū nomor 1496.
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Sifat mampu (kaya) adalah syarat utama untuk memasukkan seseorang
dalam golongan muzakki>. Kriteria tersebut harus ditelaah dengan serius sehingga
layak dilekatkan kewajiban zakat padanya dan boleh dipaksa jika dia enggan
bahkan boleh diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abū Bakr aṣ-
Ṣiddi>q.8
Melihat betapa agungnya fari>ḍah zakat juga dengan tujuannya yang sangat
mulia, maka kriteria pengeluaran dan penerimaan zakat sangat diperhatikan dalam
syariat, misalnya kriteria mampu bagi muzakki> seperti mencapai niṣāb, ḥaul,
namā’ dan bebas dari hutang dan sebagainya. Semua kriteria tersebut memastikan
bahwa harta yang dimiliki muzakki> benar-benar pantas untuk dikeluarkan sebagai
kewajiban zakat. Begitu juga dengan kriteria mustaḥiqq zakat.
Kriteria dan syarat zakat tidak bisa digeneralisasi dan hanya dilihat dengan
kasat mata, namun butuh keterangan mendalam dari seorang calon muzakki>.
Analisa seseorang terhadap dirinya adalah hal yang penting, namun analisa
tersebut harus dikesampingkan dari hawa nafsu dunia, maka setelah itu baru bisa
secara yakin memasukkan dirinya ke dalam golongan muzakki>.
Dalam pelaksanaan zakat jangan hanya memprioritaskan bagaimana
mengumpulkan hasil zakat sebanyak mungkin untuk kesejahteraan mustaḥiqq saja
namun harus juga melihat kondisi calon muzakki>. Hal ini sangat penting karena
jika tidak, tujuan zakat sebagai pemerataan antara surplus dan defisit tidak
tercapai bahkan ironisnya pihak surplus menjadi pihak defisit jika salah
penentuan.
Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat
pertanian. Menentukan muzakki> dari zakat pertanian secara kasat mata sangat
mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan
rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan
masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
8 Jika dia enggan karena tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia dianggap kafir, namun
apabila dia enggan menunaikannya dengan meyakini kewajibannya dia berdosa dan dipaksa untuk
ditunaikan. Lihat: As-Sayyid as-Sābiq, Fiqh as-Sunnah, cet. 21 (Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I‘lām al-
‘Arabiy, 1999), jilid  I, h. 239.
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Selain itu zakat hasil pertanian merupakan zakat yang unik dan berbeda
dengan beberapa kategori zakat harta lainnya, di antaranya: zakatnya dikeluarkan
ketika panen tanpa menunggu berjalan setahun (ḥaul) dan niṣāb-nya relatif lebih
kecil dari pada zakat harta lainnya namun kadar pengeluarannya lebih besar yaitu
antara 5% dan 10%.9
Dengan model perhitungan ini, zakat pertanian merupakan zakat yang
paling mudah dan cepat untuk ditunaikan. Ditambah lagi kebiasaan panen di suatu
tempat dalam waktu serentak atau mengikuti musim, sehingga antusias
mengeluarkan zakat lebih besar seperti yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur
Aceh Utara.
Kecamatan Kuta Makmur merupakan daerah yang sebahagian besar rumah
tangga mempunyai penghasilan dari pertanian terutama padi. Hasil produksi padi
selalu menduduki peringkat pertama dibanding hasil pertanian atau perkebunan
lain, bahkan bisa berlipat ganda.10 Dari hasil pertanian dan perkebunan tersebut
pelaksanaan zakat padi merupakan zakat yang terorganisir dengan baik.
Merupakan kebiasaan turun-temurun di masing-masing desa dalam
Kecamatan Kuta Makmur memulai serangkaian proses penanaman padi secara
serentak dari mulai penyemaian benih hingga panen nanti, meskipun berselisih
tidak akan lebih dari sebulan. Jika panen tiba, masyarakat akan menghitung
langsung hasil panennya di sawah, apabila telah mencapai niṣāb, langsung
dikeluarkan 10% untuk zakat.
Peneliti melihat model perhitungan niṣāb di sana dilakukan tanpa
pertimbangan keadaan petani sedikitpun, apakah ia mempunyai hutang,
pertimbangan kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya produksi dan kebutuhan
9 Sesuai dengan Hadis, niṣāb zakat pertanian adalah 5 ausuq, menurut Qanun Aceh nomor
10 tahun 2007 tentang Baitul Mal pasal 19. Disebutkan 5 ausuq setara dengan 6 gunca padi dan
setara dengan 1.200 kg padi dan wajib dikeluarkan 5% atau 10%. Sedangkan niṣāb zakat harta dan
emas adalah 84 gram emas dan wajib dikeluarkan 2,5%. Jika kita asumsikan harga padi Rp.
5.000,00/kg maka hasil panen yang mencapai 6 juta Rupiah sudah wajib mengeluarkan 10% (Rp
600.000,00) atau 5% (Rp. 300.000,00). Sedangkan untuk zakat harta dan emas, jika kita asumsikan
harga emas Rp. 550.000,00/gram maka jika sudah mempunyai harta sebesar Rp. 46.200.000,00
setelah berjalan setahun wajib mengeluarkan 2,5% yaitu sebesar Rp. 1.292.500,00. (Ketentuan
niṣāb ini berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal).
10 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Statistik Daerah Kecamatan Kuta
Makmur 2016, h. 8. Diakses pada tanggal 3 Januari 2016 melalui:
https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf
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pertanian dan lain sebagainya, bahkan mereka berprinsip hasil panen tidak boleh
dibawa pulang kerumah sebelum kewajiban zakat tiba di meunasah (musalla).11
Proses perhitungan zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur
perlu ditelaah kembali dikarenakan kondisi dan situasi sekarang. Apabila terus
dilanjutkan terkesan kurang sesuai dengan kacamata maqāṣid asy-syarī‘ah dan
maṣlaḥah, karena salah satu fungsi maṣlaḥah pada saat tertentu tidak hanya
diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan
untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki dan menyempurnakan peraturan
lama.12
Dalam syarat umum, zakat dikeluarkan oleh orang kaya dan benar-benar
mampu dan terbebas dari utang serta mempunyai kelebihan sepanjang tahun
bukan hanya sesaat. Niṣāb zakat juga dihitung setelah dikeluarkan biaya
keperluan pertanian tersebut dan segala hal yang berhubungan kebutuhan penting
(al-ḥājāt al-aṣliyyah), karena zakat adalah kegiatan sosial untuk membantu yang
lemah (mustaḥiqq az-zakāh), jangan sampai memberatkan muzakki>.
Sebagian besar Ulama klasik tidak menyematkan syarat diatas untuk zakat
pertanian, namun memperhatikan maṣlaḥah, banyak Ulama kontemporer
mengkaji ulang pendapat ini yang dituangkan dalam fatwa-fatwa termasuk Syeikh
Yusuf al-Qaraḍāwi13.14
Pada kenyataannya, kebanyakan para petani (terutama petani padi) yang
mempunyai penghasilan secara formal telah mencapai niṣāb, sebenarnya adalah
masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan mereka masih berada dalam
taraf miskin. Penghasilan mereka hanya mengandalkan panen yang mereka tuai
11 Hal ini dikuatkan juga oleh Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR)
Pemerintahan Kampung dan juga merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan
Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12 Desember 2016.
12 Al Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul
Fiqh (Jakarta: Kencana, 2016), h.11.
13 Yusuf al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir
sekarang menetap di Qatar. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain
sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. lahir di Shafth
Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926. Selain Ulama, beliau juga adalah penulis yang sangat
produktif juga dai yang luar biasa. Lihat :http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/14e84a27-
d48f-4d93-ba0d-216902d193e0. diakses 25 Januari 2016.
14 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid I, h. 53, Beliau juga mengambil pendapat Imam Aṭā’
Ibn Rabbāḥ (dari tābi‘i>n wafat tahun 114 H).
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satu sampai tiga kali dalam setahun. Sebagian besar dari mereka tidak mempunyai
penghasilan lain, jika ada pekerjaan serabutan, hanya mencukupi sebagian kecil
kebutuhan mereka. Tak jarang para petani tersebut setelah beberapa bulan
kemudian berhutang untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari bahkan harus
berhutang juga untuk biaya memulai cocok tanam lagi.15
Islam adalah agama raḥmatan li al-‘ālami>n. Salah satu bagian dari
raḥmah-nya Islam adalah iqāmah al-‘adl (mewujudkan keadilan) dalam
pelaksanaan syariah.16 Islam sangat menghindari beban yang memberatkan dan
menghindari kemudaratan dan kerusakan (‘adam al-kulfah, raf‘u al-ḥaraj, dar‘u
al-mafāsid).17 Prinsip ini adalah salah satu dari tujuan syariah (maqāṣid asy-
syari‘ah). Seluruh syariat Islam dan zakat di dalamnya sangat memperhatikan
mukallaf (murā‘āh al-mukallaf) yaitu muzakki>. Tujuan syariah ini harus
diperkenalkan dan diaplikasikan secara benar, jauh dari hawa nafsu untuk
kemaslahatan seluruh umat.
Peneliti merasa poin ini sangat penting dan mendorong peneliti untuk
mengkaji secara mendalam pelaksanaan dan model perhitungan zakat pertanian
yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Penelitian ini juga menggali
faktor-faktor mengapa masyarakat berpegang pada model tersebut.
Zakat dan berbagai macam fenomena dalam masyarakat merupakan
pembahasan yang sangat menarik. Sehingga sangat mudah untuk menemukan
penelitian tentang zakat, namun kebanyakan penelitian fokus pada maksimalisasi
pengelolaan zakat, masalah dan solusinya untuk maṣlaḥah mustaḥiqq zakat.
Dalam penelusuran peneliti, penelitian yang membahas zakat pertanian khususnya
di Indonesia sangat sedikit. Berbeda dengan negeri jiran Malaysia, artikel
penelitian tentang kadar, niṣāb dan kasus-kasus tentang zakat pertanian banyak
peneliti temukan.18
15 Anwar Fuadi (40 thn), petani di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kuta Makmur,
wawancara pribadi tanggal 28 Desember 2016.
16 Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Kairo: Dār al-Fkr al-‘Arabi, t.t), h. 364.
17 Maḥmūd Ḥamdi Zaqzūq (ed), Mausū‘ah at-Tasyri>‘ al-Islāmiy (Kairo: Al-Majlis al-A‘lā
li asy-Syuūn al-Islāmiyyah, 2009), h. 617.
18 Artikel tersebut secara detail akan peneliti ungkapkan pada pembahasan kajian
terdahulu.
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Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada model perhitungan zakat
pertanian jenis padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara. Melihat apakah
perhitungan dan pengeluaran zakat benar-benar telah dilalui melalui jalur yang
benar dengan mempertimbangkan maṣlaḥah dan maqāṣid asy-syari>‘ah. Sehingga
tujuan zakat dan prinsip keadilan yang diagungkan Islam akan teraplikasi dengan
sempurna.
Selain telaah teori dengan mendalam yang dikemukakan dalam mażāhib
mu‘tabarah, juga pendapat yang di-tarji>ḥ, penelitian ini juga menyentuh empirik
yang terjadi pada masyarakat awam. Penelitian ini juga ingin menganalisa
perspektif masyarakat setempat yang sudah mereka yakini kebenarannya dan
mereka lakukan secara turun-temurun.
Kiranya penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai
pelengkap dan penegasan penelitian-penelitian yang ada, karena menyangkut
penerapan hukum syariah yang raḥmatan li al-‘ālami>n. Khususnya dalam masalah
zakat yang tidak hanya bersifat vertikal (hamba dengan Tuhannya) namun juga
horizontal (hubungan manusia dengan manusia). Besar harapan, hasil penelitian
ini dapat membangkitkan kembali ruh Islam yang selama ini tak sengaja
dikesampingkan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti urai diatas, peneliti
ingin mengamati lebih lanjut dan mendalam dan mengungkapkan fenomena ini
dalam sebuah tesis dengan judul “Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi
Di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara)”. Semoga peneliti bisa berkontribusi
dengan baik dalam penelitian ini.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah juga fenomena yang ditemukan dalam
masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur tentang zakat pertanian, kita bisa melihat
masalah yang sangat penting untuk dipecahkan. Diantara masalahnya adalah cara
perhitungan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini
juga yang dikuatkan juga prinsip maqāṣid asy-syari>‘ah. Dalam penelitian ini
peneliti berusaha mengkaji bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan
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Kuta Makmur. Sedangkan secara khusus beberapa pertanyaan permasalahan yang
akan menjadi inti penelitian ini diantaranya:
1. Bagaimana model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
Aceh Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang dari model perhitungan zakat
pertanian di Kecamatan Kuta Makmur?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah disebutkan di atas,
maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan
khusus, adapun tujuan umum yang ingin dicapai disini adalah untuk mengetahui
tata cara pelaksanaan zakat pertanian jenis padi yang dijalankan di Kecamatan
Kuta Makmur Aceh Utara. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta
Makmur Aceh Utara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari model
perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.
D. Fokus Penelitian
Melihat banyaknya dan luasnya pembahasan, peneliti perlu menetapkan
fokus penelitian sebagai batasan masalah agar mudah dipahami. Fokus penelitian
dalam judul ini adalah sebagai berikut:
Pertama, model perhitungan; model maknanya pola, acuan, contoh dan
ragam yang dibuat dan dihasilkan. Sedangkan perhitungan maknanya perbuatan,
hal atau cara membilang, yaitu menambah dan mengurangi dan menjumlahkan.
Jadi model perhitungan adalah pola dan acuan yang dipakai dalam hal menambah,
mengurangi dan menjumlahkan. Secara umum prosedur perhitungan zakat terdiri
dari menentukan ḥaul, menentukan dan menaksir aset zakat, menentukan dan
menaksir jumlah tanggungan, tuntutan, kewajiban juga tagihan tahun berjalan
yang akan dipotong atau dikurangi sebelum niṣāb, menentukan niṣāb zakat,
menentukan kadar zakat, mengkalkulasikan jumlah zakat dan menyalurkan
kepada mustaḥiqq.
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Kedua, zakat pertanian; zakat pertanian yang menjadi fokus dalam
penelitian ini hanya kewajiban zakat pertanian pada tanaman padi saja dan tidak
menyentuh kewajiban hasil pertanian lain. Alasan peneliti mengangkat tanaman
padi saja karena padi adalah tanaman yang tidak terjadi perselisihan dalam
pengeluaran zakatnya dan ini yang dijalankan oleh sebagian besar Muslim di
Indonesia.
Secara garis besar, fokus penelitian dalam judul ini adalah bagaimana cara
menjumlah, mengurangi dan menambah juga model acuan dalam tata cara
pengeluaran zakat padi yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara.
Penelitian ini juga berfokus pada alasan penggunaan dan pemilihan model
tersebut.
E. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini secara garis besar peneliti kategorikan ke dalam
kelompok sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti:
a. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena
ekonomi Islam yang berjalan di masyarakat terutama yang berhubungan
dengan kebijakan fiskal khususnya yang menyangkut zakat di Indonesia.
b. Mendapatkan pemahaman yang lebih dan rinci juga menghilangkan
keragu-raguan tentang hukum Islam terutama tentang zakat pertanian.
2. Bagi Praktisi:
a. Memberikan pemahaman yang baru, rinci dan lebih mendalam tentang
kriteria-kriteria yang seharusnya diberlakukan dalam pelaksanaan zakat
pertanian yang sesuai dengan hukum zakat dalam meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat.
b. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam
mencermati pelaksanaan sebuah hukum Islam juga dalam membentuk
undang-undang di Indonesia, khususnya tentang zakat.
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3. Bagi  Akademisi:
a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bidang ekonomi Islam terhadap
pengembangan teori zakat pertanian yang sesuai hukum Islam yang
diberlakukan di Indonesia.
b. Mendorong untuk dilakukan kajian dan penelitian yang lebih lanjut
mengenai maṣlaḥah muzakki> dalam perhitungan jenis zakat yang lain.
c. Berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dapat menambah wawasan
dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
F. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang
dikemukakan dan ingin dipecahkan, dan supaya sesuai dengan sasaran maka
penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari rangkaian
pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu uraian
sistematis dalam satu kesatuan.
Bab I merupakan pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang
masalah, perumusan permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian dan sistematika pembahasan. Bab I ini merupakan gambaran awal dari
penelitian ini dari permasalahan yang diangkat dan hendak dikaji.
Bab II berupa landasan teori yang tersusun atas teori umum yang
merupakan dasar-dasar pemikiran yang dikaji dari hukum fikih sebagai pegangan
yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan
penelitian ini. Bab II ini merupakan madkhal umum tentang zakat terutama zakat
pertanian ditambah dengan penelitian terdahulu.
Bab III membahas metode penelitian yang terdiri gambaran umum lokasi
dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan informan, sumber data dan
teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab
ini berupa jawaban dari pertanyaan penelitian yang terdiri dari model perhitungan
zakat pertanian yang dijalankan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh
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Utara. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang
dikembangkan berdasarkan temuan dari penelitian. Untuk lebih terperinci bisa
dilihat dalam out line berikut:
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Fokus Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
F. Sistematika Pembahasan
BAB II ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM
A. Teori Umum Zakat Pertanian
1. Tāri>kh Tasyri>‘ Zakat dan Dalil Masyrū‘iyyah-nya
2. Pengertian zakat
3. Kriteria Muzakki>
4. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati (Al-Maujūdāt
az-Zakawiyyah)
5. Ḥaul dalam Zakat Pertanian
6. Model Perhitungan Zakat Pertanian
a. Model Perhitungan Niṣāb Zakat Pertanian
b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian
c. Al-Maṭlūbāt al-Ḥāllah (Beban dan Biaya)
7. Mustaḥiqq Zakat
8. Zakat Lahan Sewa atau Kerjasama
B. Maqāṣid asy-syarī‘ah Dalam Pelaksanaan Hukum Syariah
C. Kajian Terdahulu
D. Kerangka Pemikiran
BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
C. Informan dan Subjek Penelitian
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D. Sumber Data
E. Teknik Pengumpulan Data
F. Teknis Analisa Data
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
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BAB II
ZAKAT PERTANIAN DALAM ISLAM
A. Teori Umum Zakat Pertanian
1. Tāri>kh Tasyri>‘ Zakat dan Dalil Masyrū‘iyyah-nya
Menelusuri tāri>kh tasyri>‘ al-farāiḍ (sejarah pensyariatan ibadah yang
wajib), perintah shalat adalah ibadah yang pertama sekali dalam Islam yaitu
semasa Rasul di Mekah pada saat isrā’ dan mi‘rāj. Perintah puasa Ramaḍān
disyariatkan Pada bulan Sya‘bān tahun ke dua Hijrah.1
Perintah zakat dalam makna sedakah secara umum sudah ada dan
disyariatkan sebelum Hijrah bahkan pada Umat Para Nabi terdahulu. Bukti
pensyariatannya, diantaranya tersurat dalam Alquran Surah Al-Anbiyā’ ayat 73
untuk Nabi Ibrahim. Serta banyak ayat-ayat Makkiyah yang mensyariatkan
sedakah seperti Surah Al-Balad ayat 11-16.2 Namun perintah zakat secara
terperinci dari jenis, niṣāb dan kadarnya disyariatkan di Madinah sebelum
perintah puasa tahun ke dua Hijrah.3
Semasa Periode Madinah, Para Sahabat sudah terbiasa dengan
menyisihkan sebagian harta mereka, bahkan ada yang rela seluruh hartanya untuk
membantu dakwah Islam, biaya perang, membantu kaum lemah, memerdekakan
budak dan sebagainya, sebagai contoh Khalifah Uṡmān Ibn ‘Affān yang sangat
terkenal kedermawanannya,4 namun tidak kalah juga dengan Para Sahabat yang
lain. Saat itu ada infak yang bersifat wajib namun ukurannya bersifat sukarela
sesuai komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus. Ketika pondasi Islam sudah
kokoh dan wilayah Islam sudah luas serta masyarakat sudah banyak memeluk
Islam, pada tahun ke sembilan Hijrah Allah mengatur alokasi pengeluaran zakat.
1 Muṣṭafā al-Khin et.al., Al-Fiqh al-Manhaji ‘Alā Mażāhib al-Imām asy-Syāfi‘i, cet. 12
(Damaskus: Dār al-Qalam, 2012), jilid I, h. 331.
2 Ali Jum‘ah Muhammad (ed.), Mausū‘ah Fatāwā al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah li al-
Maṣārif wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islamiyyah (Kairo: Dār as-Salām, 2010), jilid XVI, h.
22-23.
3 Muṣṭafā al-Khin et.al., Al-Fiqh al-Manhaji, jilid I, h. 271.
4 Lihat penuturan kisahnya dalam: ‘Abd as-Sattār asy-Syaikh, Al-‘Asyrah al-
Mubasysyarūn bi al-Jannah (Damaskus: Dār al-Qalam, 2007), h. 133-134.
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Atas dasar ini, Rasulullah membuat peraturan pengumpulan zakat, barang-barang
yang dikenakan zakat, niṣāb dan kadar pengeluaran zakat.5
Dalil yang mengatur kewajiban zakat sebagian besar diiringi dengan
kewajiban shalat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak dapat
dipisahkan satu sama lain. Diantara ayat Alquran yang menunjukkan kewajiban
zakat adalah:
               
Artinya: Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah
beserta orang-orang yang rukuk. [Q.S. Al-Baqarah: 43].6
Makna kata kerja perintah اﻮﻤﯿَﻗأ (dirikanlah) dan اﻮﺗاَء (tunaikanlah) adalah
kata perintah yang makna asalnya adalah perintah wajib dan bersegera untuk
melaksanakannya.7 Adapun makna ةﻮﻛﺰﻟا menurut sebagian besar Ulama adalah
zakat secara umum bukan zakat fitrah saja.8 Kesimpulannya adalah mendirikan
shalat dan menunaikan zakat adalah wajib jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.
Selain ayat diatas, perintah zakat juga shalat juga tercermin dari ayat
berikut:
                         
                         
          
Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu):
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah
kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang
miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah
shalat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling
5 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet. 5 (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2012), h. 40.
6 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata,
Terjemah Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 7. (Tanda Tashih kode: V-
II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).
7 Muḥammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muḥammad al-‘Uṡaimin, Al-Uṣūl min ‘Ilm al-Uṣūl (t.t.p.: Dār
Ibn Jauziy, 2009), h. 25.
8 Abu Abdullāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abi Bakr Ibn Farḥ al-Anṣāri Syams ad-Di>n
al-Qurṭubi, Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qurān, ed. Aḥmad Bazdūni, Ibrāhi>m Aṭfi>s, cet. 2 (Kairo: Dār al-
Kutub al-‘Miṣriyyah, 1964), jilid I, h. 343-344.
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(mengingkari) kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu masih
menjadi pembangkang. [Q.S. Al-Baqarah: 83].9
Ayat ini memaparkan bahwasanya ada beberapa perintah yang ditujukan
kepada umat sebelum Nabi Muhammad yaitu Kaum Bani Israil. Ayat ini juga
menunjukkan bahwasanya perintah shalat dan zakat tidak hanya diwajibkan
kepada umat Nabi Muhammad Saw. saja, namun telah diwajibkan kepada umat
terdahulu meskipun mereka melanggarnya.10
Selain beberapa ayat di atas, banyak juga ayat-ayat lain dalam Alquran
yang menyeru untuk menunaikan zakat, namun peneliti rasa, ayat dia atas sudah
bisa mewakili. Selain dalil dari Alquran, ada juga Hadis yang menunjukkan
kewajiban zakat sebagai penguat Alquran diantaranya:
 َﻋ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َبﻮﱡَﻳأ ِﰊَأ ْﻦ : َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨِﻠﻟ َلَﺎﻗ ًﻼُﺟَر ﱠنَأ : ٍﻞَﻤَﻌِﺑ ِﱐِْﱪْﺧَأ
 َلَﺎﻗ ،َﺔﱠَﻨﳉا ِﲏُﻠِﺧُْﺪﻳ : ُﻪَﻟ ﺎَﻣ َُﻪﻟ ﺎَﻣ . َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َلَﺎﻗَو :ﻟا ُﺪُﺒْﻌَـﺗ ،ُﻪَﻟ ﺎَﻣ ٌبََرأ َﻪﱠﻠ
 َﻢِﺣﱠﺮﻟا ُﻞِﺼَﺗَو ،َةﺎَﻛﱠﺰﻟا ِﰐْﺆُـﺗَو ،َةَﻼﱠﺼﻟا ُﻢﻴُِﻘﺗَو ،ﺎًﺌْﻴَﺷ ِِﻪﺑ ُِكﺮْﺸُﺗ َﻻَو]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.١١
Artinya: Dari Abu Ayyub Ra. Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada
Nabi Saw.: “Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku
kedalam surga”. Dia berkata: "Apakah itu, apakah itu?. Dan Nabi Saw.
bersabda: “Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan
tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat,
kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (silaturrahim)”.
[HR. Imam Bukhāri].
Hadis di atas menunjukkan bahwasanya zakat merupakan ibadah utama
yang bisa menyelamatkan seseorang dari neraka. Adapun Hadis lain tentang
perintah zakat adalah Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. sebagai
berikut:
9 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim, Al-Qur’an Tajwid. h. 12.
10 Abu al-Fidā’ Ismā’il Ibn Umar Ibn Kaṡi>r al-Qursyi al-Baṣri, Tafsi>r al-Qurān al-‘Aẓi>m,
ed. Muhammad Husein Syamsuddi>n (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid VII, h. 390.
11 Muḥammad Ibn Ismā‘i>l Abū ‘Abdullāh al-Bukhāri al-Ja‘fiy, Al-Jāmi‘ al-Musnad aṣ-
Ṣaḥi>ḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlullāh Ṣallallāh ‘Alaih Wasallam wa Sunanih wa Ayyāmih
(Ṣaḥi>ḥ al-Bukhāri), ed. Muhammad Zuhair Ibn Nāṣir an-Nāṣir (t.t.p.: Dār Ṭūq an-Najāh, 1422 H),
jilid II, h. 104, dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh, Bāb Wujūb az-Zakāh nomor 1396.
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 َﺔﱠَﻨْﳉا ُﺖْﻠَﺧَد ُﻪُﺘْﻠِﻤَﻋ اَذِإ ٍﻞَﻤَﻋ . َلَﺎﻗ " َةَﻼﱠﺼﻟا ُﻢﻴُِﻘﺗَو ،ﺎًﺌْﻴَﺷ ِِﻪﺑ ُِكﺮْﺸُﺗ َﻻ َﻪﱠﻠﻟا ُﺪُﺒْﻌَـﺗ
،ََﺔﺑﻮُﺘْﻜَﻤْﻟا َنﺎَﻀَﻣَر ُمﻮُﺼَﺗَو ،َﺔَﺿوُﺮْﻔَﻤْﻟا َةﺎَﻛﱠﺰﻟا يﱢدَﺆُـﺗَو ." ُﺪِﻳَزأ َﻻ ِﻩِﺪَِﻴﺑ ﻲِﺴْﻔَـﻧ يِﺬﱠﻟاَو َلَﺎﻗ
اَﺬَﻫ ﻰَﻠَﻋ . ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َلﺎَﻗ ﱠﱃَو ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ " ِﻞْﻫَأ ْﻦِﻣ ٍﻞُﺟَر َﱃِإ َُﺮﻈْﻨَـﻳ ْنَأ ُﻩﱠﺮَﺳ ْﻦَﻣ
 َﱃِإ ُْﺮﻈْﻨَـﻴْﻠَـﻓ ِﺔﱠَﻨْﳉا اَﺬَﻫ"]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.١٢
Artinya: Dari Abu Hurairah Ra., Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Saw.
lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan
akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi Saw. bersabda: "Kamu
menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun,
kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang
wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadan”. Kemudian
orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya,
aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak
pergi, Nabi Saw. bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki
penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini”. [HR. Imam
Bukhāri].
Ayat dan Hadis di atas merupakan dalil-dalil kewajiban menunaikan zakat.
Dalil-dalil di atas sangat kuat dan bahkan Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam
Bukhari yang terkenal dengan ke-ṣaḥi>ḥ-an riwayatnya. Maka barang siapa yang
menolak kewajibannya dengan sengaja dianggap kafir dan boleh diperangi.13
Apabila enggan menunaikannya, namun tidak menolak kewajibannya maka ia
berdosa. Bagi pemimpin harus memaksa yang bersangkutan untuk mengeluarkan
zakat dan menghukum atas perbuatannya hingga dia bertaubat.14 Sikap tersebut
tercermin dalam keputusan Khalifah Abu Bakr dalam Hadis Mauqūf berikut:
 َلَﺎﻗ ،َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ :  ُﻩَﺪْﻌَـﺑ ٍﺮْﻜَﺑ ُﻮَﺑأ َﻒِﻠْﺨُﺘْﺳاَو ،َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َﱢﰲُﻮُـﺗ ﺎﱠﻤَﻟ
 ٍﺮْﻜَﺑ ِﰊَِﻷ ،ِبﺎﱠﻄَﳋا ُﻦْﺑ ُﺮَﻤُﻋ َلﺎَﻘَـﻓ ِبَﺮَﻌﻟا َﻦِﻣ َﺮَﻔَﻛ ْﻦَﻣ َﺮَﻔَﻛ : َﻒْﻴَﻛ ْﺪَﻗَو ،َسﺎﱠﻨﻟا ُﻞِﺗﺎَﻘُـﺗ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ " :اﻮُﻟﻮُﻘَـﻳ ﱠﱴَﺣ َسﺎﱠﻨﻟا َﻞِﺗَﺎُﻗأ ْنَأ ُتْﺮُِﻣأ : ﱠﻻِإ َﻪَِﻟإ َﻻ
 َلَﺎﻗ ْﻦَﻣَو ،ُﻪﱠﻠﻟا : َو ِﻪﱢﻘَِﲝ ﱠﻻِإ ُﻪَﺴْﻔَـﻧَو ُﻪَﻟﺎَﻣ ﱢﲏِﻣ َﻢَﺼَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻻِإ َﻪَﻟِإ َﻻ ِﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠَﻋ ُُﻪﺑﺎَﺴِﺣ " َلﺎَﻘَـﻓ
12 Ibid., jilid II, h.105, dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh, Bāb Wujūb az-Zakāh nomor
1397.
13 Muḥammad Ibn Aḥmad al-Khaṭi>b asy-Syarbi>ni asy-Syāfi‘i, Mugniy al-Muḥtāj Ilā
Ma‘rifah Alfāẓ al-Minhāj (Kairo: Dār at-Taufiqiyyah, 1994), jilid  II, h. 67.
14 As-Sayyid as-Sābiq, Fiqh as-Sunnah, cet. 21 (Kairo: Dār al-Fatḥ li al-I‘lām al-‘Arabiy,
1999), jilid I, h. 235-236.
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 ٍﺮْﻜَﺑ ُﻮَﺑأ : ُﻌَـﻨَﻣ ْﻮَﻟ ِﻪﱠﻠﻟاَو ،ِلَﺎﳌا ﱡﻖَﺣ َةﺎَﻛﱠﺰﻟا ﱠنِإَو ،ِةَﻼﱠﺼﻟاَو ِةﺎَﻛﱠﺰﻟا َْﲔَـﺑ َقﱠﺮَـﻓ ْﻦَﻣ ﱠﻦَِﻠﺗَﺎُﻗَﻷ ِﻪﱠﻠﻟاَو ِﱐﻮ
 َو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ِلﻮُﺳَر َﱃِإ َُﻪﻧوﱡدَﺆُـﻳ اُﻮﻧﺎَﻛ ًﻻﺎَﻘِﻋ ِﻪِﻌْﻨَﻣ ﻰَﻠَﻋ ْﻢُﻬُـﺘْﻠَـﺗﺎَﻘَﻟ َﻢﱠﻠَﺳ، ُﺮَﻤُﻋ َلﺎَﻘَـﻓ
 ِبﺎﱠﻄَﳋا ُﻦْﺑ : ُﻪﱠَﻧأ ُﺖْﻓَﺮَﻌَـﻓ ِلﺎَﺘِﻘِْﻠﻟ ٍﺮْﻜَﺑ ِﰊَأ َرْﺪَﺻ ََحﺮَﺷ ْﺪَﻗ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنَأ ُﺖَْﻳَأر ْنَأ ﱠﻻِإ َﻮُﻫ ﺎَﻣ ِﻪﱠﻠﻟاَﻮَـﻓ
 ﱡﻖَﳊا :" ٌﺢﻴِﺤَﺻ ٌﻦَﺴَﺣ ٌﺚﻳِﺪَﺣ اَﺬَﻫ"]ﻟا ﻩاورﺬﻣﱰي[.١٥
Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: “Setelah Rasulullah wafat, yang kemudian
Abu Bakar menjadi khalifah, maka beberapa orang Arab ada yang kembali
menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu
Bakar hendak memerangi mereka)”, Umar Ibn Al-Khaṭṭāb bertanya:
“Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah telah bersabda:
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka
mengucapkan lā ilāha illallāh. Maka barangsiapa telah mengucapkannya
berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya
sedangkan perhitungannya ada pada Allah.” Maka Abu Bakar Aṣ-Ṣiddi>q
berkata: “Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan
antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi
Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang
dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah, pasti akan aku
perangi mereka disebabkan keengganan itu.” Berkata, Umar Ibn Al-
Khaṭṭāb: “Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah
membukakan hati Abu Bakar Aṣ-Ṣiddi>q dan aku menyadari bahwa dia
memang benar.” [HR. Tirmizi].
Perintah memerangi orang-orang Muslim yang enggan menunaikan zakat
hanya berlaku pada harta ẓāhir (yang nampak) dan hanya boleh dilakukan oleh
pemimpin yang adil dan mengetahui hukum zakat dengan sempurna. Menurut
Abū Ḥani>fah jika yang enggan menunaikan zakat mengakui telah menunaikannya
secara pribadi maka harus dipercayai perkataannya dan kebenarannya
dikembalikan pada Sang Maha Tahu.16
2. Pengertian Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, dalam Bahasa Arab, kata zakat merupakan kata
dasar (maṣdar) dari “zakā (ﺎﻛز)” yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan
15 Muhammad Ibn ‘Isā Ibn Saurah Ibn Mūsā Ibn Ḍahhāk at-Tirmi>zi, Sunan at-Tirmizi, ed.
Ahmad Muhammad Syākir, et.al. cet. 2 (Kairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣtafā al-Bābi
al-Ḥalabi, 1975), jilid V, h. 717, dikeluarkan dalam Abwāb al-Īmān nomor 2607.
16 Al-Māwardi, Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah fī al-Wilāyah ad-Dīniyyah (Surabaya: al-
Haramai Jaya, t.t), h. 91.
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terpuji.17 Bentuk derivatif beserta makna-maknanya banyak tertuang dalam
Firman Allah dalam Alquran, diantaranya sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu
[Q.S. Asy-Syams: 9].18
 ...
Artinya: … Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang
paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. [Q.S. An-Najm: 32].19
…
     
Artinya: … Kalaulah bukan karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu,
niscaya tidak seorangpun diantar kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan
keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa
yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui.[Q.S. An-Nūr: 21].20
Lafal “az-zakāh” dalam Alquran disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali di
antaranya disebutkan dalam Surah Makkiyyah.21 Lafal yang bermakna zakat
kadang-kadang juga datang dalam bentuk lafal “ṣadaqah” seperti dalam Surah At-
Taubah ayat 60.22
                              
                
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk
(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah
17 Ibnu Manẓūr, Lisān al-‘Arab (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, t.t.), jilid 14, h. 358.
18 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 595.
19 Ibid., h. 527.
20 Ibid., h. 352.
21 Yūsuf al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, cet. 25 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), jilid I, h.
59.
22 Dewan Redaksi Wizārah al-Auqāf wa asy-Syuūn al-Islāmiyyah, Al-Mausūah al-
Fiqhiyyah (Kuwait: Dār aṣ-Ṣafa’, 1995), jilid XXII, h. 226.
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dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana“. [Q.S. At-Taubah: 60].23
Secara terminologi, dalam kitab Syafiiyah, Mugniy al-Muḥtāj disebutkan
defenisi zakat adalah “ ٍﺔَﺻﻮُﺼْﺨَﻣ ٍفَﺎﻨَْﺻِﻷ ُُﮫﻓْﺮَﺻ ُﺐَِﺠﯾ ٍصﻮُﺼْﺨَﻣ ٍلﺎَﻣ ْﻦِﻣ ٍصﻮُﺼْﺨَﻣ ٍرَْﺪِﻘﻟ ٌﻢْﺳا
 َِﻂﺋاَﺮَِﺸﺑ” [Nama bagi sejumlah harta tertentu untuk dialokasikan dan diberikan
kepada orang-orang tertentu setelah memenuhi syarat tertentu pula.]24 Begitu juga
dengan mazhab yang lain mendefenisikan dengan makna yang sama meski lafal
berbeda.25
Sedangkan zakat pertanian, dalam Bahasa Arab sering disebut dengan
istilah az-zurū‘ wa aṡ-ṡimār (tanaman dan buah-buahan) atau an-nābit au al-
khārij min al-arḍ (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi
yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama.26 Zakat pertanian adalah
salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis
Rasulullah. Dalam Surah al-An‘ām ayat 141 Allah berfirman:
                       
                             
                  
Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman yang merambat dan yang tidak
merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun
dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa
(rasanya). Makanlah dari buahnya apabila berbuah, dan tunaikanlah
haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir
23 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 196.
24 Al-Khaṭi>b asy-Syarbi>ni, Mugniy al-Muḥtāj, jilid II, h. 68.
25 Misal Hanabilah menyebutkan makna zakat dengan “  ﱞﻖَﺣ ٍﺔَﺻﻮُﺼْﺨَﻣ ٍَﺔِﻔﺋﺎَِﻄﻟ ﱟصﺎَﺧ ٍلﺎَﻣ ِﻲﻓ ٌﺐِﺟاَو
 ٍصﻮُﺼْﺨَﻣ ٍﺖْﻗَِﻮﺑ” [Hak yang wajib dari harta tertentu diperuntukkan untuk orang tertentu pada waktu
tertentu], lihat: Ibn Najjār, Muntahā al-Irādāt, ed. Abdullāh Abd al-Muḥsin at-Turki (t.t.p.:
Muassasah ar-Risālah, 1999), jilid I, h. 435. Malikiyah memaknai zakat dengan “ ٍءْﺰُﺟ ُجاَﺮْﺧإ
،ٍثْﺮَﺣَو ٍنِﺪْﻌَﻣ ِﺮْﯿَﻏ ُلْﻮَﺣَو ُﻚْﻠِﻤْﻟا ﱠَﻢﺗ ْنإ ِﮫﱢﻘِﺤَﺘْﺴُِﻤﻟ ًﺎﺑﺎَِﺼﻧ ََﻎَﻠﺑ ٍصﻮُﺼْﺨَﻣ ٍلﺎَﻣ ْﻦِﻣ ٍصﻮُﺼْﺨَﻣ” [Mengeluarkan sebagian
harta tertentu yang telah mencapai niṣāb, dimiliki secara penuh dan telah berjalan setahun kecuali
barang tambang dan hasil bumi dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya], lihat:
Muhammad Ibn Aḥmad Ibn Muhammad ‘Alaisy Abu Abdullah al-Māliki, Manḥ al-Jali>l Syarḥ
Mukhtaṣar al-Khali>l (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), jilid II, h. 3. Dari beberapa pengertian yang telah
disebutkan terlihat hanya terjadi perbedaan lafal namun maknanya sama.
26 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 360.
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miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang yang berlebih-lebihan. [Q.S. Al-An‘ām: 141].27
Lafal  ُﺗاءاﻮ pada ayat di atas berupa fi‘l al-amr li al-wujūb (kata perintah
yang bermakna wajib) karena tidak ada dalil yang mengindikasikan untuk
berpaling dari makna wajib.28 Al-Qurṭubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan
terdapat perbedaan pendapat Ulama dalam menafsirkan lafal “ ُﮫﱠﻘَﺣ” dalam ayat di
atas, namun sebagian besar Para Ulama berpendapat bahwa “haknya” dalam ayat
ini adalah zakāh al-mafrūḍah yaitu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.29
Ayat ini dijelaskan lagi dengan Hadis Nabi:
 ِﻪِﻴَﺑأ ْﻦَﻋ ،ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ ِﱂﺎَﺳ ْﻦَﻋ ،ﱢِيﺮْﻫﱡﺰﻟا ِﻦَﻋ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر
 َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو :
 ِﺮْﺸُﻌﻟا]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.٣٠
Artinya: Dari Zuhri dari Sālim Ibn Abdillāh dari Ayahnya Ra. dari Nabi Saw.,
beliau bersabda: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit
(hujan) dan mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya)
sepersepuluh. (Lahan pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut
air, maka (zakatnya) seperdua puluh.” [HR. Al-Bukhāri].
Hadis ini menerangkan kewajiban menunaikan zakat dari hasil pertanian
dan perkebunan secara umum sebesar 5% atau 10% yang disesuaikan dengan cara
melakukan pengairan.
Dasar dari pensyariatan zakat pertanian hanya terjadi pada lahan produktif
dan pada tumbuh-tumbuhan yang sengaja ditanam dan dipelihara untuk diambil
hasilnya seperti halnya kewajiban zakat pada harta perniagaan. Apabila terjadi
bencana atau tanah tidak berproduksi lagi maka gugurlah kewajiban zakat
atasnya.31
27 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 146.
28 Al-‘Uṡaimin, Al-Uṣūl. h. 25.
29 Diantara Ulama yang berpendapat seperti di atas adalah Sahabat Ibnu ‘Abbās, lihat:
Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣāri Syamsuddi>n al-Qurṭubi, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-
Qurān, cet. 2 (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1964), jilid  VII, h. 100. As-Sayyid as-Sābiq,
Fiqh as-Sunnah, jilid I, h. 249.
30 Al-Bukhāri, Ṣaḥi>ḥ al-Bukhāri, jilid II, h. 126. dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh Bāb
al-‘Usyr Fi>mā Yusqā min Mā’ as-Samā’… nomor 1483.
31 Wahbah az-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh, cet. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr,
2008), jilid II, h. 719.
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3. Kriteria Muzakki>
Muzakki> adalah orang-orang yang wajib menunaikan zakat setelah
terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan diri seorang
muzakki> dan ada juga yang berkaitan dengan harta yang dimiliki muzakki>. Syarat
yang berkaitan dengan diri muzakki> antara lain Islam dan merdeka. Jumhur Ulama
sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi non Muslim dan hamba sahaya.
Dalam sebuah negara Islam seperti masa Rasul dan Khulafā’ ar-Rāsyidi>n
pengganti kewajiban zakat bagi non Muslim adalah jizyah sebagai jaminan
keamanan bagi non Muslim yang tinggal di Negara Islam. Sedangkan hamba
sahaya meskipun memiliki harta, tidak diwajibkan zakat atasnya dikarenakan
harta yang dimilikinya bukan dalam kepemilikan sempurna. Hamba sahaya
beserta hartanya adalah milik tuannya, maka kewajiban zakat jatuh pada tuannya
menurut Jumhur Ulama.32
Sedangkan syarat balig dan berakal terjadi khilāf. Jumhur Ulama tidak
mensyaratkan balig dan berakal bagi muzakki>, oleh karena itu zakat juga
diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya.
Sementara Hanafiyah tidak mewajibkan zakat bagi mereka.33 Syarat yang
berhubungan dengan harta seorang muzakki> adalah haulān al-ḥaul ( ﻻﻮﺣلﻮﺤﻟا ن )
yaitu berputar selama setahun, memiliki hak penuh atas harta (milk at-tāmm),
dalam artian bukan harta bersama dan telah mencapai niṣāb baik berupa benda
atau senilai dengannya, terbebas dari hutang serta kelebihan dari kebutuhan pokok
yang pantas. Semua syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka gugur kewajiban
zakat atasnya. Kriteria-kriteria tersebut akan dibahas selanjutnya secara detail.
4. Tanaman-tanaman Yang Wajib Dizakati (Al-Maujūdāt az-Zakawiyyah)
Seluruh Ulama sepakat bahwasanya ada kewajiban zakat dari tumbuh-
tumbuhan dan biji-bijian berdasarkan berdasarkan Alquran dan Sunah. Hanya saja
mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian
apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut
32 Ibid., jilid II, h. 649.
33 Ibid., h. 651.
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terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil, menghukum
dan cara meng-istinbāt hukum. Imam Yusuf Al-Qaraḍāwi menyebutkan ada
empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.34
Pendapat Pertama:
Mazhab Ibn Umar dan para Ulama Salaf: Menurut mereka Jenis harta
pertanian yang wajib zakat adalah pada 4 jenis tanaman pokok yaitu gandum,
sya‘i>r (sejenis gandum), kurma dan anggur kering.35 Pendapat ini memegang
sabda Nabi Muhammad Saw., berbunyi :
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﱠﻦَﺳ َﺎ ﱠﳕِإ ِﺔَﻌﺑْرْﻷا ِﻩِﺬَﻫ ِﰲ َةﺎَﻛﱠﺰﻟا : ِﲑِﻌﱠﺸﻟاَو َِﺔﻄِْﻨْﳊا ِﰲ
،ِﺐِﻴﺑﱠﺰﻟاَو ،ِﺮْﻤﱠﺘﻟاَو]ا ﻩاورﻪﺟﺎﻣ ﻦﺑ[.٣٦
Artinya: “Rasulullah Saw. hanya memungut zakat dalam empat jenis
tanaman, yakni gandum, biji gandum, kurma, anggur”. [HR. Ibnu Mājah].
Hadis ini diragukan ke-ṣaḥi>h-annya, ada rāwi mursal bahkan matrūk37,
namun Hadis ini mempunyai banyak ṭurūq (jalan riwayat) yang saling
menguatkan satu sama lain. 38 Hadis ini juga dikuatkan oleh Hadis lain yang
diriwayatkan dari Mu‘āż Ibn Jabal sebagai berikut:
 ْﻦَﻋ ٍﻞَﺒَﺟ ِﻦْﺑ ِذﺎَﻌُﻣَو ﻰَﺳﻮُﻣ ِﰊَأ، ِﻦَﻤَﻴْﻟا َﱃِإ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر ﺎَﻤُﻬَـﺜَﻌَـﺑ َﲔِﺣ
 ْﻢِﻬِﻨﻳِد َﺮَْﻣأ َسﺎﱠﻨﻟا ِنﺎَﻤﱢﻠَﻌُـﻳ" ِﺐِﻴﺑﱠﺰﻟاَو ِﺔَﻄِْﻨْﳊاَو ِﲑِﻌﱠﺸﻟا ِﺔَﻌَـﺑْرَْﻷا ِﻩِﺬَﻫ ْﻦِﻣ ﱠﻻِإ َﺔَﻗَﺪﱠﺼﻟا اوُﺬُﺧَْﺄﺗ َﻻ
 ِﺮْﻤﱠﺘﻟاَو"] ﻩاورﲏﻄﻗراﺪﻟا[.٣٩
34 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 360-365.
35 Ibid, jilid I, h. 360.
36 Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, ed. Syu‘aib Arnaūṭ, et.al. (t.t.p.: Dār ar-Risālah al-
‘Ālamiyyah, 2009), jilid  III, h. 30, dikeluarkan dalam Abwāb az-Zakāh Bāb Ma Tajib Fi>h az-
Zakāh min al-Amwāl nomor 1815.
37 Mursal adalah Hadis yang terputus sanad pada tingkat Sahabat sedangkan matrūk
adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tertuduh dusta dalam Hadis atau menampakkan
kefasikan dengan perbuatan atau perkataan atau banyak lupa, banyak berandai-andai. Lihat: Ramli
Abdul Wahid, Studi Ilmu Hadis, cet. 3 (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2011), h. 118 dan 128.
38 Muḥammad Ali asy-Syaukāni, Nail al-Auṭār Syarḥ Muntaqā al-Akhbār min Aḥādi>ṡ
Sayyid al-Akhyār, ed. Naṣr Fari>d Muḥammad Wāṣil (Kairo: Al-Maktabah at-Taufi>qiyyah, t.t.),
jilid IV, h. 202.
39 Abū al-Ḥasan ‘Ali Ibn ‘Umar Ibn Aḥmad Ibn Di>nār al-Bagdādi ad-Dāruquṭni, Sunan
ad-Dāruquṭni, ed. Syuaib Arnaūṭ et.al. (Beirut: Muassasah Risālah, 2004), jilid II, h. 482,
dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh Bāb Laisa fi> al-Khaḍrawāt Ṣadaqah nomor 1921.
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Artinya: Dari Abi Mūsā dan Mu‘aż Ibn Jabal ketika Rasulullah mengutus
mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan urusan agama, Rasul bersabda:
“Jangan ambil zakat kecuali dari empat jenis yaitu barley (sejenis gandum),
gandum, anggur kering dan kurma kering”. [HR. Dāruquṭni].
Menurut pendapat pertama, jenis yang empat ini sudah ada Naṣṣ dan tidak
boleh beralih kepada hukum lain kecuali apabila ada Naṣṣ yang lebih kuat
lainnya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi ijmak Ulama bahwasanya tidak ada
yang membantah kewajiban zakat atas tamr (kurma kering) dan zabi>b (anggur
kering) dari jenis buah-buahan, serta diwajibkan zakat atas gandum dan sya‘i>r
(sejenis gandum) dari jenis biji-bijian.40 Namun selanjutnya para Fukaha berbeda
pendapat tentang kewajiban zakat atas hasil bumi selain yang tersebut dalam
Hadis di atas.41 Perbedaan tersebut terangkum dalam tiga pendapat terakhir yang
akan peneliti uraikan.
Pendapat kedua:
Pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan bahwa hasil
pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang disimpan dan tahan
lama serta biji-bijian dan buah-buahan kering, sehingga termasuk padanya
gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, dan kacang dengan alasan
tahan lama dan memberi manfaat yang luas.42
Pendapat ketiga:
Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua
yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis
40 Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm Ibn Munżir an-Naisābūri, Al-Ijmā‘, ed.  Fuad Abdul
Mun‘im Ahmad (t.t.p.: Dār al-Muslim li an-Nasyr wa at-Tauzī‘, 2004), h. 45.
41 Ali Jum‘ah (ed.), Mausū‘ah Fatāwā, jilid XVI, h. 63-64.
42 Abu Isḥāq Ibrāhi>m Ibn Ali Ibn Yūsuf asy-Syirāzi, Al-Muhażżab fi al-Fiqh al-Imām asy-
Syāfi‘i (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), jilid I, h. 288. Al-Khiṭāb ar-Ru‘i>ni al-Māliki,
Mawāhib al-Jali>l fi Syarḥ Mukhtaṣar al-Khali>l, cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1992), jilid II, h.
280.
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gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang.
Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan berair.43
Pendapat keempat:
Pendapat Abū Ḥani>fah mengatakan bahwasanya jenis pertanian yang wajib
dizakati adalah semua hasil jenis tanaman yang dimaksudkan untuk diperoleh
penghasilan dari penanamannya baik berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur-
sayuran, makanan pokok atau tidak, tahan lama atau tidak.44 Ḥujjah Abū Ḥani>fah
dalam pendapat ini antara lain:
1. Keumuman ayat Alquran Surah Al-Baqarah ayat 267.
...        ...
Artinya: … Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu… [Q.S. Al-Baqarah: 267].45
2. Keumuman ayat Alquran Surah at-Taubah ayat 103.
      ...
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka… [Q.S. At-Taubah:
103].46
3. Keumuman ayat Alquran Surah Al-An‘ām ayat 141.
...         ...
Artinya: …Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan
disedekahkan kepada fakir miskin… [Q.S. Al-An‘ām: 141].47
4. Keumuman sabda Rasulullah Saw.
 ِﺖَﻘَﺳ ﺎَﻤﻴِﻓ
]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.٤٨
43 Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, Al-Mugniy (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), jilid III,
h. 3.
44 Ibn Quddāmah, Al-Mugniy, jilid III, h. 5.
45 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 45.
46 Ibid., h. 203.
47 Ibid., h. 146.
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Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan mata
air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan
pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya)
seperdua puluh.” [HR. Al-Bukhāri].
Iman Abū Ḥani>fah mengatakan bahwasanya ayat dan Hadis di atas
menjelaskan secara umum dan tidak membatasi jenis apapun untuk mengeluarkan
zakat. Hadis yang mengkhususkan dalil-dalil di atas masih lemah sehingga tidak
bisa diambil sebagai mukhaṣṣis. Dengan alasan ini Abū Ḥani>fah berpendapat
bahwasanya semua tumbuhan yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam untuk
dimanfaatkan wajib ditunaikan zakat atasnya.
Itulah pendapat para Ulama klasik tentang al-maujūdāt az-zakawiyyah
dalam zakat pertanian dan perkebunan beserta dalil-dalil yang menguatkan
pendapat mereka. Kesimpulannya bisa dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1
Jenis-jenis Tanaman yang Diwajibkan Zakat Menurut Para Ulama
Jenis Tanaman Pendapat Ulama Keterangan
Hanya Diwajibkan Pada
empat jenis tanaman
Mazhab Ibn Umar dan
kebanyakan para Ulama
Salaf
Dari jenis biji-bijian
diwajibkan pada
gandum, sya‘i>r, dari
buah-buahan pada
kurma kering dan
anggur kering.
Pada tanaman yang bisa
disimpan dan merupakan
makanan pokok
Pendapat Ulama
Malikiyah dan Syafiiyah
Seperti gandum, padi,
jagung, kurma dan
apapun yang menjadi
makanan pokok daerah
setempat.
Pada tanaman yang
kering, bisa ditimbang
dan ditakar juga tahan
lama
Pendapat Ulama
Hanabilah
Tidak diwajibkan pada
sayur-sayuran dan
buah-buahan yang cair.
Semua jenis tanaman
yang diniatkan untuk
diambil hasilnya
Pendapat Ulama
Hanafiyah
Semua jenis tanaman
yang diniatkan untyuk
diambil hasilnya.
48 Al-Bukhāri, Ṣaḥi>ḥ al-Bukhāri. jilid II, h. 126, dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh Bāb
al-‘Usyr Fi>mā Yusqā min Mā’ as-Samā’… nomor 1483.
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Tarji>ḥ (Menelusuri Pendapat Yang Paling Kuat)
Dari empat pendapat di atas, masing-masing mempunyai dalil sendiri yang
menguatkan pendapatnya. Perbedaan cara meng-istinbāṭ hukum membuat Para
Ulama berbeda pendapat. Sekiranya setiap pendapat itu mempunyai kebenaran,
namun melihat situasi dan kondisi juga mempertimbangkan maṣlaḥah, saat ini
kewajiban tersebut harus ditinjau kembali. Tinjauan tersebut harus
memperhatikan keadilan bagi pihak muzakki> juga pihak mustaḥiqq zakat.
Dari keseluruhan pendapat ini, pendapat pribadi Ibnu ‘Arabi (w. 543 H)
dari Malikiyah mengambil pendapat yang keempat yaitu pendapat Abū Ḥani>fah
yang mewajibkan zakat pada seluruh hasil bumi. Selain itu banyak Ulama
kontemporer seperti Imam Yūsuf al-Qaraḍāwi juga mengambil pendapat ini.
Pendapat ini juga dikuatkan oleh lembaga-lembaga fikih dan muktamar-muktamar
zakah internasional.49 Pendapat ini sejalan dengan tujuan Syāri‘ dalam
mensyariatkan zakat. Tidaklah mungkin Syāri‘ mensyariatkan zakat dalam harta
tertentu namun meniadakan pada harta yang lain. Pendapat ini juga sejalan dengan
keumuman dalil-dalil baik dari Alquran maupun Hadis. Adapun Hadis yang
menyatakan hanya diwajibkan zakat pada empat jenis adalah Hadis ḍa‘i>f. Syeikh
Yūsuf al-Qaraḍāwi mengatakan meskipun diterima ke-ṣaḥi>ḥ-an Hadis tersebut,
namun penyebutan empat jenis tanaman tersebut bukan dimaksud untuk dibatasi
secara hakiki, sehingga tidak ada satupun dari Ulama empat mazhab yang
mengambil Hadis ini sebagai dalil.50
Tidak dapat dipungkiri, sumber kekayaan yang berasal dari perkebunan
dan pertanian sangatlah melimpah dan bervariasi. Bahkan kebanyakan hasil bumi
tersebut mengalahkan harga tanaman makanan pokok padi dan jagung seperti
kopi, sawit, rempah-rempah dan sebagainya. Rasanya tidak berlebihan jika hasil
pertanian dan perkebunan tersebut digolongkan ke dalam harta yang wajib zakat.
49 Ḥusain Ḥusain Syaḥātah, Aṭ-Taṭbīq al-Mu‘āṣir li az-Zakāh “Kaif Taḥsibu Zakāh
Mālika?”, cet. 3 (Kairo: t.p., 2011), h. 112-113.
50 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid I, h. 366. Lihat juga: Ḥusain Syaḥātah, Aṭ-Taṭbīq al-
Mu‘āṣir li az-Zakāh, h. 113.
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Pendapat Yang Berlaku di Indonesia
Indonesia terkenal dengan salah satu negara yang menganut Mazhab
Syafiiyah. Dalam sebagian besar ibadah merujuk pada pendapat Syafiiyah, namun
belum dapat dipastikan akan selalu merujuk pada Syafiiyah ketika berhadapan
dengan masalah muamalah akan selalu merujuk pada Syafiiyah, termasuk masalah
zakat karena selain ibadah, zakat juga mengandung unsur muamalah. Pergeseran
dan perbedaan istinbāṭ hukum dalam hal furū‘ bukanlah sesuatu yang dicela
dalam Islam sejauh tidak bertentangan dengan uṣūl.
Di Indonesia, untuk mempermudah pelaksanaan syariah dan hukum Islam,
Pemerintah membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan dan
tempat meminta fatwa yang berkaitan dengan syariah. Fatwa-fatwa tersebut di-
taqni>n (dijadikan undang-undang) yang akan mengokohkan rujukan dalam
bermuamalah, sengketa dan pengadilan. Seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
Sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pusat tentang zakat pertanian secara detail. Namun MUI di
beberapa daerah melihat pentingnya hal ini dan mereka memproduksi sendiri
fatwa tentang zakat pertanian seperti MUI Sumatera Utara.51
Dikarenakan zakat juga merupakan mu‘āmalah māliyah (transaksi
keuangan), zakat juga dibahas dalam Buku III Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES). Untuk ketentuan zakat pertanian dibahas pada Bab II Bagian
Keempat pasal 675. Masalah jenis tanaman yang dizakati dibahas pada poin
pertama yang berbunyi: “Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman
dan/atau hasil dari tanaman”.52
Dalam KHES ini tidak ada ketentuan jenis apa saja yang wajib dikeluarkan
zakat dan lebih condong kepada pendapat Abū Ḥani>fah. Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) dalam laman resminya menyebutkan dalam syarat zakat
pertanian sebagai berikut: “Tanaman tersebut adalah makanan asasi yang tahan
51 Lihat Keputusan Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan MUI Provinsi
Sumatera Utara Nomor: 30/Kep/MUI-SU/XII/2004.
52 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2009), h. 209.
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disimpan lama”.53 Dari sini terlihat ketentuan BAZNAS berbeda dengan
ketentuan KHES dan lebih condong kepada pendapat Malikiyah dan Syafiiyah.
Sementara itu, Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia
menerbitkan buku saku menghitung zakat dan cenderung mengambil pendapat
Syafiiyah dari satu segi jenis zakat pertanian, namun sepakat dengan Hanafiyah
bahwa semua hasil bumi wajib dikeluarkan zakat akan tetapi digolongkan ke
dalam zakat perdagangan. Apabila suatu tanaman dianggap sebagai makanan
pokok maka ditunaikan seperti ketentuan zakat pertanian, jika suatu tanaman tidak
dianggap sebagai makanan pokok, maka dianggap sebagai harta perdagangan dan
ditunaikan seperti ketentuan zakat harta.54
Semua ketentuan-ketentuan di atas tidak ada yang sifatnya memaksa.
Dipastikan pada prakteknya, Muslim di Indonesia juga mengalami perbedaan.
Dalam menyikapinya, masyarakat lebih cenderung merujuk pada Ulama setempat
dan keyakinan masing-masing seperti yang terjadi di Aceh. Sebagian rakyat Aceh
hanya menunaikan zakat dari hasil panen padi saja (makanan pokok) seperti
pendapat Syafiiyah. Hal ini dikuatkan juga dengan Fatwa Majelis
Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh nomor 09 tahun 2013 tentang zakat kelapa
sawit, sarang burung walet dan hasil tambang. Dalam fatwa ini memutuskan
bahwa kelapa sawit yang merupakan hasil perkebunan tidak wajib zakat namun
hanya dianjurkan untuk berinfak.55
Sebagian besar masyarakat Aceh merujuk kepada fatwa tersebut apalagi
sejalan dengan Mazhab Syafiiyah. Namun banyak juga para pekebun dan petani
selain padi mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka untuk menentramkan hati
dan berpegang pada prinsip kehati-hatian.
Melihat fenomena ini, Muslim di Indonesia haruslah bijaksana dalam
mencermati kewajibannya. Seorang Muslim janganlah secara sengaja lari dari
kewajiban zakat dengan mengambil pendapat yang paling gampang, mudah dan
53 http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/. Diakses pada tanggal 2 November 2016.
54 Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Buku Saku Menghitung Zakat (t.t.p.: t.p., 2013), h. 28-29.
55 http://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/5/fatwa-mpu-aceh-nomor-09-tahun-
2013-tentang-zakat-kelapa-sawit-sarang-burung-walet-dan-hasil-tambang.html, diakses pada
tanggal 2 November 2016.
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mengikuti hawa nafsu. Seorang Muslim hendaklah mengambil pendapat yang
menentramkan hati sesuai maṣlaḥah, berkeadilan dan bermanfaat bagi kaum
lemah.
Dalam kategori al-maujūdāt az-zakawiyyah pada zakat pertanian, peneliti
lebih cenderung mengambil petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama
Republik Indonesia. Semua jenis tumbuh-tumbuhan wajib dikeluarkan zakat tanpa
memilah-milah antara makanan pokok atau tidak, namun tata cara pengeluaran
zakatnya yang dibedakan tergantung tujuan dan fungsi tanaman tersebut. Jika
untuk makanan pokok masyarakat setempat maka dikembalikan pada tata cara
pengeluaran zakat pertanian dan perkebunan, apabila berfungsi dan bertujuan
untuk selain makanan pokok dikeluarkan dengan mengikut tata cara zakat harta
atau zakat perdagangan.
5. Ḥaul dalam Zakat Pertanian
Secara bahasa ḥaul (لﻮﺣ) atau annual bermakna tahun, berubah dan
berputar. Secara istilah juga tidak lari dari makna bahasa yaitu perputaran waktu
dalam setahun atau berjalan selama setahun, maksudnya harta wajib zakat telah
sampai niṣāb dan berjalan selama setahun. Dalam zakat, ḥaul merupakan syarat
wajib zakat pada hewan, emas dan perak, perdagangan dan uang.56 Konsep ḥaul
akan memastikan sebuah aset zakat berkembang (produktif atau namā’) atau tetap
bertahan tanpa terkurangi untuk kebutuhan pokok hingga akhir tahun.
Dalam zakat pertanian tidak berlaku ḥaul, karena perkembangan zakat
pertanian adalah ketika panen. Maka zakat pertanian dikeluarkan setiap kali
selesai panen tanpa menunggu berjalan setahun seperti zakat harta lainnya
berdasarkan firman Allah ta‘ālā berikut ini:
                         
     
56 Dewan Redaksi Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu’ūn al-Islāmiyyah, Al-Mausūah al-
Fiqhiyyah, jilid XVIII, h. 252.
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Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila ia
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan
kepada fakir miskin).” [Q.S. Al-An‘ām: 141].57
Ibn ‘Abbās berpendapat bahwasanya lafal “هدﺎﺼﺣ مﻮﯾ” adalah
diperuntukkan untuk zakat al-mafrūḍah (zakat wajib) pada saat ditakar dan
ditimbang serta diketahui hasilnya.58 Ayat ini dengan sangat jelas menunjukkan
bahwa kewajiban zakat pertanian adalah ketika panen yaitu ketika memetik hasil
setelah diketahui secara pasti hasilnya. Dengan ayat ini Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi
berpendapat bahwa zakat profesi dan barang mustagallāt ditunaikan ketika
mengambil hasilnya.59
Dewasa ini, teknologi pertanian dan perkebunan yang dikembangkan tidak
lagi bergantung pada musim panen tertentu. Hal tersebut dikarenakan para petani
dan pekebun dewasa ini dapat mengolah lahannya dan menghasilkan hasil panen
setiap minggu, atau setiap bulan, atau beberapa kali dalam satu periode musim
tanam. Untuk kondisi seperti ini bisa diterapkan sistem ḥaul atau dalam periode
tertentu untuk menunaikan kewajiban zakatnya.60
Menurut Mazhab Malikiyah, dalam kitab Mawāhib al-Jali>l dijelaskan
apabila suatu tanaman ditanam sebelum panen tanaman sebelumnya maka
pengeluaran zakat kedua hasil tanaman tersebut secara bersamaan.61 Menurut
Imam Syāfi‘i, pohon kurma yang berbuah dan dipanen secara berkelanjutan atau
bukan satu tahap digabungkan hasil panennya, apabila mencapai niṣāb maka
57 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 146.
58 Abu al-Fidā’ Ismā’il Ibn Umar Ibn Kaṡi>r al-Qursyi al-Baṣri, Tafsi>r al-Qurān al-‘Aẓi>m,
ed. Muhammad Husein Syamsuddi>n (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H), jilid III, h. 312.
59 Barang mustagallāt adalah barang yang diambil keuntungan dari hasil
perkembangannya tapi barangnya tetap. Misal mobil, lahan dan bangunan yang disewakan, atau
binatang ternak yang dijual bulu atau susunya. Menurut Al-Qaraḍāwi zakat profesi dan
mustagallāt dianalogikan seperti zakat pertanian yang dikeluarkan setiap mendapat hasil atau
keuntungan dikeluarkan 5% atau 10% apabila mencapai niṣāb zakat harta (85 gram emas) dalam
setahun, namun dibagi sesuai berapa kali pengeluarannya dalam setahun. Lihat Al-Qaraḍāwi, jilid
I, h. 482, 485, 510, 513-514.
60 Arief Mufarini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2012), h.
87-88.
61 Al-Khiṭāb ar-Ru‘i>ni al-Māliki, Mawāhib al-Jali>l, jilid II, h. 283.
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dikeluarkan zakat.62 Begitu juga dengan Hanabilah, zakat dari tanaman yang
sejenis dan mendekati waktu panennya dikumpulkan dalam setahun, baru
selanjutnya dikeluarkan zakat dari akumulasinya.63
Imam Ḥaramain al-Juwaini (w. 478 H) dari Syafiiyah mengatakan Para
Ulama sepakat, jika satu pohon kurma misalnya sudah bisa dipanen, kemudian
berbuah kembali dari pohon yang sama atau dari pohon yang berbeda, maka tidak
digabung panen pertama dan kedua meski masih dalam satu tahun. Yang terjadi
perbedaan pendapat adalah tanaman jagung atau yang serupa cara penanaman dan
panennya, jika ditanami dan dipanen lebih dari sekali dalam setahun.64 Dalam
masalah ini terjadi perbedaan pendapat hingga lima pendapat di kalangan
Syafiiyah, ada yang menggabungkan, namun ada juga yang mengatakan tidak
digabungkan. Menurut peneliti lebih adil tidak digabungkan seperti pendapat pada
satu pohon kurma yang berbuah setelah panen pertama, zakatnya tidak
digabung.65
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwasanya ḥaul dalam zakat pertanian
bukanlah untuk melihat kestabilan aset zakat selama setahun seperti pada zakat
harta namun untuk mengumpulkan dan menjumlahkan hasil panen yang didapat
secara keseluruhan dalam setahun berjalan. Namun jika satu pohon yang teratur
panennya sesuai musim dan baru kembali berbuah setelah panen pertama, apabila
tidak sampai niṣāb, gugur atasnya kewajiban zakat dan tidak diakumulasikan
dengan panen musim selanjutnya meskipun masih dalam tahun yang sama.
Menurut peneliti, kondisi seperti ini bisa dikembalikan kepada muzakki>
sendiri. Waktu pengeluaran zakat bisa disesuaikan dengan laporan keuangan atau
perhitungan neraca keuangan atau sesuai dengan kemudahan muzakki> selama
tidak ada niat lari dari kewajiban atau menggampang-gampangkan urusan.
62 Al-Māwardi, Al-Ḥāwi> al-Kabi>r fi> Fiqh Mażhab al-Imām asy-Syāfi‘i wa huwa Syarḥ
Mukhtaṣar al-Muzaniy, ed. Syaikh Ali Muhammad Mi‘waḍ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1999), jilid III, h. 216.
63 Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, Al-Kāfi fi> Fiqh al-Imām Aḥmad (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 400.
64 Abdul Muluk Ibn Abdullāh, Ibn Yūsuf Ibn Muhammad al-Juwaini (Imam Ḥaramain),
Nihāyah al-Maṭlab Fi> Dirāyah al-Mażhab (t.t.p.: Dār al-Minhāj, 2007), jilid III, h. 262.
65 Al-Juwaini (Imam Ḥaramain), Nihāyah al-Maṭlab Fi> Dirāyah al-Mażhab, jilid III, h.
263-267.
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6. Model Perhitungan Zakat Pertanian
Dalam pengeluaran kewajiban zakat pada sebuah harta sangat tergantung
dengan model perhitungan (akuntansi). Perhitungannya tergantung pada jenis
harta zakat. Beberapa istilah yang harus dipahami dan dilakukan dalam
perhitungan zakat adalah sebagai berikut:66
1. Al-Maujūdāt az-Zakawiyyah, yaitu jenis-jenis harta yang terkena wajib zakat
dan akan dihitung untuk ditunaikan zakat.
2. Al-Maṭlūbāt al-Ḥāllah (Beban dan biaya jatuh tempo), yaitu tanggungan,
tuntutan, kewajiban juga tagihan tahun berjalan yang akan dipotong atau
dikurangi sebelum perhitungan niṣāb, sehingga aset zakat tersebut benar-
benar dimiliki dengan penuh oleh muzakki> tanpa terkait hutang atau
kewajiban lain.
3. Wi‘ā’ az-Zakāh (harta siap zakat), yaitu jumlah harta yang siap dan telah
terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.
4. Niṣāb az-Zakāh (batas minimal harta wajib zakat), yaitu ukuran harta
minimal, apabila sudah mencapai ukuran tersebut maka wajib atasnya untuk
mengeluarkan zakat.
5. Miqdār az-Zakāh (kadar pengeluaran zakat), yaitu kadar atau jumlah yang
dikeluarkan untuk zakat.
Al-Maujūdāt az-Zakawiyyah (jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat)
khusus jenis pertanian sudah dibahas sebelumnya. Sisanya akan dibahas secara
mendalam yang dikhususkan dalam zakat pertanian saja seperti berikut ini.
a. Model Perhitungan Niṣāb Zakat Pertanian
Niṣāb adalah batas jumlah minimal sebuah harta zakat sehingga jatuh
kewajiban zakat atas harta tersebut. Kewajiban zakat pertanian jatuh pada saat
biji-bijian atau buah-buahan sudah mulai menguning atau memerah serta mulai
ranum dan manis. Jumhur Ulama sepakat bahwasanya besarnya niṣāb yang harus
terpenuhi sehingga wajib mengeluarkan zakat adalah lima ausuq sesuai Hadis
Nabi berikut:
66 Ḥusain Syaḥātah, Aṭ-Taṭbīq al-Mu‘āṣir li az-Zakāh, h. 34.
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 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َلَﺎﻗ :» َنوُد ﺎَﻤﻴِﻓ َﺲَْﻴﻟَو ،ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ٍقاَوَأ ِﺲَْﲬ َنوُد ﺎَﻤﻴِﻓ َﺲَْﻴﻟ
 ِﺲَْﲬ ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ٍﻖُﺳْوَأ ِﺲَْﲬ َنوُد ﺎَﻤﻴِﻓ َﺲَْﻴﻟَو ،ٌﺔَﻗَﺪَﺻ ٍدْوَذ]يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور[.٦٧
Rasulullah bersabda: “Tak ada zakat pada perak yang kurang dari 5
auqiyah, unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor, dan kurma yang kurang dari 5
ausuq.” [HR. Bukhāri].
Sesuai dengan Naṣṣ dan pendapat Jumhur Fukaha dari Malikiyah,
Syafiiyah dan Hanabilah niṣāb zakat pertanian adalah 5 ausuq.68 Sementara Imam
Abū Ḥani>fah mengatakan niṣāb bukanlah syarat kewajiban zakat dari jenis
pertanian, zakat harus ditunaikan dari hasil panen sedikit atau banyak. Namun
Ṣāḥibān69 berbeda dengan gurunya dan sepakat dengan Jumhur Ulama.70
Niṣāb zakat dihitung dari hasil panen yang sudah dikeringkan dan
dibersihkan dari kulit-kulitnya atau senilai dengannya.71 Untuk hasil panen yang
tidak bisa ditimbang maka niṣāb-nya senilai 5 ausuq. Tanaman seperti padi yang
disimpan tanpa dipisahkan dari kulitnya boleh ditunaikan zakat dengan padi dan
dihitung senilai niṣāb beras atau dua kali lipat timbangan beras.72
Terdapat perbedaan Ulama dalam menentukan ukuran wasq. Satu wasq
setara dengan 60 ṣā‘. Menurut Hanafiah 1 wasq adalah 195 kg, sehingga 5 ausuq
menjadi 875 kg. Sementara Jumhur Ulama menentukan 1 wasq sebesar 122,4 kg
sehingga 5 ausuq seukuran dengan 610 kg.73 Dalam hitungan Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) satu ṣā‘ adalah 2,176 kg, maka 5 ausuq adalah 5 x 60 x
2,176 = 652,8 kg beras.74 Model hitungan ini sejalan dengan hitungan Imam
67 Al-Bukhari, Ṣaḥi>ḥ al-Bukhāri. jilid II, h. 107. Dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh Bāb
Mā Uddiya Zakātuh fa Laisa bi Kanz nomor 1405.
68 Ibn Quddāmah, Al-Mugniyy, jilid III, h. 3. Al-Khiṭāb, Mawāhib al-Jali>l. jilid 2, h. 278.
Asy-Syirāzi, Al-Muhażżab. jilid 1, h. 284.
69 Ṣāḥibān adalah sebutan untuk dua murid Imam Ḥanafi: Abū Yūsuf (W. 182 H) dan
Muhammad Ibn Ḥasan asy-Syaibāni (W. 189 H), lihat Muḥammad Ibn Ibrāhīm al-Ḥafnāwi, Al-
Fatḥ al-Mubīn Fī Ta‘rīf Muṣṭalaḥāt al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn, cet. 3 (Kairo: Dār as-Salām,
2009), h. 65.
70 Az-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmiy. jilid II, h. 727.
71 As-Sayyid as-Sābiq, Fiqh as-Sunnah, jilid I, h. 258.
72 Ibn Quddāmah, Al-Mugniy, jilid III, h. 8.
73 Ali Jum‘ah, Al-Makāyi>l wa al-Mawāzi><n asy-Syar‘iyyah, cet. 2 (Kairo: Dār ar-Risālah,
2009), h. 23.
74 http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/. Diakses 2 November 2016.
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Yūsuf al-Qaraḍāwi dalam karyanya Fiqh az-Zakāh, namun hitungan ini direvisi
kembali dan menjadi 647 kg beras.75
Model hitungan dalam ketetapan KHES pasal 675 poin 2 berbeda juga
dengan hitungan BAZNAS yaitu niṣāb zakat hasil pertanian senilai dengan 1.481
kg gabah atau 815 kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen. Perbedaan niṣāb
ini juga ditemukan dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal
pasal 19 yaitu sebesar 1.200 kg padi. Inilah beberapa pendapat tentang hitungan
niṣāb setelah dikonversikan dalam bentuk timabangan kilogram. Kesimpulan hasil
konversi ukuran niṣāb bisa dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2
Perbedaan Pendapat Dalam Konversi 5 Ausuq
No Pendapat-pendapat Konversi Untuk Beras Konversi Untuk Padi
1
.
Jumhur Ulama 610 kg -
2
.
Abū Ḥanifah 875 kg -
3
.
Imam Al-Qaraḍāwi 653 kg (lama), 647 kg
(baru)
-
4
.
BAZNAS 653 kg -
5
.
KHES 815 kg 1.481 kg
6
.
Kemenag RI 750 kg 1.350 kg
7
.
Qanun Aceh no. 10
tahun 2007
- 1.200 kg
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, perbedaan takaran tersebut
tidak menimbulkan kegelisahan dan permasalahan pada rakyat di Indonesia.
Kebanyakan muzakki> merujuk pada Ulama setempat atau kebiasaan yang telah
berlaku dan turun-temurun di tempatnya.
Dalam menyikapi perbedaan ini, peneliti lebih cenderung mengambil
pendapat terbaru dari Imam Yūsuf al-Qaraḍāwi yaitu 5 ausuq dikonversikan
dengan 647 kg beras. Peneliti melihat perhitungan Al-Qaraḍāwi lebih detail dalam
melakukan konversi kepada hitungan modern. Menurut peneliti, jumlah niṣāb
75 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid  I, h. 382.
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tersebut diperhitungkan harganya dalam mata uang setempat dengan mengikuti
harga pasar sesuai kualitas padi yang ditanam petani. Ketika petani hendak
menghitung niṣāb dalam bentuk padi, patokan yang diambil adalah harga niṣāb
beras senilai 647 kg, apabila hasil panen sudah mencapai seharga niṣāb beras
tersebut maka hasil panen tersebut dianggap sudah sampai niṣāb.
b. Model Perhitungan Kadar Pengeluaran Zakat Pertanian
Kadar atau besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan telah dijelaskan
di dalam Hadis Abdullah bin Umar dari Nabi:
] ﻩاور
يرﺎﺨﺒﻟا.[٧٦
Artinya: “(Lahan pertanian) yang diberi minum oleh langit (hujan) dan
mata air ataupun tanah yang subur, maka (zakatnya) sepersepuluh. (Lahan
pertanian) yang diberi minum oleh unta pengangkut air, maka (zakatnya)
seperdua puluh.” [HR. Al-Bukhāri].
Yang dimaksud dengan “ ُءﺎَﻤ ﱠﺴﻟا َْﺖﻘَﺳ ﺎَﻤِﯿﻓ” adalah hujan atau salju, yang
dimaksud dengan “ ُنُﻮﯿُﻌْﻟاَو” adalah sungai atau pengairan yang mengairi lahan dan
tidak memerlukan alat untuk mengairinya, yang dimaksud dengan “ ًّﺎﯾَِﺮﺜَﻋ َنﺎَﻛ”
lahan subur yang tidak memerlukan pengairan atau penyiraman. Semua hal yang
seperti diatas kadar pengeluaran zakat sebesar 10%.  Sedangkan yang dimaksud
dengan “ ِﺢْﻀﱠﻨﻟا” adalah hewan pengangkut air atau mengeluarkan beban dan
membutuhkan kerja keras dalam pengairan maka kadar zakatnya adalah 5%.77
Berpegang pada Hadis di atas, Para Ulama sepakat bahwa perhitungan kadar yang
wajib dikeluarkan pada hasil pertanian tergantung pada cara perolehan air.
Ada model lain untuk perhitungan kadar zakat pertanian apabila cara
perolehan air tidak tetap, yaitu apabila sesekali memakai tadah hujan dan
pengairan sungai juga sesekali membutuhkan usaha dan alat. Apabila seimbang
76 Al-Bukhāri, Ṣaḥi>h al-Bukhāri. jilid II, h. 126, dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh Bāb
al-‘Usyr Fi>mā Yusqā min Mā’ as-Samā’… nomor 1483.
77 Asy-Syaukāni, Nail al-Auṭār, jilid IV, h. 199.
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antara keduanya maka dikeluarkan 7,5%.78 Apabila tidak seimbang maka
dikeluarkan kadar mana yang lebih besar digunakan. Apabila tidak diketahui
apakah seimbang atau mana yang lebih besar maka kadar yang dipakai adalah
10% untuk kehati-hatian.79
Selain untuk penyiraman, seorang petani mengeluarkan tenaga untuk
memfungsikan lahan seperti membuat parit, pagar dan sebagainya. Menurut para
Ulama tenaga tersebut dipisahkan dalam dua kategori, yaitu: apabila usaha yang
dilakukan untuk menghidupkan fungsi lahan (iḥyā’ al-mawāt) maka usaha
tersebut tidak diperhitungkan. Namun jikalau usaha tersebut untuk perbaikan
lahan yang sudah pernah difungsikan maka boleh diperhitungkan, secara
terperinci akan dibahas dalam beban-beban yang mempengaruhi kadar zakat.80
Di Indonesia, dalam Buku saku Menghitung Zakat, Kemenag mempunyai
model perhitungan zakat pertanian yang sangat menarik, yaitu dengan
mewajibkan zakat pada semua jenis tanaman namun bukan keseluruhannya
dimasukkan dalam kategori zakat pertanian. Lebih mudahnya, model tersebut bisa
dilihat dalam tabel berikut:81
Tabel 3
Model Perhitungan Niṣāb dan Kadar Zakat Dari Pertanian dan Perkebunan
Menurut Kemenag RI
No Jenis Harta Nisab KadarZakat Keterangan
1
Padi, jagung dan
sagu serta jenis
tanaman lain
yang dianggap
makanan pokok
1.350 kg
gabah atau
750 kg
beras  atau
yang
setara
5%
Jika dianggap makanan pokok
dan menggunakan pengairan
yang membutuhkan tenaga dan
biaya
10%
Jika dianggap makanan pokok
dan menggunakan pengairan
yang tidak membutuhkan tenaga
dan biaya
2,5%
Jika dianggap barang dagangan
dan bukan makanan pokok
warga setempat
78 Al-Māwardi, Al-Ḥāwi al-Kabi>r. Jilid III, h. 250.  Asy-Syaukāni, Nail al-Auṭār, jilid IV,
h. 199. Ibn Quddāmah, Al-Mugniy. jilid. 3, h. 10.
79 Ibid. lihat juga Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid I, h. 387-388.
80 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 388.
81 Kementerian Agama Republik Indonesia. Buku Saku. h. 28-29.
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2
Semua hasil
bumi seperti
biji-bijian,
rempah-rempah,
umbi-umbian,
buah-buahan,
sayur-sayuran,
tanaman hias,
rumput yang
dibudidayakan
dan sebagainya
Setara 85
gram emas 2,5%
Dikategorikan dalam zakat
perdagangan karena sengaja
diproduksi untuk
diperdagangkan bukan tujuan
untuk dimakan sebagai makanan
pokok
Model dari Kemenag ini sangat sarat dengan maṣlaḥah baik muzakki>
maupun mustaḥiqq zakat. Model ini juga berusaha mempersatukan perbedaan-
perbedaan dari pendapat Ulama berdasarkan dalil-dalil yang mereka kemukakan.
Bisa dilihat dari tabel diatas, mengambil pendapat Syafiiyah untuk kewajiban
zakat dari jenis tanaman makanan pokok, namun juga mengambil pendapat
Hanabilah juga Hanafiyah untuk kewajiban zakat pada semua jenis tanaman
namun dikategorikan dalam zakat perdagangan. Dengan demikian tidak terjadi
pengabaian dalam menentukan kewajiban zakat sehingga menguntungkan atau
memperhatikan maṣlaḥah mustaḥiqq zakat, juga tidak ada pemberatan bagi
muzakki> dalam pengeluaran zakat dari usaha yang dilakukan.
Namun Kemenag menegaskan bahwasanya model atau pola yang
disuguhkan ini bukanlah model yang yang mengikat dan memaksa. Kemenag
masih mengakui adanya perbedaan model perhitungan pada tempat-tempat
tertentu yang merujuk tradisi dan pegangan mazhab yang diyakini.
c. Al-Maṭlūbāt al-Ḥāllah (Beban, Biaya, Tanggungan, Tuntutan dan
Kewajiban serta Tagihan Tahun Berjalan)
Islam adalah agama yang sangat menjunjung kepuasan dan kerelaan (‘an
ṭi>b an-nafsi) dan memberi kemudahan bagi umatnya. Menunaikan zakat bagi
seseorang tidaklah menjadi kewajiban apabila belum terpenuhi kriteria-kriteria
yang menunjukkan bahwa seorang muzakki> mampu. Diantara kriteria tersebut
adalah telah menunaikan atau terbebas dari al-maṭlūbāt al-ḥāllah.
38
38
Al-Maṭlūbāt al-ḥāllah adalah beban, biaya, tanggungan, tuntutan dan
kewajiban serta tagihan tahun berjalan atau yang sudah jatuh tempo untuk
ditunaikan seperti hutang, biaya produksi, biaya sewa dan sebagainya. Selain
biaya tersebut, zakat yang dikeluarkan juga harus merupakan kelebihan dari al-
ḥājāt al-aṣliyyah (kebutuhan pokok) atau zakat dikeluarkan dari net income (laba
bersih).82 Ada tidaknya pencantuman kriteria tersebut akan mempengaruhi
bagaimana perhitungan zakat. Beberapa al-maṭlūbāt al-ḥāllah akan dibahas
berikut ini;
1) Al-Ḥājāt al-Aṣliyyah
Dalam maqāṣid asy-syari>‘ah, al-ḥājāt al-aṣliyyah/ḍarūriyyah adalah
sesuatu yang harus dipenuhi untuk membangun kemaslahatan agama dan
kehidupan dunia dan akhirat, apabila tidak dipenuhi maka akan menimbulkan
kerusakan dan kebinasaan di dunia dan akhirat.83 Dalam kehidupan sehari-
hari kebutuhan pokok sering dilambangkan dengan sandang (pakaian),
pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal) atau kebutuhan yang sangat
penting dan utama dalam kehidupan. Selain tiga hal tersebut Sayyid as-Sābiq
menambahkan alat transportasi dan alat yang menunjang profesi dalam batas
kewajaran.84
Melihat kebutuhan pokok seseorang sangat erat kaitannya dengan
maṣlaḥah. Maṣlaḥah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu
menjadi hakim bagi masing-masing untuk mempertimbangkannya kecuali
maṣlaḥah yang telah ditentukan oleh syariah85 yang mengikat semua
82 Muhammad Umar al-Ḥājiy, Dirāsāt fi al-Fiqh al-Iqtiṣād al-Islāmi (Damaskus: Dār al-
Maktabiy, 2006), jilid II. h. 618-621.
83 Ahmad Raisūni, Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda asy-Syāṭibi, cet. 4 (Beirut: Ad-Dār al-
‘Alamiyyah li al-Kitāb al-Islāmi, 1995), h. 146.
84 As-Sayyid as-Sābiq, Fiqh as-Sunnah, jilid I, h. 241.
85 Maṣlaḥah yang telah ditentukan syariah ada lima yaitu menjaga agama (ḥifẓ ad-di>n),
menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs), menjaga akal (ḥifẓ al-‘aql), menjaga keturunan (ḥifẓ an-nasl),
menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Abu Isḥāq asy-Syāṭibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah, cet. 3
(Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1997), jilid. I, h. 326.
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individu. Maṣlaḥah seseorang juga harus konsisten dengan maṣlaḥah umum
dan tidak boleh bertentangan dengannya.86
Al-Ḥājāt al-aṣliyyah berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan
ruang dan masa serta pribadi seseorang, maka penentuannya butuh ijtihad
para ahli. Secara garis besar Imam Yūsuf al-Qaraḍāwi menafsirkan al-ḥājāt
al-aṣliyyah kebutuhan hidup pribadinya sehari-hari dan keluarganya yang
pantas, berapapun jumlah keluarga yang ditanggungnya.87
Menurut Hanafiyah al-ḥājāt al-aṣliyyah adalah segala sesuatu yang
mencegah kebinasaan (al-halāk) dari manusia. Contoh al-ḥājāt al-aṣliyyah
ḥaqi>qiyah adalah nafkah sehari-hari, tempat tinggal, perabotan rumah tangga,
alat transportasi serta buku-buku untuk pendidikan, sementara al-ḥājāt al-
aṣliyyah taqdi>riyah adalah hutang. Dalam hal ini, Ibnu Nujaim (w. 970 H)
dari Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang sudah dijatah atau akan dipakai
untuk keperluan primer dianggap seperti tidak ada. Jika seseorang
mempunyai niṣāb tetapi berniat dipakai untuk memenuhi al-ḥājāt al-aṣliyyah
maka tidak diwajibkan zakat atasnya.88
Kelebihan harta dari al-ḥājāt al-aṣliyyah dan mencapai niṣāb
menunjukkan bahwa seseorang telah kaya (mampu) dan tana‘‘um (menikmati
dan mensyukuri nikmat), sehingga zakat bisa ditunaikan dan dilakukan
dengan kesenangan dan kepuasan hati (ṭi>b an-nafs).89 Seperti Hadis Rasul
berikut ini:
……] ﻩاورﺪﲪأ.[٩٠
Artinya: “…Tunaikanlah zakat dengan kebaikan (kepuasan) jiwa
mu…”. [HR. Ahmad].
86 Mustafa Edwin Nasution, et.al., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, cet. 3 (Jakarta:
Kencana, 2010), h. 63.
87 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid  I, h. 169.
88 Zain ad-Di>n ibn Nujaim al-Ḥanafi, Al-Baḥr ar-Rāiq Syarḥ Kanz ad-Daqāiq (Beirut:
Dār al-Ma‘rifah, t.t.), jilid  II, h. 222.
89 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh. jilid I, h. 164.
90 Abu Abdullah Aḥmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal, Musnad Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal,
ed. Syu‘aib al-Arnaūṭ, et.al. (t.t.p.: Muassasah ar-Risālah, 2001), jilid XXXVI, h. 595. Dikeluarkan
dalam Tatimmah Musnad al-Anṣār Ḥadi>ṡ Abi> Umāmah al-Bāhiliy… nomor 22260.
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Dalil lain yang menguatkan pendapat ini diantaranya Hadis Nabi
berikut:
 َلَﺎﻗ ،َةَﺮْـﻳَﺮُﻫ ِﰊَأ ْﻦَﻋ ،ٍءَﺎﻄَﻋ ْﻦَﻋ ،ِﻚِﻠَﻤْﻟا ُﺪْﺒَﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ،ٍﺪْﻴَـﺒُﻋ ُﻦْﺑ ﻰَﻠْﻌَـﻳ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ : َلَﺎﻗ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﷲا ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲا ُلﻮُﺳَر " : ِﺮْﻬَﻇ ْﻦَﻋ ﱠﻻِإ َﺔَﻗَﺪَﺻ َﻻ َﻦِﻣ ٌﺮْـﻴَﺧ ﺎَﻴْﻠُﻌْﻟا ُﺪَﻴْﻟاَو ،ًﲎِﻏ
 ُلﻮُﻌَـﺗ َْﻦِﲟ ْأَﺪْﺑاَو ،ﻰَﻠْﻔﱡﺴﻟا ِﺪَﻴْﻟا،] ﻩاورﺪﲪأ.[٩١
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya‘la Ibn Ubaid, telah
menceritakan kepada kami Abdul Malik dari ‘Aṭā’ dari Abu Hurairah,
dia berkata; Rasulullah bersabda: “Tidak ada sedekah kecuali dari
orang yang mampu, dan tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan
di bawah, dan mulailah dari orang yang kamu nafkahi.” [HR. Ahmad].
Ulama menafsirkan makna nafy (peniadaan) dalam Hadis ini adalah
bukan tidak sah akan tetapi tidak sempurna, dalam arti bisa dilaksanakan
namun tidak sempurna. Hadis yang serupa dengan Hadis ini sangat banyak
sehingga menunjukkan bahwa Hadis ini ṣaḥi>ḥ. Selain lafal yang me-nafy-kan,
digunakan juga lafal “sebaik-baiknya” ( ُﺮْﯿَﺧ), juga lafal “yang paling utama”
( ُﻞَﻀَْﻓأ).92
Selain itu, ada ayat Alquran yang menguatkan Hadis ini yaitu:
...           ...
Artinya: “… Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
infakkan. Katakanlah: kelebihan (dari apa yang diperlukan)... [Q.S. Al-
Baqarah: 219].93
Syeikh Sayyid Quṭub memaknai lafal “ﻮﻔﻌﻟا” adalah kelebihan (al-faḍl
wa ziyādah), atau kelebihan dari kebutuhan pribadi yang bersifat penting
bukan kemewahan, itulah harta yang dianjurkan untuk disedekahkan. Beliau
91 Ibid., jilid XII, h. 69. Dikeluarkan dalam Musnad al-Mukṡiri>n min aṣ-Ṣaḥābah, Musnad
Abi> Hurairah nomor 7155. Hadis ini merupakan Hadis ṣaḥi>ḥ, hadis Ini mempunyai ṭuruq (jalan
sanad) yang banyak yang saling menguatkan satu sama lain.
92 Ibid., dijelaskan dalam marjin.
93 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata. h.
34.
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juga menegaskan bahwa ayat ini juga berlaku untuk zakat dan tidak di-takhṣi>ṣ
ataupun di-mansūkh.94
Hadis lain yang menguatkan hal ini sebagai berikut:
 َلَﺎﻗ َلﻮُﺳَر ﱠنَأ َثﱠﺪَﺤَﻓ ،ﺎَﻨِﺴِﻠَْﳎ َﱃِإ َﺔَﻤْﺜَﺣ ِﰊَأ ُﻦْﺑ ُﻞْﻬَﺳ َءﺎَﺟ" : ،اوﱡﺪُﺠَﻓ ْﻢُﺘْﺻَﺮَﺧ اَذِإ
 َُﻊﺑﱡﺮﻟا اﻮُﻋَﺪَﻓ ،اﻮُﻋَﺪَﺗَو ،اوﱡﺪَُﲡ َْﱂ ْنَِﺈﻓ ،َﺚُﻠـﱡﺜﻟا اﻮُﻋَد اﻮُﻋَدَو] ﻩاورﺪﲪأ.[٩٥
Artinya: “Sahal Ibn Abu Haṡmah datang dan menceritakan bahwasanya
Rasulullah bersabda: “Apabila kamu menaksir, maka kerjakanlah, tetapi
bebaskan sepertiga. Apabila kamu enggan membebaskan sepertiga, maka
bebaskan seperempat. [HR. Aḥmad].
ا ِﲏْﻌَـﻳ ٍوﺮْﻤَﻋ ُﻮَﺑأ ﺎﻨﺛ َلَﺎﻗ ُﻪْﻨَﻋ ُﷲا َﻲِﺿَر ِبﺎﱠﻄ َْﳋا َﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ﱠنَأ ،ﱠﻲِﻋَازْوَْﻷ " : ﻰَﻠَﻋ اﻮُﻔﱢﻔَﺧ
 َﺔَﻠَﻛَْﻷاَو َﺔﱠﻴِﻃَﻮْﻟاَو َﺔﱠِﻳﺮَﻌْﻟا ِﻪﻴِﻓ ﱠنَِﺈﻓ ِصَْﺮْﳋا ِﰲ ِسﺎﱠﻨﻟا]ﻴﺒﻟا ﻩاورﻲﻘﻬ.[٩٦
Artinya: Abu ‘Amru yaitu al-Auzā‘i menceritakan bahwsanya Umar
Ibn Khaṭṭāb berkata: “Ringankan untuk mereka jika kamu menaksir, karena
ada padanya ada hak ‘ariyyah (satu atau dua pohon yang diberikan bagi yang
membutuhkan), tamu dan untuk dimakan oleh pemiliknya” [HR. Imam
Baihaqi].
Abu ‘Ubaid (W. 224 H) menyebutkan tafsir ‘ariyyah adalah beberapa
pohon yang dikecualikan untuk tidak dijual hasilnya dengan tujuan disisakan
untuk dimakan oleh keluarganya. Rasul meringankan pada beberapa pohon
tersebut dan digugurkan zakat darinya. Tindakan ini merupakan kemudahan
bagi mereka yang tidak mempunyai uang, apalagi pengecualian beberapa
pohon tersebut bukan untuk disimpan apalagi diperdagangkan.97
94 Sayyid Quṭub Ibrāhim, Fi> Ẓilāl al-Qurān, cet. 17 (Kairo/Beirut: Dār asy-Syurūq, 1412
H), jilid I, h. 231.
95 Imam Aḥmad Ibn Hanbal, Musnad Imām Aḥmad, jilid XXIV, h. 485. Dikeluarkan
dalam Musnad al-Makkiyyi>n, Ḥadi>ṡ Sahl Ibn Abi Ḥaṡmah nomor 15713.
96 Abu Bakr al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubrā, ed. Muhammad Abdul Qadir Aṭā, cet. 3
(Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003), jilid IV. H. 208. Dikeluarkan dalam Kitāb az-Zakāh,
Jimā‘ Abwāb Zakāh aṡ-Ṡimār nomor 7447.
97 Abū ‘Ubaid al-Qāsim Ibn Salām, Kitāb al-Amwāl, ed. Khalīl Muhammad al-Harrās
(Beirut: Dār al-Fikr, t.t), h. 587.
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Hadis-hadis tersebut menunjukkan agar meringankan pemilik harta,
karena ada saat dibutuhkan untuk menjamu para tamu atau pejalan kaki yang
melewati kebunnya dan untuk dinikmati oleh pemilik lahan sendiri.
Dari Ulama Hanabilah, Ibn Quddāmah (W. 620 H) mengatakan
bahwasanya seyogyanya seorang penaksir harus meninggalkan sepertiga atau
seperempat untuk pemilik lahan sebagai keluasan bagi mereka untuk
kebutuhan mereka dan dinikmati oleh keluarganya, para tamu, tetangga,
kerabat dan peminta-minta bahkan binatang dan hewan.98
Menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan primer juga dilakukan oleh
Khalifah ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb, Imam Syafii dalam qaul al-qadi>m juga Ibn
Ḥazm.99 Beberapa Ulama yang mengambil pendapat ini berpegang juga
dengan qaul Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, Ahmad Ibn Hanbal dengan alasan
ijtihādiyah.100 Pernyataan Para Ulama ini disebutkan Abu ‘Ubaid dalam Kitāb
al-Amwāl berikut ini:
 َلَﺎﻗ ِﻪِﺿَْرأَو ِﻪِﻠْﻫَأ ﻰَﻠَﻋ ُﻖِﻔْﻨُـﻴَـﻓ ُﻦﻳِﺪَﺘْﺴَﻳ ِﻞُﺟﱠﺮﻟا ِﰲ َلَﺎﻗ ،ٍﺪْﻳَز ِﻦْﺑ ِﺮِﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ: َلَﺎﻗ ُﻦْﺑا
 ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻪِﺿَْرأ ﻰَﻠَﻋ َﻖَﻔْـَﻧأ ﺎَﻣ ﻲِﻀْﻘَـﻳ َلَﺎﻗ َﺮَﻤُﻋ ُﻦْﺑا: ِﻠْﻫَأَو ِﻪِﺿَْرأ ﻰَﻠَﻋ َﻖَﻔْـَﻧأ ﺎَﻣ ﻲِﻀْﻘَـﻳ ِﻪ١٠١
Artinya: Dari Jābir Ibn Zaid berkata tentang seorang lelaki yang berutang dan
membelanjakannya untuk kebutuhan keluarga dan hasil pertaniannya,
dia berkata: Ibn ‘Abbās berkata: “Dia membayar apa yang dia
belanjakan untuk pertaniannya saja”, sedangkan Ibn ‘Umar berkata:
“Dia membayar apa yang dibelanjakan untuk pertaniannya dan
keluarganya”.
Dari Khabar di atas diketahui bahwasanya Ibn ‘Umar menegaskan
bahwasanya selain kebutuhan untuk lahan (produksi), kebutuhan keluarga
(kebutuhan pokok) juga dihitung terlebih dahulu sebelum mengeluarkan
zakat.
Para Ulama setuju untuk mengurangi kebutuhan pokok dari niṣāb,
karena harta tersebut tidak termasuk dalam aset yang berkembang (namā‘),
98 Abdullah Ibn Ahmad Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, Al-Mugniy fi> Fiqh al-Imām Aḥmad
Hanbal (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H), jilid II, h. 303.
99 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 397.
100 Muhammad Firdaus Ab Rahman, et.al, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di
Negeri-negeri Terpilih di Malaysia ” dalam Jurnal Syariah jil. 23, bil. 1, 2015, h. 19.
101 Abū ‘Ubaid, Kitāb al-Amwāl, h. 611.
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seperti tempat tinggal, alat transportasi, perabot rumah tangga dan sebagainya
yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.102 Namun Para Ulama tidak
menyebutkan kriteria ini dalam zakat pertanian. Bahkan Imam Mālik dan Abū
Ḥani>fah tetap memperhitungkan meskipun sudah dikonsumsi pemiliknya
dalam niṣāb, namun murid Abū Ḥani>fah, Abu Yūsuf (W. 182 H) dan
Muhammad Ibn Hasan asy-Syaibāni (W. 189 H) tidak setuju dengan
pendapat gurunya tersebut.103
Dalam zakat pertanian, asumsi berkembang (namā’) hanya dilihat pada
saat tanaman dipanen dan mencapai niṣāb tanpa menunggu berjalan setahun.
Berbeda dengan zakat harta lain yang disyaratkan berjalan setahun untuk
ditunaikan kewajiban zakat. Maka dengan sendirinya akan terlihat sisa harta
selama setahun berjalan untuk dikeluarkan zakat.
Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi tidak membeda-bedakan antara jenis-jenis
zakat. Semua zakat ditunaikan setelah terpenuhi al-ḥājāt al-aṣliyyah. Dengan
demikian seorang petani boleh menyisihkan hasil panen untuk kebutuhan
primer sebelum menghitung niṣāb, boleh berupa hasil panen itu sendiri
seperti padi atau berupa uang hasil penjualan. Toleransi ini menunjukkan
bahwasanya Islam memperhatikan kebutuhan penganutnya sehingga dalam
pelaksanaan syariah tidak mengandung unsur paksaan dan memberatkan.104
2) Hutang
Hanabilah mensyaratkan sebuah niṣāb semua aset zakat harus bebas
dari hutang, begitu juga Hanafiyah namun mengecualikan pada zakat
pertanian dan perkebunan. Sementara Malikiyah hanya memperlakukan
syarat tersebut pada zakat emas dan perak tanpa zakat pertanian dan
perkebunan, hewan peliharaan dan zakat tambang. Syafiiyah tidak
menjadikan bebas hutang sebagai syarat mengeluarkan zakat dalam qaul
jadi>d namun sebaliknya dalam qaul qadi>m.105 Kesimpulannya hanya Mazhab
102 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 168.
103 Ibid., jilid I, h. 396.
104 Ibid., jilid I, h., h. 397.
105 Az-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmiy, jilid II, h. 658.
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Hanabilah saja yang menjadikan hutang sebagai pengurang hitungan niṣāb
pada zakat pertanian apalagi hutang untuk kebutuhan produksi.106
Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi mengambil pendapat Hanabilah dan
menguatkan bahwa hutang untuk kebutuhan sehari-hari juga hutang untuk
keperluan produksi, dikurangi dari harta sebelum dihitung niṣāb, tanpa
membedakan jenis zakat. Sikap ini sangat sesuai dengan rūḥ syari>‘ah.
Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibn ‘Abbās dan Ibn ‘Umar dengan
syarat hutang tersebut benar-benar ada.107
Beberapa alasan Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi mengambil pendapat ini
sebagai berikut:108
1. Kepemilikan harta dari hutang adalah kepemilikan yang lemah karena
masih dalam kekuasaan pemiliknya. Pada suatu saat akan diminta untuk
dikembalikan. Situasi ini menguatkan bahwasanya harta tersebut belum
terpenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat yaitu kepemilikan penuh (milk
at-tām).
2. Pemilik piutang mempunyai kewajiban zakat dari hutang tersebut, jika
diwajibkan zakat bagi yang berhutang, maka akan terkena dua kali
zakat pada harta yang sama.
3. Pada saat seseorang mempunyai hutang yang bisa mengurangi bahkan
menghabiskan jumlah niṣāb, maka orang itu sudah dianggap fakir yang
seharusnya menjadi penerima zakat (mustaḥiqq) bukan pemberi zakat
(muzakki>).
4. Zakat disyariatkan ketika ada keluasan dan kelebihan harta, namun
orang-orang yang berhutang bernasib sebaliknya. Bagaimana seseorang
diwajibkan untuk membantu kebutuhan orang lain sementara
kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi?
Inilah beberapa alasan logis yang dipegang Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi
dan memutuskan bahwasanya hutang sebagai pengurang aset zakat tanpa
membeda-bedakan jenis zakat.
106 Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, Al-Kāfi> Fi> Fiqh al-Imām al-Mālik (Beirut: Dār al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1994), jilid I, h. 381.
107 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 399-400.
108 Ibid., h. 172-173.
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3) Beban Produksi (Cost Production)
Harta yang diusahakan untuk dikembangkan pasti mempunyai beban
produksi seperti gaji pekerja, biaya administrasi juga sarana dan sebagainya.
Dalam zakat pertanian dan perkebunan, beban produksi (cost production) bisa
berupa untuk pengairan atau penyiraman, bisa juga berupa biaya operasional,
pembibitan, pupuk, biaya pemeliharaan dan sebagainya. Dalam zakat
perdagangan, Para Ulama sepakat mengurangi seluruh beban produksi
sebelum menghitung niṣāb .
Dalam zakat pertanian, apabila beban produksi untuk pengairan maka
telah ada Naṣṣ yang jelas yang menurunkan kadar pengeluaran dari 10%
menjadi 5% apabila telah mencapai niṣāb, namun beban produksi lain tidak
ada Naṣṣ yang mengungkapkan hal tersebut, sehingga terjadi selisih pendapat
diantara Ulama.109
Berikut pendapat Ulama tentang pemotongan beban produksi dari aset
zakat pertanian:110
1. Membolehkan untuk mengurangi beban produksi dari harta zakat
pertanian. Diantara mereka adalah Ibn ‘Arabi, Mazhab ‘Aṭā’, Ibn
‘Abbās, Ibn ‘Umar, Aḥmad Ibn Ḥanbal dan Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi
dari Ulama modern. Diantara alasan pendapat ini adalah: Pertama:
Allah telah memperhatikan beban pada pengairan dengan mengurangi
dari 10% menjadi 5%, begitu juga kewajiban zakat akan gugur pada
binatang ternak yang ma‘lūfah yaitu binatang yang tidak digembala
atau binatang yang tidak dilepas dan disediakan makanannya
dikandangnya dan terjadi lebih dari setahun. Kedua: syarat harta yang
dizakati adalah namā’ (berkembang/produktif) dan harta yang
berkembang akan terlihat apabila ada keuntungan dan tambahan dari
modal. Namun jika hutang, beban dan kebutuhan seimbang dengan
109 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 404.
110 Dikutip dari artikel pada Al-Ma‘had al-‘Āliy li Ulūm az-Zakah, Republik Sudan.
www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf. diakses pada tanggal 3 November 2016.
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pengeluaran maka tidak terjadi namā’ (berkembang) seakan-akan hasil
panennya dibeli bukan dari keuntungannya.111
2. Tidak membolehkan pengurangan beban produksi dari hasil zakat
pertanian. Diantaranya adalah Ibn Ḥazm juga Ibn Quddāmah dari
Hanabilah,112 juga Abd as-Sattār al-Gadah dari Ulama modern. Dengan
alasan berpegangan pada Naṣṣ bahwa yang ada hanya pengurangan dari
segi sistem pengairan.
3. Membolehkan pengurangan beban produksi dengan syarat tidak
melebihi sepertiga dari hasil panen. Pendapat ini dipegang oleh Al-
Hai’ah asy-Syar‘iyyah al-‘Ālamiyyah li az-Zakāh (Badan Syariah
Internasional Untuk Zakat).113
Menurut Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi, pendapat pertama sangat sesuai
dengan rūḥ syari>‘ah.114 Pendapat ini juga sesuai dengan maṣlaḥah petani
ketika memperhatikan kondisi zaman sekarang dan keadaan mereka.
Operasional pada lahan pertanian sangat menunjang keberhasilan panen.
Biaya tersebut adalah suatu kemestian untuk dikeluarkan bahkan dalam
jumlah yang banyak. Namun pendapat ketiga juga layak untuk diambil,
apalagi didukung oleh Al-Hai’ah asy-Syar‘iyyah al-‘Ālamiyyah li az-Zakāh
(Badan Syariah Internasional Untuk Zakat). Hal ini juga menghindari
penyimpangan dalam pengurangan untuk beban produksi. Maka sebagian
besar yang setuju dengan pendapat pertama mengatakan pengurangan tidak
boleh lebih dari sepertiga dari hasil panen.115 Pendapat ini merujuk pada
Hadis Nabi yang menganjurkan untuk meringankan pada saat menaksir hasil
panen kurma.116
Dalam perkembangan zakat di Indonesia, zakat pertanian dianggap
masih sangat tradisional sehingga jarang dibahas dikalangan praktisi
111 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid  I, h. 404.
112 Ibn Quddāmah, Al-Mugniy. jilid III, h. 10.
113 Ḥusain Syaḥātah, At-Taṭbīq al-Mu‘āṣir, h. 113.
114 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 404.
115 www.zakatinst.net/pdf/E-Library-200-34.pdf. diakses pada tanggal 3 November 2016
pukul 17: 10.
116 Hadis ini sudah dibahas sebelumnya, silahkan rujuk pada catatan kaki 93 dan 94 dalam
bab II halaman 41.
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ekonomi. Kebanyakan masyarakat merujuk pada Ulama setempat atau
memakai prinsip kehati-hatian seperti Mazhab Syafiiyah yang tidak
mengotak-atik niṣāb pada zakat pertanian dengan hutang atau beban
produksi. Sejauh penelusuran, peneliti belum menemukan undang-undang
dan fatwa yang mengatur secara komprehensif dalam masalah ini di
Indonesia.
Dalam skala internasional, peneliti menemukan hasil fatwa dalam
konferensi ke-13 Majelis Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiy ad-Dauliy (International
Islamic Fiqh Academy) yang diadakan di Kuwait pada tanggal 22-27
Desember 2001 nomor 120 (2/13) tentang zakat pertanian dan perkebunan
dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:117
Pertama: Beban produksi yang berhubungan dengan pengairan tidak
dikurangi dari aset zakat hasil panen, karena akan dikurangi dari kadar
pengeluaran zakat.
Kedua: Beban atau usaha untuk memfungsikan lahan, membuat parit
dan menggemburkan tanah tidak dikurangi dari aset zakat hasil panen,
karena dianggap sebagai usaha untuk menghidupkan lahan (iḥyā’ al-
mawāt) dan terkadang hanya dilakukan sekali sebelum pemanfaatan
lahan.
Ketiga: Beban produksi yang berhubungan untuk keberlanjutan lahan
dan peningkatan hasil panen seperti biaya pembenihan, pemupukan dan
pemeliharaan, apabila dikeluarkan dari modal yang ada dari pribadi
muzakki> maka tidak dikurangi dari aset zakat. Namun apabila biaya
tersebut diambil dari hasil pinjaman dikarenakan ketidak-cukupan
modal maka dikurangi dari aset zakat hasil panen.
Keempat: Dikurangi juga dari harta zakat pertanian beban yang pantas
(al-lāzimah) untuk biaya akomodasi dan operasional untuk pembagian
zakat kepada mustaḥiqq.
Berdasarkan uraian model perhitungan dan pengeluaran zakat pertanian di
atas, bisa dilihat modelnya dari pendapat Ulama sebagai berikut:
Tabel 4
Model Perhitungan Zakat Pertanian Yang Disepakati Ulama
1Ḥaul Tidak berlaku pada zakatpertanian
Kewajiban mengeluarkan
zakat ketika panen tiba tanpa
menunggu berjalan setahun.
117 Keputusan ini bisa dilihat di Az-Zuḥaili, al-Fiqh al-Islāmiy. jilid VIII, h. 672-673.
Atau bisa diakses pada: http://www.iifa-aifi.org/2090.html.
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2Niṣāb118
5 ausuq, dikeluarkan dari
hasil panen yang sudah
dibersihkan dan kering
seperti beras, kurma kering,
kismis (anggur kering).
Perbedaannya terletak pada
ukuran dan takaran yang
dipakai saat ini.
3KadarPengeluaran
5% jika butuh dana dan
tenaga pada pengairan, dan
10% jika tadah hujan, 7,5%
jika seimbang.
Apabila tidak diketahui
berapa besar pengairan yang
memerlukan dana dan tidak
maka dikeluarkan 10% untuk
kehati-hatian
4
Bentuk
Panen Yang
Wajib
dikeluarkan
Biji-bijian atau buah-buahan
setelah kering dan bersih dari
kulitnya dan sudah bisa
disimpan
Misalnya dikeluarkan beras
bukan gabah, namun apabila
ingin dizakati dengan gabah
maka hitungan niṣāb-nya
tetap senilai timbangan beras.
Tabel 5
Model Perhitungan yang Terjadi Perbedaan Pendapat Ulama
Kebutuhan
Pokok
Dikurangi sebelum
dihitung niṣāb
Pendapat Khalifah ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb,
qaul Ibn ‘Abbās, Ibn ‘Umar, Imam Ahmad
Ibn Hanbal, Imam Syafii dalam qaul al-
qadi>m. Pendapat yang di-tarji>ḥ oleh Syeikh
Yūsuf al-Qaraḍāwi.
Tidak dikurangi Imam Malik, Abu Ḥanifah dan Imam Syafiidalam qaul al-jadi>d.
Hutang
Dikurangi sebelum
dihitung niṣāb
Menurut Hanabilah, Syafii dalam qaul al-
qadi>m, Pendapat yang di-tarji>ḥ oleh Syeikh
Yūsuf al-Qaraḍāwi dan Syeikh Ḥusain Ḥusain
Syaḥātah.
Tidak dikurangi
Malikiyah, Hanafiyah, Syafiiyah tidak
mengurangi hutang pada zakat pertanian
namun mengurangi pada jenis zakat lain
Biaya
Produksi
Dikurangi sebelum
dihitung niṣāb
Ibn ‘Arabi, Mazhab ‘Aṭā’, Ibn ‘Abbās, Ibn
‘Umar, Aḥmad Ibn Ḥanbal, Pendapat yang di-
tarji>ḥ oleh Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi.
Dikurangi dengan
syarat tidak
melebihi sepertiga
dari hasil panen
Pendapat yang diambil oleh sebagian besar
Ulama Kontemporer dan merupakan pendapat
yang difatwakan oleh Al-Hai’ah asy-
Syar‘iyyah al-‘Ālamiyyah li az-Zakāh (Badan
Syariah Internasional Untuk Zakat).
118 Hanya Imam Ḥanafi saja yang tidak memperlakukan niṣāb namun Jumhur murid-
muridnya (Hanafiyah) tetap memperlakukan niṣāb. Lihat: Az-Zuḥaili, Al-Fiqh al-Islāmi. jilid II, h.
727.
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Tidak dikurangi Ibn Ḥazm juga Ibn Qudd
āmah dari
Hanabilah.
Tabel 6
Model Perhitungan Berdasarkan Fatwa Majma‘ al-Fiqh al-Islāmiy ad-Dauliy
(International Islamic Fiqh Academy)
No Biaya dan Beban Asal Biaya Model Perhitungan zakat
1
Biaya dan beban
untuk menghidupkan
lahan
Hutang Dikurangi dari aset zakat
Biaya sendiri Tidak dikurangi dari Aset zakat
2
Biaya dan beban
yang berhubungan
dengan pengairan
Hutang/biaya
sendiri
dikurangi dari kadar
pengeluaran zakat dari 10%
menjadi 7,5% atau 5%
3
Biaya dan beban
yang berhubungan
kelangsungan
pertanian seperti
benih, pupuk dan
pemeliharaan (biaya
operasional dan biaya
produksi)
Biaya sendiri
atau mempunyai
modal
Tidak dikurangi dari Aset zakat
Hutang Dikurangi dari aset zakat
4
Biaya operasional
(yang pantas) untuk
penyaluran zakat
Hutang maupun
Biaya sendiri
Dikurangi dari aset zakat
dan pengurang niṣāb.
Dalam pendangan peneliti, model yang di-tarji>ḥ oleh Syeikh Yūsuf al-
Qaraḍāwi dan Keputusan konferensi konferensi ke-13 Majelis Majma‘ al-Fiqh al-
Islāmiy ad-Dauliy (International Islamic Fiqh Academy) juga keputusan Al-
Hai’ah asy-Syar‘iyyah al-‘Ālamiyyah li az-Zakāh (Badan Syariah Internasional
Untuk Zakat) apabila digabungkan ini merupakan jalan tengah diantara perbedaan
pendapat para Ulama klasik dan jalan terang dan sangat berguna bagi petani dan
pekebun juga para penggerak dan pelaksana zakat. Yaitu segala beban baik untuk
produksi, hutang, kebutuhan hidup yang pantas, boleh dikurangi sebelum
menghitung niṣāb dengan syarat tidak melampaui sepertiga dari hasil panen.119
Namun jika semua beban tersebut diambil dari modal yang ada atau ada
penghasilan lain yang bisa menutupi beban tersebut, maka tidak dikurangi
119 Pendapat ini di-tarjīḥ oleh Dr. Ḥusain Syaḥātah, guru besar akuntansi Universitas al-
Azhar Mesir, juga pakar dan konsultan ekonomi syariah dan anggota Dewan syariah Internasional
tentang zakat. lihat Ḥusain Syaḥātah, At-Taṭbīq al-Mu‘āṣir, h. 113.
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sebelum dihitung niṣāb. Berikut ilustrasi akuntansi zakat pertanian menurut
kesimpulan di atas:
Tabel 7
Ilustrasi Akuntansi Zakat Pertanian
Uraian Jumlah per
unit Jumlah Total Keterangan
Harga Hasil Panen 5000
Kg gabah
25.000.000,00 Harga perkilo Rp.5.000,-
- Biaya Produksi 2.500.000,00
Dengan syarat idak
boleh melebihi 1/3
dari hasil Panen
- Pajak 500.000,00
- Biaya sewa (jika ada) -
- Biaya  kebutuhan
pokok 3.000.000,00
- Hutang untuk
pertanian 600.000,00
- Hutang pribadi 1.000.000,00
Total Potongan 7.600.000,00 Total Tidak melebihi
1/3 hasil panen
Sisa Harta Zakat 17.400.000,00 Total Panen - totalPotongan
Nisab menurut hitungan
BAZNAS sebesar 653
kg beras x 12.000,00
(per kg Beras) = Rp
7.836.000,00
17.400.000,00 Mencapai niṣāb (Rp7.836.000,00)
Kadar zakat 10% (atau
5% dan 7,5%) 1.740.000,00
10% x
17.400.000,00
Peneliti lebih cenderung mengambil pendapat yang membolehkan
potongan beban dan biaya dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari hasil panen.
Batasan sepertiga dimaksudkan untuk alasan kehati-hatian. Pendapat ini juga
menghindari adanya sikap yang berlebihan dan melampaui dalam pemotongan.
Namun dalam pelaksanaan semua dikembalikan kepada muzakki> dalam
menimbang maṣlaḥah masing-masing selama masih dalam koridor syariah.
7. Mustaḥiqq Zakat
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Mustaḥiqq zakat adalah orang yang berhak menerima zakat yang telah
tersebut dalam Alquran yaitu;
                              
                
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf) yang
dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan
Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu
ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” [Q.S. At-Taubah: 60].120
Dari ayat diatas dengan terperinci disebutkan mustaḥiqq zakat ada 8
kelompok (aṣnāf). Mereka adalah: Orang-orang fakir, orang-orang miskin, āmil
(pengurus-pengurus zakat), para muallaf, para budak, orang-orang yang
berhutang, fi> Sabi>lillāh dan musafir. Berikut penjelasannya secara terperinci:
1. Al-Fuqarā’ (orang-orang fakir). Syafiiyah dan Hanabilah memaknai fakir
adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang
mencukupi kebutuhan dasarnya.
2. Al-Masāki>n (orang-orang miskin). Pengertian miskin adalah orang yang tidak
punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,
meskipun mereka masih ada sedikit kemampuan untuk mendapatkannya. Dia
punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam
jumlah yang teramat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung
hidup dan bertahan. Dari sini diketahui bahwa orang fakir itu lebih buruk dari
orang miskin, namun kebalikannya menurut pendapat Hanafiyah dan
Malikiyyah.121
3. Al-‘Āmilūn ‘alaihā (pengurus zakat). Golongan ini sering disebut dengan
istilah su‘āt li jibāyah az-zakāh (orang yang berkeliling untuk mengumpulkan
zakat). Disyaratkan untuk mereka adalah yang memiliki ilmu tentang hukum
zakat. Juga yang bersifat amanah dan adil. Termasuk di dalamnya adalah para
120 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata. h.
196.
121 Az-Zuḥaili, Al-Fiqh al-Islāmiy, jilid II, h. 778-779.
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pencatat, pembagi zakat, menyimpan harta dan keahlian lainnya yang terkai
erat dengan tugas mengumpulkan dan membagi zakat. Mereka itu bekerja
dengan baik agar proses pengambilan harta zakat berjalan dengan benar, tepat
sasaran, serta tidak terlewat. Juga mereka bekerja keras untuk bisa
memastikan bahwa orang-orang yang berhak mendapat zakat itu benar-benar
menerimanya.
Dari segi pemungutan zakat, ‘āmil tidak cukup hanya sekedar menunggu
di sekretariat, tetapi harus menjemput bola dengan mengadakan pendataan
yang akurat kepada wajib zakat, seperti yang termaktub dalam Surah At-
Taubah ayat  103.
              …
Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka… [Q.S.
At-Taubah: 103].122
4. Mu’allafah qulūbuhum. Terjadi perbedaan pendapat Ulama apakah golongan
ini masih ada saat ini dan berhak menerima zakat atau sudah tidak ada.123
Syeikh Yūsuf al-Qaraāwi mengatakan golongan Muallaf sebenarnya tidak
terbatas kepada orang yang baru masuk Islam saja, tetapi termasuk juga
orang-orang yang masih dalam agama non Islam atau masih kafir, namun
sedang dibujuk hatinya untuk masuk Islam yang terbagi lagi menjadi dua
kelompok. Pertama, mereka yang diharapkan kebaikannya. Kedua, mereka
yang dihindari kejahatannya. Mereka yang diharapkan kebaikannya adalah
mereka yang diharapkan masuk Islam. Sehingga mereka diberikan sebagian
dari harta zakat sebagai dorongan untuknya, keluarga dan kaumnya untuk
masuk Islam. Sedangkan mereka yang dihindari kejahatannya adalah orang-
orang kafir yang selama ini memusuhi umat Islam. Kepada mereka,
dibolehkan pemberian sebagian harta zakat demi untuk melunakkan hati dan
mengurangi atau menghentikan permusuhan kepada kaum muslimin.124
5. Fi> ar-Riqāb (budak). Dalam hal ini makna budak bisa berbentuk dua hal,
pertama, budak-budak yang sedang mengurus pembebasan dirinya dengan
122 Agus Hidayatullah, et.al., Al-Wasim Al-Qur’an Tajwid. h. 203.
123 Ali Jum‘ah (ed.), Mausū‘ah Fatāwā al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah, jilid XVI, h. 97.
124 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid II, 606-608.
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cara membayar/menembus harga atas dirinya. Kedua, zakat tersebut dijadikan
dana dan dikeluarkan langsung untuk membeli budak kepada tuannya dan
membebaskannya. Jadi budak itu sendiri tidak menerima uang dari amil
zakat, sebab amil zakat itu yang langsung membebaskan dirinya menjadi
manusia yang merdeka. 125
6. Gārimūn (orang yang mempunyai hutang). Hutang disini bisa berupa untuk
kepentingan pribadi, seperti untuk nafkah keluarga, pernikahan atau ganti rugi
karena kesalahan yang tidak disengaja. Bisa hutang untuk maṣlaḥah orang
lain seperti upaya mendamaikan dua orang yang bersengketa. Begitu juga
hutang yang diakibatkan karena program atau kegiatan untuk kepentingan
sosial, seperti dana yayasan anak yatim, atau rumah sakit untuk pengobatan
masyarakat miskin atau sekolah untuk kaum muslimin.126
7. Fi> Sabi>lillāh. Makna fi> sabi>lillāh menurut Para Ulama lebih dekat kepada
orang yang sedang berperang demi menegakkan agama Allah. Golongan ini
merupakan sukarelawan yang tidak mendapat insentif resmi dari negara. Pada
zaman sekarang makna fi> sabi>lillāh lebih kepada dakwah dan menyebarkan
syiar Islam juga guru-guru sukarelawan.127
8. Ibn Sabi>l yaitu musafir yang berada jauh dari negeri asalnya, meskipun dia
adalah seorang yang berkecukupan di negerinya. Namun keadaannya yang
sedang dalam perjalanan, membuatnya berhak mendapatkan harta zakat.
Asalkan perjalannya itu bukan perjalanan maksiat.
Itulah delapan golongan yang berhak menerima zakat. Pada
perkembangannya, saat ini beberapa golongan sudah tidak ditemukan lagi seperti
budak. Ada juga golongan yang diperluas maknanya, misalnya diberikan sebagai
usaha pencegahan kemiskinan seperti mendirikan sarana pendidikan.
Syeikh Yūsuf al-Qaraḍāwi juga melakukan perluasan makna delapan
golongan ini. Menurutnya makna fi >sabi>lillāh boleh diartikan selain jihad
mengangkat senjata dengan jihad pemikiran, pendidikan dan dakwah. Maka
125 Ibid., h. 627.
126 Ibid., h. 641.
127 Ali Jum‘ah (ed.), Mausū‘ah Fatāwā al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah, jilid XVI, h. 100-101.
Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 42.
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dibolehkan untuk untuk mendistribusi zakat untuk mendirikan mesjid dan tempat
pendidikan untuk melindungi dari pengaruh aliran-aliran yang menyesatkan atau
pengaruh kristenisasi dan lain-lain, bahkan distribusi zakat dalam bentuk dan
kebutuhan seperti ini lebih baik daripada yang lain.128
Delapan golongan yang telah disebutkan dalam Alquran masing-masing
mempunyai karakteristik sendiri. Jika memungkinkan hasil zakat harus
didistribusikan kepada semua golongan, namun jika hasil zakat tidak memenuhi
maka golongan fakir dan miskin lebih diutamakan.129 Distribusi zakat untuk selain
dari delapan golongan tersebut sangat dilarang, apalagi didistribusikan untuk
orang mampu dan yang mempunyai kekuatan untuk berusaha.130
Kriteria tersebut menjadi patokan dalam menentukan mana muzakki dan
mana mustaḥiqq dengan jelas, sehingga tidak terkumpul pada satu orang dua
kriteria sekaligus. Para amillah yang akan bertanggung jawab dan menjaga
amanah atas kebijakan ini.
8. Zakat Lahan Sewa atau Kerjasama
Tidak selamanya petani mempunyai lahan sendiri, terkadang petani
menyewa lahan, terkadang berkongsi dengan pemilik lahan. Jika pemilik lahan
dan pengolah lahan bekerjasama (muzāra‘ah) dengan keuntungan sesuai yang
disepakati, maka kewajiban zakat dibebankan kepada keuntungan mereka masing-
masing jika sampai niṣāb. Keuntungan masing-masing digabungkan digabungkan
dengan hasil panen lain dan dikeluarkan zakat pertanian.131 Pendapat yang lain
mengatakan bahwasanya hasil panen tersebut dianggap satu kepemilikan dan
dikeluarkan seperti lahan-lahan yang lain.132
Apabila lahan tersebut disewakan dengan harga tertentu, menurut Abū
Ḥani>fah zakat pertanian diwajibkan kepada pemilik tanah, sementara Jumhur
Ulama zakat pertanian diwajibkan kepada pengolah lahan. Syeikh Yūsuf al-
128 Yūsuf al-Qarāḍāwi, Fatāwā Mu‘āṣirah, cet. 3 (Mansura: Dār al-Wafā’, 1994), jilid II,
h. 228.
129 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid II, 704.
130 Ibid., jilid II, h. 710.
131 Ibid, jilid I, 405.
132 Ḥusain Syaḥātah, At-Taṭbi>q al-Mu‘āṣir, h.116.
55
55
Qaraḍāwi mengambil jalan tengah dan mewajibkan untuk mengeluarkan zakat
pertanian bagi kedua belah pihak jika sampai niṣāb.133 Pendapat lain mengatakan,
bagi pemilik tanah tidak diwajibkan zakat pertanian (10% atau 5%) namun
diwajibkan zakat harta (2,5%) dari hasil sewa tanah dan digabungkan dengan
harta yang lain serta ditunaikan zakat apabila sudah berjalan satu tahun (ḥaul).134
Secara mendalam bisa dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 8
Model-Model Perhitungan Zakat Pertanian pada Lahan Sewa dan
Kerjasama
Muzāra‘ah
(Kerjasama)135
Pendapat
pertama
Setelah dibagi keuntungan sesuai perjanjian,
zakat ditunaikan masing-masing jika mencukupi
nisab atau digabungkan dengan hasil panen lain
Pendapat
Kedua
Dianggap satu pemilik dan ditunaikan zakat
seperti biasa
Lahan
Disewakan
pertama Zakat ditunaikan oleh pemilik lahan
Kedua Zakat ditunaikan oleh pengolah lahan
Ketiga Ditunaikan oleh kedua belah pihak
keempat
Pengolah lahan mengeluarkan zakat pertanian,
sementara pemilik lahan mengeluarkan zakat
harta
Peneliti melihat banyaknya pendapat dalam perhitungan zakat pertanian
pada lahan sewa dan kerjasama disebabkan kondisi dan situasi lahan, jenis
tanaman olahan, petani, dan pemilik lahan. Pada lahan yang besar yang diolah
dengan terorganisir dan dilakukan oleh sekelompok orang lebih cocok dianggap
satu pemilik dan langsung ditunaikan zakat dari keuntungan. Namun pada lahan
sederhana dengan pengolahan yang tradisional, zakat lebih cocok ditunaikan
masing-masing.
Setiap muzakki> boleh melakukan ijtihad atau berkonsultasi dengan Ulama
setempat. Keputusan yang diambil sedemikian rupa harus menghindari
133 Al-Qaraḍāwi, Fiqh az-Zakāh, jilid I, h. 405.
134 Ḥusain Syaḥātah, At-Taṭbi>q al-Mu‘āṣir, h.118.
135 Muzāra‘ah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih pada sebuah lahan, di mana
pemilik lahan menyerahkan kepada orang lain untuk mengolah lahannya dengan keuntungan
diambil dari hasil panen dan jatah masing-masing mereka sesuai perjanjian di awal. Lihat
Mausūah al-Fiqhiyyah, jilid XXXVII, h. 49.
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pengabaian maṣlaḥah dan mengikuti hawa nafsu semata, sehingga nilai-nilai
keislaman tercapai dengan sarana zakat.
B. Maqāṣid asy-Syari>‘ah Dalam Pelaksanaan Hukum
Maqāṣid as-syarīah ditinjau dari sudut lughawi (bahasa) merupakan kata
majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni al-maqāṣid (ﺪﺻﺎﻘﻤﻟا) dan as-syarīah
(ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا). Akar kata maqāṣid adalah qaṣada yaqṣidu (  ﺪﺼﻗ -ﺪﺼﻘﯾ ) yang bermakna
menyengaja, bermaksud kepada, maqāṣid merupakan bentuk jamak (plural) dari
maqṣid/maqṣad (ﺪﺼﻘﻣ) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.136
Sedangkan syarī’ah (ﺔﻌﯾﺮﺷ) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.137
Secara istilah maqāṣid as-syarīah mengandung makna tujuan dan rahasia yang
diletakkan Syāri‘ (Allah) dari setiap hukum yang diturunkan oleh-Nya.138
Imam Syāṭibi (w.790 H) mengatakan maqāṣid asy-syarī‘ah memberi
perhatian, perlindungan dan proteksi (ḥifẓ) lebih terhadap lima unsur penting
dalam kehidupan yaitu menjaga agama atau keyakinan (ḥifẓud-dīn), menjaga jiwa
(ḥifẓun-nafs), menjaga keturunan (ḥifẓun-nasl), menjaga akal atau intelektual
(ḥifẓul-‘aql) dan menjaga harta atau properti (ḥifẓul-māl).139 Diantara bentuk
proteksi terhadap lima hal tersebut adalah syariah Islam mempunyai prinsip al-
yasr wa raf‘u al-ḥaraj (mudah dan menghindari kesusahan), seperti syariah shalat
jamak dan qashar, serta membolehkan berbuka puasa ketika dalam perjalanan
jauh. Rasulullah Saw. juga melarang Para Sahabat untuk bertanya tentang hal-hal
yang akan membuat mereka susah.140
Dalam Zakat Pertanian, penurunan kadar zakat dari 10% menjadi 5%
ketika memerlukan biaya dan mengeluarkan beban dalam pengairan merupakan
sebuah bentuk maqāṣid asy-syarī‘ah yang berprinsip memudahkan. Hal ini juga
136 Mahmud Yunus, Qāmūs ‘Arabiy-Indūnīsiy, cet. 8 (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990),
h. 343-344.
137 Muhammad Ibn Mukrim  Ibn Manẓūr al-Miṣri, Lisān al-‘Arab (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir,
tt), jilid VIII, h. 175.
138 Ahmad Raisūni, Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām asy-Syāṭibi (Riyadh: Ad-Dār
al-‘Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), h. 18.
139 Abu Isḥāq Asy-Syāṭibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah. cet. 3. (Beirut: Dār al-
Ma‘rifah, 1997), jilid I, h. 326.
140 Umar Sulaimān Abdullāh al-Asyqar, Al-Madkhal Ilā asy-Syarī‘ah wa al-Fiqh al-
Islāmiy, cet. 2. (Amman: Dār an-Nafāis, 2012), h. 57.
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membuat Imam Yūsuf al-Qaraḍāwi berani mengurangi beban produksi sebelum
perhitungan niṣāb karena sangat sejalan dengan maqāṣid asy-syarī‘ah. Dengan
ketentuan tertentu, melalui maqāṣid asy-syarī‘ah bisa saja terjadi pergeseran
hukum berbeda dengan pendapat Para Ulama salaf. Perubahan tersebut dilihat dari
segi waktu tempat dan kondisi selama tidak mengikuti nafsu semata.
Kebutuhan hidup merupakan hal ḍarūriy dalam maqāṣid asy-syarī‘ah,
begitu juga dengan biaya-biaya pertanian merupakan hal ḍarūriy dalam
melaksanakan produksi. Segala kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan membuat
kerusakan bahkan kebinasaan bagi kehidupan. Maka adalah hal yang wajar untuk
memenuhi dahulu kebutuhan hidup dan kebutuhan biaya produksi sebelum
membayar zakat, seperti yang dilakukan Khalifah Umar Ibn Khattab dan anaknya
Abdullah.141
C. Kajian Terdahulu
Sejauh penelusuran, peneliti menemukan secara umum penelitian yang
pernah dilakukan lebih banyak berhubungan dengan pengelolaan zakat juga
fundraising zakat serta solusinya ditinjau dari manajemen zakat untuk
kemaslahatan mustaḥiqq zakat dan jarang sekali topik-topik yang berhubungan
dengan kemaslahan muzakki>.
Diantara penelitian-penelitian yang berhubungan langsung dengan zakat
pertanian dari sudut pandang muzakki>, banyak penulis temukan artikel yang
mengambil objek penelitian di Malaysia, diantaranya:
1. Penelitian dengan judul Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di
Malaysia membahas masalah-masalah kontemporer tentang zakat pertanian
yang berkembang di Malaysia, diantara taksiran niṣāb, kadar zakat, hutang,
beban produksi, biaya hidup dan jenis tanaman wajib zakat. Penelitian ini
menemukan bahwasanya di Malaysia terjadi perbedaan model dalam
menyikapi permasalahan-permasalah kontemporer yang menyangkut zakat
pertanian.142
141 Abū ‘Ubaid, Kitāb al-Amwāl, h. 611.
142 Nor Aini Ali, Luqman Abdullah, “Isu-isu Fikih Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di
Malaysia” dalam Jurnal Syariah jil 21, bil. 3 (2013).
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2. Artikel lain yang masih sejalan dengan penelitian di atas adalah artikel
berjudul Analisa Ketidakselarasan Taksiran Zakat Pertanian di Malaysia.
Artikel ini juga mengkaji tiga hal yaitu niṣāb, kadar dan pengurangan beban-
beban pada zakat pertanian. Hasil penelitian menemukan adanya
ketidakselarasan model perhitungan pada tiga hal tersebut. Penelitian ini
merekomendasikan untuk mengkaji ulang fatwa-fatwa dahulu dan di-istinbāṭ
kembali sesuai dengan kondisi, situasi dan kemajuan zaman.143
3. Penyederhanaan artikel di atas terlihat dalam penelitian yang berjudul:
Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri-negeri Terpilih di
Malaysia. Penelitian ini menyingkap ternyata terdapat beberapa perbedaan
taksiran niṣāb zakat pertanian di beberapa wilayah bagian di Malaysia.
Penelitian ini menemukan bahwasanya di Selangor niṣāb zakat padi adalah
1306 kg, sementara di Pulau Pinang sama dengan Perlis yaitu 1300 kg, di
Trengganu 937 kg dan di Sarawak niṣāb zakat padi sebesar 1080 kg.
Perbedaan ini terjadi karena ketidak-selarasan alat sukatan dan timbangan
yang dipakai.144
4. Selanjutnya artikel yang selaras dengan tema-tema di atas juga, namun
mengkhususkan pada pemotongan beban produksi dan biaya hidup pada
zakat pertanian dan menganalisa perbedaan pelaksanaan antar negeri di
Malaysia dan sebab-sebabnya. Dalam artikel ini penulis setuju bahwasanya
pengeluaran zakat dari hasil netto setelah pemotongan seluruh beban adalah
sesuai dengan syariah, meskipun telah bergeser dari pandangan Mazhab
Syafiiyah, yaitu Mazhab yang dianut oleh masyarakat di Malaysia.145
5. Artikel dalam bahasa Inggris juga ditulis oleh Mohd Shukri Hanapi tentang
hubungan akuntansi zakat pertanian dengan kesejahteraan petani di Negeri
143 Muhammad Firdaus Ab Rahman, et.al., “Analisa Ketidakselarasan Taksiran Zakat
Pertanian di Malaysia”, dalam The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research Vol.
11/No.1 2014.
144 Muhammad Firdaus Ab Rahman, et.al., “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di
Negeri-negeri Terpilih di Malaysia ” dalam Jurnal Syariah jil. 23, bil. 1, 2015.
145 Mohd Shukri Hanapi dan Zahri Hamat, “Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup
(KSH) dalam Perakaunan Zakat Padi di Malaysia”, dalam Journal of Techno Social Vol. 7 No. 1
(2015).
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Perlis Malaysia.146 Penelitian ini membahas tentang akuntansi zakat di Negeri
Perlis yang memberlakukan niṣāb dari hasil netto yaitu setelah mengurangi
biaya produksi dan biaya hidup. Model ini ditegaskan penulis tidak
bertentangan dengan syariah bahkan msempertimbangkan kesejahteraan
petani.
6. Artikel yang peneliti temukan membahas pertanian di Indonesia adalah artikel
yang berjudul: Beban Ekonomi Kaum Petani, Menghitung Kembali Ketentuan
Zakat Hasil Pertanian.147 Penelitian ini membahas tentang fenomena zakat
pertanian dan tata-cara perhitungan yang berlaku di Indonesia. Dalam
penelitian ini, penulis menggambarkan secara riil beban ekonomi kaum petani
dan menghubungkan dengan niṣāb zakat juga kriteria muzakki> yaitu mampu
(kaya). Dalam artikel ini Penulis menemukan bahwa petani yang telah
mencapai niṣāb sebenarnya masih dalam taraf miskin, maka perlu dilakukan
ijtihad agama maupun politik dalam rangka menolong kaum petani yang
terbebani secara ekonomi dan teologi.
Artikel-artikel di atas mengambil objek tertentu dalam penelitiannya,
seperti negeri-negeri di Malaysia. Setiap negeri bagian tersebut mempunyai
undang-undang yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini, peneliti juga
ingin melihat dasar atau pegangan model perhitungan zakat pertanian di
Kecamatan Kuta Makmur.
Artikel-artikel di atas sangat membantu peneliti dan menjadikan acuan
dasar serta akar dari penelitian yang akan dilakukan. Beberapa tulisan bebas
lainnya seperti berupa artikel biasa, skripsi juga literatur-literatur yang berkaitan
juga sangat membantu dan menunjang penelitian ini. Namun sejauh penelusuran,
peneliti belum menemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti
lakukan.
D. Kerangka Pemikiran
146 Mohd Shukri Hanapi, “Paddi Zakat Accounting and Its Relationship with the Social
Wellbeing of Farmers: Alquran Case Study in Perlis”, dalam Sains Humanika 4:2 (2015).
147 Indal Abror, “Beban Ekonomi Kaum Petani, Menghitung Kembali Ketentuan Zakat
Hasil Pertanian” dalam Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu agama, Vol. VI, No. 1 Juni 2005.
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Kerangka pemikiran merupakan ringkasan rancangan penelitian dari awal
hingga hasil. Kerangka penelitian ini akan membantu peneliti dalam merumuskan
tahapan-tahapan penelitian sehingga dapat memanfaatkan input penelitian sebaik
mungkin dan menghasilkan output yang optimal.148
Setelah mengkaji teori dan didahului oleh latar belakang masalah dan
rumusan masalah, untuk penelitian ini peneliti menyusun kerangka pemikiran
sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Pemikiran
E.
Dari gambar di atas, peneliti akan mengkaji pendapat-pendapat Ulama
klasik dan beberapa pendapat Ulama kontemporer berikut tarji>ḥ-nya. Ketika
penelitian, peneliti akan melihat bagaimana model perhitungan zakat pertanian di
Kecamatan Kuta Makmur dan dibandingkan dengan pendapat Para Ulama serta
faktor-faktor penyebab pengambilan model tersebut.
148 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta:
Gramata Plublishing, 2013), h. 170.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk
memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,
persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya digambarkan dengan cara deskriptif
dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.1 Penelitian ini berusaha
mempelajari dan memahami tindakan dan perilaku masyarakat di Kecamatan Kuta
Makmur dalam konteks alaminya tentang perhitungan zakat pertanian yang
berlaku disana.
Penelitian ini bersifat deskriptif-induktif. Deskriptif adalah berusaha
menggambarkan dan mendefinisikan siapa yang terlibat di dalam suatu kegiatan,
apa yang dilakukannya, kapan dilakukannya, di mana dan bagaimana
melakukannya, untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk
menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam
masyarakat.2
Model deduktif adalah di mana teori menjadi alat penelitian sejak memilih
dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan
di lapangan sampai dengan menguji data.3 Dalam memaparkan masalah, penulis
berusaha menggambarkan dan memaparkan dengan kalimat-kalimat yang
menunjukkan keadaan lapangan yang diteliti.
Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penjelasan sistematis yaitu
menggambarkan perilaku masyarakat Kecamatan Kuta Makmur dalam
perhitungan zakat pertanian dengan berpegang pada teori-teori yang telah
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 31 (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 6.
2 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cet. 6 (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2012), h. 25.
3 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan
Ilmu Sosial Lainnya, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 24.
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disampaikan Para Ulama baik Ulama klasik maupun kontemporer sebagai
perbandingan. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku individu atau
masyarakat dan sebab-sebabnya yang kaitannya dengan hukum dalam hal
perhitungan zakat khususnya zakat pertanian padi.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, dengan
mengambil unit penelitian 6 (enam) desa yaitu Desa Dayah Meunara, Desa Bayu,
Blang Ado, Beureugang, Cot Rheu dan Meunasah Kumbang. Penelitian ini
dilaksanakan secara fokus pada bulan Desember 2016. Akan tetapi peneliti juga
pernah melakukan observasi dan wawancara terbuka sebelum jadwal tersebut.
Peneliti juga akan mewawancara ulang jika ada kekurangan data sesuai kebutuhan
penelitian.
C. Informan dan Subjek Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi dibutuhkan subjek dan informan
penelitian. Informan adalah orang yang memberikan informasi, atau bisa
dikatakan sebagai responden, yaitu orang yang dimintai memberikan keterangan
tentang suatu fakta atau pendapat untuk menunjang kelayakan penelitian, atau
yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku atau maupun orang
lain yang memahami objek penelitian.4 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil
informan dari tokoh masyarakat dan pemuka agama, amil zakat dan mustaḥiqq
zakat juga beberapa informan lain yang dianggap perlu dan penting untuk
dimintai data.
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti, yaitu unit yang
menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.5 Subjek dalam penelitian ini
adalah muzakki> panen padi, yaitu para petani yang menunaikan zakat pertanian
dari hasil tanaman padi dengan syarat mereka tidak mempunyai pemasukan lain
yang memadai atau pemenuhan kebutuhan mereka hanya mengandalkan hasil
panen padi.
4 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, h. 76.
5 Ibid.
63
63
Dari keseluruhan subjek penelitian diambil beberapa sampel dengan teknik
non probability sampling dengan memakai tipe snowball sampling. Teknik non
probability sampling (data tidak berpeluang) yaitu pengambilan sampel dengan
setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih
sebagai sampel.6 Pengambilan teknik ini disebabkan karena peneliti tidak
bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya
secara mendalam.
Tipe snowball sampling (sampel secara bola salju) adalah tipe
pengambilan sampel yang sumber data awalnya berjumlah sedikit dan lama-lama
menjadi besar.7 Pencarian informasi biasanya akan diberhentikan ketika jawaban
atas pertanyaan yang peneliti ajukan relatif sama dari satu responden dengan
responden lainnya (jenuh).8 Pengambilan sampel dari snowball sampling
dilakukan dimana peneliti hanya mengambil sampel awal sedangkan tambahan
sampel diperoleh dari referensi sampel awal yang terpilih.9 Sampel dari snowball
sampling juga bisa dilakukan dengan mengambil sejumlah kasus melalui
hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang yang lain atau satu kasus
dengan kasus yang lain kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses
yang sama, demikian seterusnya.10
Dalam penelitian kualitatif tujuan pengambilan sampel bukanlah untuk
mengadakan generalisasi seperti halnya pada penelitian kuantitatif, namun
bermaksud untuk menjaring informasi sebanyak mungkin yang menjadi dasar dari
rancangan dan teori yang akan muncul.11 Dalam penelitian ini, tujuan peneliti
menggunakan tipe snowball sampling adalah karena tidak ada pembatasan dalam
mengambil sampel, peneliti akan berhenti dalam pengambilan sampel ketika
6 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode, h. 103.
7 Nova Oktovia, Sistematika penulisan karya ilmiah (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.
46.
8 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, cet. 3 (Jakarta: salemba Empat, 2013), h.
95.
9 Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta:
Gramata Plublishing, 2013), h. 118.
10 Nina Nurdiani, “Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan”, dalam
Comtech, vol. 5 no. 2, Desember 2014, h. 1113.
11 Meleong, Metodologi Penelitian. h. 223-224.
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peneliti menemukan data yang relatif sama antara satu responden dengan
responden lain atau sudah jenuh.
D. Sumber Data
Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang menunjang penyelesaian
penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari subjek dan informan
penelitian. Sementara sumber sekunder adalah literatur-literatur hukum Islam dan
ekonomi Islam yang relevan dengan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data baik dari sumber primer ataupun sekunder,
peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:
1. Wawancara (interview)
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dua belah pihak dengan
maksud tertentu yang berupa tanya jawab atau dialog yang dilakukan
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.12 Wawancara
bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan subjek
penelitian tentang apa yang ingin diteliti dan dipecahkan.
Untuk melancarkan penelitian, peneliti menggunakan pedoman
wawancara untuk mengingat mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas.
Dengan pedoman tersebut, pertanyaan akan dijabarkan secara kongkrit dalam
kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat
wawancara berlangsung. Diantara pedoman wawancara yang digunakan adalah
catatan, pulpen serta alat tulis yang dibutuhkan.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan
dan subjek penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda. Peneliti memberi
tahu tujuan wawancara kepada terwawancara agar mereka nyaman dan tidak
merasa terpaksa. Pada saat wawancara peneliti menggunakan alat bantu tulis
dan pedoman wawancara yang telah disiapkan.
12 Moleong, Metodologi Penelitian. h, 186.
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2. Observasi
Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi yaitu mengadakan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi
dari masalah yang terjadi. Observasi merupakan cara pengumpulan data
melalui proses pencatatan perilaku dan kejadian tanpa adanya pertanyaan atau
komunikasi dengan individu yang diteliti.13 Observasi yang akan dilakukan
adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dan hal-hal
yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap
hasil wawancara.
Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi melalui penglihatan
perilaku dan keadaan masyarakat juga melalui pendengaran pada tempat yang
diteliti, seperti di persawahan dan pusat pengumpulan zakat pertanian.
Observasi ini dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara
dan hasil wawancara dapat dipahami dengan cepat sesuai konteksnya. Dari
enam desa yang menjadi unit analisis, peneliti melakukan observasi proses
pembajakan dan penanaman padi di Desa Meunasah Kumbang, Bayu dan
Blang Ado dan sebagian Desa Beureughang. Peneliti melakukan proses panen
padi di Desa Cot Rheu dan Meunasah Dayah. Di Desa Meunasah Dayah juga
peneliti melakukan observasi pengumpulan zakat dan distribusinya.
3. Telaah Literatur (Library Research)
Teknik ini dilakukan untuk mendapat data sekunder dari sumber-sumber
bacaan yang relevan, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab maupun
bahasa Inggris jika dibutuhkan. Dalam penelitian ini, apabila peneliti mengutip
ayat Alquran dan tafsirnya, peneliti berusaha menelusuri langsung kepada
referensi pokok yang dipakai dalam tafsir Alquran, begitu juga ketika
menggunakan Hadis sebagai dalil, maka peneliti akan merujuk kepada
referensi pokok (asli) dalam Hadis. Dalam mengkaji kerangka teoritis hukum
fikih peneliti berusaha untuk menelaah langsung dari literatur asli (al-maṣādir
13 Anwar Sanusia, Metodologi Penelitian Bisnis, h. 111.
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al-aṣliyyah) dan al-kutub al-mu‘tabarah (literatur yang diakui dan diandalkan)
dalam mazhab fikih.
4. Dokumentasi
Dokumentasi berupa laporan atau data yang disimpan dan bisa dikaji
ulang bila mana perlu. Dokumentasi ini diperlukan sebagai bukti keakuratan
data. Sehingga peneliti melihat sangat perlu untuk dilakukan. Dokumentasi
bisa berupa laporan, arsip, gambar dan sebagainya. Dalam penelitian ini
dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa gambar kegiatan masyarakat
yang berhubungan dengan proses perhitungan zakat.
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian di Kecamatan Kuta
Makmur, peneliti melakukan beberapa metode diantaranya:
1. Perpanjangan Pengamatan.
Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber
sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber
karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan pengamatan dan
mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang
telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila
pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel
2. Meningkatkan Ketekunan.
Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari
peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna
meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti
dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang
diamati.
3. Mengadakan Membercheck.
Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada
pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.
Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti
datanya data tersebut valid.
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G. Teknik Analisis Data
Teknis analisis data sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Dalam
menganalisa penelitian tentang model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan
Kuta Makmur Aceh Utara, peneliti melakukan beberapa tahapan-tahapan berikut,
diantaranya :
1. Mengorganisasikan Data
Setelah peneliti mendapatkan data langsung dari informan dan subjek
penelitian melalui wawancara, dimana data tersebut telah dicatat. Kemudian
dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dalam bentuk
bentuk tulisan terorganisir. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar
penulis mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan. Bila ada data
yang kurang peneliti akan melakukan wawancara kedua atau mencari informan
dan subjek penelitian yang baru.
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola jawaban
Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data,
perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar
apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara,
peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman
dalam melakukan coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali
membaca transkip wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan
data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode
dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan
berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat. Beberapa kerangka besar
dalam penelitian ini adalah kategori pengolahan zakat, kategori model
perhitungan zakat, kategori faktor-faktor penyebab pemilihan model
perhitungan zakat.
3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada Terhadap Data
Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data
tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap
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ini kategori yang telah didapat melalui analisis ditinjau kembali berdasarkan
landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokkan
apakah ada kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai dan
menengahi dan memberi solusi terhadap kesenjangan yang ditemukan.
Walaupun penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan
teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep
dan faktor-faktor serta fenomena yang ada.
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud,
peneliti masuk ke dalam tahap penjelasan berdasarkan kesimpulan yang telah
didapat dari kaitannya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatu alternatif
penjelasan lain tentang kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian
kualitatif memang selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis,
ada kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak
terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain
melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada
bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.
5. Menulis Hasil Penelitian
Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu
hal yang membantu penulis untuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang
dibuat telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah
presentasi data yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian
berdasarkan wawancara dan observasi dengan subjek dan data lain yang
relevan. Proses dimulai dari data-data yang diperoleh dari subjek dan data lain
yang signifikan, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar
permasalahannya, kemudian dianalisis, sehingga didapat gambaran mengenai
penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi
secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kesimpulan
dari hasil penelitian.
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Inilah beberapa langkah dan rangkaian yang peneliti tempuh dalam
pengolahan dan analisis data. Apabila terdapat data dan keterangan yang
kurang memadai maka peneliti akan merujuk kembali kepada terwawancara.
Demikian beberapa hal yang perlu diketahui dalam metode penelitian yang
peneliti lakukan dalam melaksanakan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian
Sebagaimana telah disebutkan dalam metode penelitian di bab
sebelumnya, penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Kuta Makmur dengan
enam desa sebagai unit analisisnya yaitu desa Dayah Meunara, desa Bayu, Blang
Ado, Beureugang, Cot Rheu dan Meunasah Kumbang. Kecamatan Kuta Makmur
merupakan salah satu tempat yang menyediakan kamp penampungan pengungsi
Rohingya tahun 2015 yang terletak di Desa Blang Ado. Di Kecamatan Kuta
Makmur juga terdapat objek wisata yang sangat terkenal, terletak di desa Blang
Kolam yaitu air terjun Blang Kolam dengan ketinggian mencapai ± 75 m. Di
Kecamatan Kuta Makmur juga terdapat wahana permainan anak-anak dan
keluarga seperti water boom yang menjadi buruan saat liburan.
Kuta Makmur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara
dengan ibukota Buloh Blang Ara yang terletak 14 km dari Ibukota Kabupaten dan
289 Km dari Ibukota Provinsi. Luas Wilayah Kecamatan Kuta Makmur ±151,32
Km2 atau 4,59% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan
Kuta Makmur merupakan kecamatan induk bukan merupakan hasil pemekaran
dari kecamatan lain. Saat ini Kecamatan Kuta Makmur dipimpin oleh Camat yang
bernama T. Syamsul Fajri.180
Secara geografis Kecamatan Kuta Makmur merupakan kecamatan
pedalaman dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Nisam, Simpang Keramat
dan Syamtalira Bayu serta Kota Lhokseumawe, secara detail ditunjukkan dalam
tabel berikut:181
180 Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 1. Ditelusuri melalui:
https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-Kuta-Makmur-2016.pdf,
diakses pada tanggal 18 desember 2016.
181 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka
2016, h. 1. Ditelusuri melalui: https://acehutarakab.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Kecamatan-
Kuta-Makmur-Dalam-Angka-2016.pdf, diaksesn pada tanggal 18 Desember 2016.
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Tabel 9
Batas Wilayah Kecamatan Kuta Makmur
Sebelah Barat Kecamatan Nisam
Sebelah Timur Kecamatan Simpang Keramat dan Kota Lhokseumawe
Sebelah Utara Kecamatan Nisam dan Kota Lhokseumawe
Sebelah Selatan Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Simpang
Keramat
Sumber: BPS 2016.
Kecamatan Kuta Makmur terdiri dari tiga Kemukiman yaitu kemukiman
Beureughang yang terdiri dari 14 desa, Kemukiman Blang Ara yang terdiri dari
17 desa dan Kemukiman Keude Krueng yang terdiri dari 8 desa, sehingga totalnya
39 desa.182
Secara Geografis, desa yang berada di Kecamatan Kuta Makmur
dikategorikan dalam tiga kategori yaitu daerah lembah dan daerah lereng dan
daerah dataran. Sedangkan secara topografi, desa di Kecamatan Kuta Makmur
dibagi dalam dua topografi yaitu dataran dan perbukitan, jika dilihat dari jaraknya
ke hutan ada 3 desa yang berada ditepi hutan dan selainnya diluar hutan. Secara
Detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut:183
Tabel 10
Letak Geografis dan Topografis Kecamatan Kuta Makmur
No Desa/Gampong LetakGeografis
Letak
Topografis
Dalam/tepi/Luar
Hutan
1 Sido Mulyo Lereng Berbukit Tepi Hutan
2 Alue Rambe Lereng Berbukit Tepi Hutan
3 Cot Menye Cut Lereng Berbukit Tepi Hutan
4 Cot Meureubo Dataran Datar Luar Hutan
5 Panton Rayeuk I Lereng Berbukit Luar Hutan
6 Blang Talon Lembah Datar Luar Hutan
7 Bukit Lembah Berbukit Luar Hutan
8 Lhok Jok Lereng Berbukit Luar Hutan
9 Seuneubok Drien Lereng Berbukit Luar Hutan
10 Ceumpeudak Dataran Datar Luar Hutan
11 Blang Riek Dataran Datar Luar Hutan
12 Blang Ara Lembah Datar Luar Hutan
182 Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 1.
183 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka
2016, h. 2-7.
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13 Keude Blang Ara Dataran Datar Luar Hutan
14 Krueng Manyang Lembah Datar Luar Hutan
15 Bayu Lembah Datar Luar Hutan
16 Blang Ado Lembah Datar Luar Hutan
17 Dayah Meunara Dataran Datar Luar Hutan
18 Cot Rheu Dataran Datar Luar Hutan
19 Babah Lueng Lembah Datar Luar Hutan
20 Panton Rayeuk II Lereng Datar Luar Hutan
21 Saweuk Lembah Berbukit Luar Hutan
22 Lang Kuta Lembah Datar Luar Hutan
23 Cot Sumiyong Lembah Berbukit Luar Hutan
24 Meuriya Lembah Datar Luar Hutan
25 Cot Seutui(Beureughang) Lembah Datar Luar Hutan
26 Mulieng Manyang Lembah Datar Luar Hutan
27 Mulieng Meucat Dataran Datar Luar Hutan
28 Pulo Barat Dataran Datar Luar Hutan
29 Pulo Rayeuk Dataran Datar Luar Hutan
30 MeunasahKumbang Dataran Datar Luar Hutan
31 Ceumeucet Lembah Datar Luar Hutan
32 Guha Uleue Lembah Datar Luar Hutan
33 Blang Gurah Lembah Datar Luar Hutan
34 Krueng Seunong Lembah Datar Luar Hutan
35 Keude Krueng Lembah Datar Luar Hutan
36 Pulo Iboh Lembah Datar Luar Hutan
37 Keureusek Lembah Datar Luar Hutan
38 Kulam Lembah Datar Luar Hutan
39 Krueng Seupeng Lembah Datar Luar Hutan
Total
24 desa
lembah, 6
lereng, 9
dataran
29 desa
dataran, 10
berbukit
3 desa berada di
tepi hutan, 36
luar hutan
Sumber: BPS 2016.
Desa yang menjadi tempat penelitian yaitu Desa Bayu, Blang Ado
merupakan daerah lembah sedangkan Desa Dayah Meunara, Beureugang, Cot
Rheu dan Meunasah Kumbang serta Beureugang merupakan daerah dataran.
Jumlah penduduk Kecamatan Kuta Makmur berdasarkan hasil Sensus
Penduduk Tahun 2010 sebesar 22.200 jiwa yang terdiri dari 10.933 jiwa laki-laki
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dan 11.267 jiwa perempuan.184 Namun berdasarkan laporan Badan Statistik Aceh
Utara 2016 jumlah penduduk Kecamatan Kuta Makmur terus bertambah
mencapai 24.072 jiwa dengan mayoritas mata pencaharian penduduk adalah
petani yang ditunjukkan dalam tabel berikut:185
Tabel 11
Jumlah Penduduk Kecamatan Kuta Makmur dengan Keterangan
Penghasilan Rumah Tangga
No Desa/Gampong JumlahPenduduk
Jumlah
Rumah
Tangga
Jumlah Rumah
Tangga Menurut
Penghasilan Utama
Pertanian NonPertanian
1 Sido Mulyo 3.524 807 725 82
2 Alue Rambe 569 142 128 14
3 Cot Menye Cut 283 83 63 20
4 Cot Meureubo 973 271 153 118
5 Panton Rayeuk I 728 169 129 40
6 Blang Talon 673 205 112 93
7 Bukit 809 209 128 81
8 Lhok Jok 830 211 149 62
9 Seuneubok Drien 293 75 60 15
10 Ceumpeudak 845 209 146 63
11 Blang Riek 595 156 86 70
12 Blang Ara 456 125 68 57
13 Keude Blang Ara 209 50 20 30
14 Krueng Manyang 687 163 91 72
15 Bayu 774 187 123 64
16 Blang Ado 660 165 99 66
17 Dayah Meunara 723 190 128 62
18 Cot Rheu 734 185 145 40
19 Babah Lueng 437 102 75 27
20 Panton Rayeuk II 209 40 31 9
21 Saweuk 205 56 38 18
22 Lang Kuta 337 86 64 22
23 Cot Sumiyong 281 75 49 26
24 Meuriya 347 80 59 21
184 Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 4.
185 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka
2016, h. 24.
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25 Beureughang 687 152 107 45
26 Mulieng Manyang 511 126 88 38
27 Mulieng Meucat 295 90 53 37
28 Pulo Barat 486 119 78 41
29 Pulo Rayeuk 365 84 63 21
30 Meunasah Kumbang 371 99 70 29
31 Ceumeucet 629 159 98 61
32 Guha Uleue 487 122 67 55
33 Blang Gurah 499 120 76 44
34 Krueng Seunong 1.264 315 209 106
35 Keude Krueng 417 90 54 36
36 Pulo Iboh 442 102 74 28
37 Keureusek 542 135 97 38
38 Kulam 447 120 90 30
39 Krueng Seupeng 449 112 83 29
Total 24.072 5.986 4.176 1.810
Sumber: BPS, 2016.
Berdasarkan tabel di atas, desa-desa yang menjadi unit analisis dalam
penelitian ini, mayoritas penghasilan utama rumah tangga penduduknya adalah
pertanian. Desa Cot Rheu, 78% penghasilan utama rumah tangga penduduknya
adalah pertanian, disusul Desa Meunasah Kumbang yaitu 71%, Desa
Beureughang 70%, Dayah Meunara 67%, Bayu 65% dan terakhir Desa Blang Ado
sebesar 60%.
Karena luas mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani maka
dapat dipastikan Kecamatan Kuta Makmur merupakan salah satu penghasil
komoditi tanaman pangan dan perkebunan terutama padi. Pemanfaatan lahan dari
total wilayah 15.132 Ha, sebesar 2.023 Ha digunakan untuk lahan persawahan.
Sehingga padi merupakan hasil bumi yang terbesar di Kecamatan Kuta Makmur.
Sedangkan sisa wilayah 13.103 Ha dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk,
perkebunan dan sebagian kecil berupa lahan kosong, rawa-rawa serta semak
belukar yang tidak diolah. Berikut Peneliti suguhkan penggunaan lahan untuk
sawah dan bukan sawah.186
186 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Kuta Makmur Dalam Angka
2016, h. 8-9.
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Tabel 12
Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah di Kecamatan Kuta Makmur
No Desa/Gampong Luas Daerah(Ha)
Lahan
Sawah (Ha)
Bukan Lahan
Sawah (Ha)
1 Sido Mulyo 1.525 0 1.525
2 Alue Rambe 700 0 700
3 Cot Menye Cut 1.671 0 1.671
4 Cot Meureubo 1.600 0 1.600
5 Panton Rayeuk I 1.025 0 1.025
6 Blang Talon 200 56 144
7 Bukit 360 61 299
8 Lhok Jok 450 55 395
9 Seuneubok Drien 350 0 350
10 Ceumpeudak 150 91 59
11 Blang Riek 178 96 82
12 Blang Ara 150 73 77
13 Keude Blang Ara 2 0 2
14 Krueng Manyang 78 61 17
15 Bayu 250 94 156
16 Blang Ado 200 53 147
17 Dayah Meunara 150 109 41
18 Cot Rheu 300 70 230
19 Babah Lueng 400 61 339
20 Panton Rayeuk II 200 0 200
21 Saweuk 400 12 388
22 Lang Kuta 400 40 360
23 Cot Sumiyong 600 12 588
24 Meuriya 85 26 59
25 Beureughang 40 15 25
26 Mulieng Manyang 125 63 62
27 Mulieng Meucat 100 85 15
28 Pulo Barat 100 61 39
29 Pulo Rayeuk 100 42 58
30 Meunasah Kumbang 200 61 139
31 Ceumeucet 200 75 125
32 Guha Uleue 400 90 310
33 Blang Gurah 200 80 120
34 Krueng Seunong 800 51 749
35 Keude Krueng 33 26 7
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36 Pulo Iboh 300 73 227
37 Keureusek 180 85 95
38 Kulam 130 33 97
39 Krueng Seupeng 800 213 587
Total 15.132 2.023 13.109
Sumber: BPS, 2016.
Berdasarkan tabel di atas, desa-desa yang menjadi unit analisis dalam
penelitian ini, banyak memanfaatkan luas wilayah untuk lahan sawah. Desa
Dayah Meunara memanfaatkan 73% dari total wilayah untuk lahan sawah, Desa
Bayu dan Beureughang 38%, Desa Meunasah Kumbang yaitu 31%, Desa Blang
Ado sebesar 27% dan Cot Rheu 23%.
Dari luas lahan sawah tersebut, tahun 2015 Kecamatan Kuta Makmur
menghasilkan padi sebesar 13.898 Ton.187 Sedangkan dari hasil perkebunan
rakyat, didominasi oleh kelapa sawit dengan hasil produksi sebanyak 6.037 Ton
disusul tanaman karet dengan hasil produksi 1.876 Ton.188
Selain memproduksi hasil pertanian dari tanaman pangan dan perkebunan,
Kecamatan Kuta Makmur juga ikut menyuplai hasil pertanian lain dari jenis
palawija seperti kedelei, kacang tanah dan ubi kayu. Sedangkan produksi tanaman
holtikultura lainnya adalah cabe, terong, ketimun dan bayam. Secara grafis hasil
pertanian dan perkebunan rakyat bisa dilihat dalam grafik berikut:189
Grafik 1
Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan Tahun 2015 dalam Ton
Sumber: BPS, 2016.
187 Ibid. h. 7.
188 Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 7.
189 Ibid. h. 8.
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Dilihat dari segi perekonomian, Pasar merupakan salah satu pusat
perekonomian bagi suatu daerah. Sehingga keberadaannya sangatlah penting tidak
hanya bagi pendorong roda perekonomian, tapi juga sarana penunjang
ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan lain. Secara umum di Kecamatan Kuta
Makmur terdapat dua pasar dengan bangunan permanen dan dua pasar dengan
bangunan tidak permanen. Sedangkan untuk kios dan toko banyak terdapat di
bangunan pasar di Desa Sido Mulyo, Keude Blang Ara dan Cot Seutui
(Beureughang). Industri kecil dan industri rumah tangga yang banyak terdapat di
Kecamatan Kuta Makmur adalah industri anyaman yang mencapai 74 unit.190
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan daerah adalah
peningkatan sumber daya manusia. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan
pendidikan, oleh karena itu ketersedian sarana dan prasarana untuk pendidikan
amatlah penting. Selain fasilitas pendidikan  umum, di Kecamatan Kuta Makmur
sudah terdapat Pesantren Tradisional yaitu seperti diperlihatkan dalam tabel
berikut ini:191
Tabel 13
Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Kuta Makmur
No Jenjang pendidikan Jumlah Sekolah
1. TK 2 unit
2. SD 20 unit
3. MI 4 unit
4. SMP 5 unit
5. MTs 2 unit
6. SMU 3 unit
7. MA. 2 unit
8. Pesantren Tradisional 6 unit
9. SMK -
Sumber: BPS, 2016.
Sedangkan untuk sarana kesehatan, Kecamatan Kuta Makmur memiliki
beberapa sarana dan prasarana dengan jumlah tenaga medis 4 orang dokter, 62
190 Statistik Daerah Kecamatan Kuta Makmur 2016, h. 5.
191 Ibid. h. 9.
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orang Bidan dan 75 orang perawat/mantri.  Berikut ini ketersedian sarana dan
prasarana kesehatan di Kecamatan Kuta Makmur:192
Tabel 14
Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Makmur
No Sarana Kesehatan Jumlah
1 Rumah Sakit -
2. Rumah sakit Bersalin -
3. Poliklinik/Balai Pengobatan -
4. Puskesmas 1
5. Puskesmas Pembantu 4
6. Praktek Dokter 2
7. Praktek Bidan 2
8. Posyandu 40
9. Pondok Bersalin Desa (Polindes) 15
10. Apotik -
11. Toko Obat 5
Sumber: BPS, 2016.
Dari segi agama, dipastikan semua penduduk Kecamatan Kuta Makmur
beragama Islam. Jadi Tempat Ibadah di Kecamatan Kuta Makmur hanya terdiri
dari tempat peribadatan bagi Muslim saja yaitu 18 unit Mesjid serta 39 unit
Meunasah tersebar di setiap desa.  Untuk sarana transportasi, hanya 23 desa yang
jalan utamanya telah diaspal, 16 desa lagi masih dalam tahap pengerasan.193
2. Deskripsi Situasi Pada Saat Penelitian
Pada saat penelitian yaitu pada Bulan Desember, desa-desa yang menjadi
unit analisis dalam penelitian ini tidak melakukan cocok tanam secara bersamaan
dalam satu siklus (3 bulan). Persamaan waktu untuk memulai cocok tanam hanya
diwajibkan pada petani dalam satu desa. Masing-masing desa melakukan
musyawarah dan membuat kesepakatan tersendiri tentang waktu memulai cocok
tanam kembali.194
192 Ibid.
193 Ibid. h. 10.
194 Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga
seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara pribadi tanggal 12
Desember 2016.
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Pada bulan Desember tersebut Desa Dayah Meunara dan Cot Rheu dan
sebagian Desa Beureugang195 sudah menempuh tahap akhir yaitu sedang
melakukan panen, Desa Meunasah Kumbang sudah menyemai benih, sementara
Desa Bayu dan Blang Ado baru memulai proses untuk mengolah lahan yaitu
sedang membajak lahan.196
Kepala Kelompok Tani desa Dayah, Anwar Hasyem mengatakan hal yang
menyebabkan terjadi perbedaan waktu cocok tanam pada musim ini adalah
pertimbangan musim hujan dan irigasi. Setelah panen musim lalu sekitar bulan
Maret 2016, masyarakat agak enggan memulai cocok tanam kembali pada bulan-
bulan berikutnya. Masyarakat memutuskan untuk memulai pada akhir tahun atau
awal tahun berikutnya. Karena diperkirakan bulan Agustus dan September musim
kemarau belum berakhir, sementara saat-saat tersebut lahan dan tanaman sangat
membutuhkan air dan suplai air dari irigasi tidak mencukupi untuk mengairi
seluruh lahan. Sementara akhir tahun yaitu bulan November dan Desember akan
terjadi curah hujan yang tinggi, saat inilah waktu yang sangat tepat untuk memulai
membajak sawah dan memulai cocok tanam kembali. Jika memulai cocok tanam
pada mulai Agustus, maka Bulan November dan Desember adalah masa-masa
pembuahan dan panen. Curah hujan yang sangat tinggi menyebabkan tingkat
serangan hama juga tinggi seperti hama tikus.197
Tiga Desa yaitu Desa Dayah Meunara, Cot Rheu dan sebagian
Beureughang tidak pasrah begitu saja pada keadaan musim. Diyakini dengan
usaha dan doa bahwa Allah akan memberi pertolongan. Akhirnya masyarakat
sepakat memulai bercocok tanam kembali pada bulan Agustus karena lahan sudah
terbengkalai sejak Maret 2016.198
195 Perbedaan waktu memulai cocok tanam di Desa Beureughang karena letak petak
sawah di desa tersebut terpisah-pisah, berbeda dengan desa-desa yang lain yang cenderung
menyatu.
196 Hasil observasi peneliti pada tanggal 12 Desember 2016.
197 Anwar Hasyem (46 thn), Ketua Kelompok Tani Gampong Dayah, wawancara pribadi
tanggal 18 Januari 2017.
198 Ahmad Fauzi (28 thn), , Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan Kampung dan juga
merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan Kuta Makmur, wawancara
pribadi tanggal 12 Desember 2016.
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Tidak jauh seperti yang diramalkan, banyak lahan yang mengalami
kekeringan dan kekurangan air di awal-awal masa cocok tanam, namun tetap
dipertahankan dengan air dari pengairan yang seadanya. Pada saat padi mulai
berbuah yaitu bulan November dan Desember, terjadi curah hujan yang tinggi.
Sehingga berdatangan hama tikus juga beberapa hama lain. Para petani
mengeluarkan usaha ekstra untuk mencegah hama tersebut. Curah hujan yang
tinggi juga mempengaruhi kualitas dan daya tahan padi hasil panen, bahkan gabah
basah harganya akan lebih murah daripada gabah kering.199
Jadwal cocok tanam yang tidak sama antara lahan-lahan yang berdekatan
sebenarnya menimbulkan risiko hama lebih tinggi. Sehingga tiap desa yang
berdekatan mengusahakan agar tidak terjadi selisih waktu cocok tanam. Dari
unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) sudah menetapkan jadwal
turun ke sawah secara serentak yaitu Bulan April dan September. Karena
ketersediaan irigasi belum memadai dan suplai air tidak mencukupi untuk seluruh
lahan, maka dibolehkan terjadi perbedaan masa cocok tanam.200
B. Sistem Pengelolaan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
1. Sejarah Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur
Awalnya di Indonesia, pengelolaan zakat dilakukan tanpa keterlibatan
negara. Pada awal kemerdekaan pemerintah memilih tidak ikut campur dalam
masalah zakat. Dengan demikian zakat dijalankan secara individual-tradisional,
dengan ditopang institusi keagamaan mesjid dan pesantren dan sebagian besarnya
bersifat temporer yaitu saat bulan Ramadan atau panen.201 Kadang-kadang
pengelola zakat juga terbentuk karena ada keperluan tertentu misalnya
199 Muhammad Nazar (40 thn), petani di desa Meunasah Dayah, wawancara pribadi
tanggal 27 Desember 2016.
200 Anwar Hasyem (46 thn), Ketua Kelompok Tani Gampong Dayah, dan Ilyas (51 thn),
penjaga air kecamatan, wawancara pribadi tanggal 18 Januari 2017.
201 Tim Penulis IZDR 2010, Indonesia Zakat & Depelopment Zakat 2010: Menggagas
Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan
Zakat Nasional, cet. 2 (Jakarta: Indonesia Magnifence of Zakat, 2011), h. 75.
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membangun mesjid, madrasah maupun pesantren. Setelah itu mereka akan
membubarkan diri sehingga tidak ada kontinyuitas secara kelembagaan.202
Menurut catatan sejarah Muchtar Zarkasyi, SH, masuknya zakat dalam
pengaturan hukum di Indonesia dimulai dari tahun 1967. Pada tahun 1967 menteri
agama KH. Saifuddin Zuhri mengajukan draft UU Zakat kepada DPRGR
pimpinan AH. Nasution. Akan tetapi langkah tersebut tidak ada kelanjutannya.
Menteri Agama di awal era Orde Baru, KH. Moh. Dahlan, tahun 1968
mengeluarkan dua peraturan tentang zakat yaitu Peraturan Menteri Agama no. 4
dan nomor 5 tentang Baitul Mal. Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan
Instruksi Menteri Agama no.16 tahun 1968 tentang pedoman pelaksanaan dan
penjelasan mengenai PMA no. 4 dan no.5 tahun 1968.203 Namun sayang, PMA
tersebut ditangguh dan ditunda pelaksanaan oleh Presiden Soeharto yang masih
“sensitif” dengan hal-hal keislaman. Penundaan tersebut dituangkan dalam
intruksi Mentri Agama no. 1 tahun 1969 tentang Penundaan Pelaksanaan
Peraturan Menteri Agama no. 4 dan 5 tahun 1968. Namun beberapa daerah
mengambil inisiatif sendiri dan tetap mendirikan lembaga amil zakat meskipun
tidak menunjukkan hasil yang signifikan.204
Setelah perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan dalam
meletakkan dalam positivisasi undang-undang negara, akhirnya lahir Undang-
undang RI no. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi kerangka
regulasi dan institusional untuk dunia zakat nasional walaupun masih jauh dari
memadai, namun tetap memberi iklim kondusif untuk integritas dan inovasi
pengelolaan zakat, di era ini penghimpunan dana semakin meningkat dan
pengelolaan semakin efektif.205 Sebagai kelanjutan dari Undang-Undang tersebut
tahun 2001 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia
nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
202 Forum Zakat, Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa
Depan Zakat Indonesia (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), h. 4.
203 Forum Zakat, Cetak Biru. h. 7.
204 Ibid.
205 Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-undang no. 23 thun 2011 tentang
pengelolaan zakat (perpektif hukum Islam)” dalam Syariah Jurnal Ilmu Hukum vo,um 15, nomor
2, Desember 2015.
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Kepres ini menegaskan dan mengukuhkan lembaga Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas) untuk pengelolaan zakat.
Provinsi Aceh yang mendapatkan hak otonomi khusus membuat Undang-
undang sendiri untuk mengatur kesinambungan zakat di Aceh. Undang-undang
tersebut tertuang dalam Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal.
Qanun ini merupakan perpanjangan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),
namun di Provinsi aceh dinamakan dengan Baitul Mal Aceh. Dengan Qanun ini,
berdiri juga Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal
Gampong (desa).
Seperti umumnya di Indonesia, pengelolaan zakat di Kecamatan Kuta
Makmur awalnya masih dilakukan secara pribadi. Namun semenjak tahun 1970-
an masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mulai berkumpul untuk mengelola
zakat bersama. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat itu panen padi
meningkat, siklus penanamannya menjadi dua kali dalam setahun, sehingga
banyak masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Mulai saat
itu diangkatlah Imuem meunasah yang dianggap sebagai pimpinan dalam hal
keagamaan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di desa dan
berlangsung hingga saat ini.206
Secara formal, Qanun Aceh tentang baitul Mal sudah disosialisasikan
hingga di Kecamatan Kuta Makmur. Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal
Gampong sudah diresmikan di sana. Namun sejauh ini, pelaksanaannya masih
belum berjalan lancar. Pengurus yang sudah dilantik tidak mendapatkan follow up
untuk melaksanakan program Baitul Mal. Pengurus juga tidak mendapatkan
pelatihan-pelatihan serta arahan apalagi kontrol yang intensif dari pemerintah.
Dengan keadaan ini, masyarakat di desa-desa Kecamatan Kuta Makmur
melanjutkan budaya yang telah dilakukan turun-temurun dalam pengelolaan
zakat.207
206 Abdullah Ahmad (65 thn), \petani dan Tuha Peut gampong (Senior dan Penasehat
desa) di desa Dayah Meunara, wawancara pribadi tanggal 21 Maret 2017.
207 Tgk. Badruddin (58 thn), Imuem Chiek Mesjid kemukiman Blang Ara, menjabat juga
sebagai naẓīr wakaf. Wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
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Menurut Dra. Hasniah, faktor penghambat program Baitul Mal Gampong
yang sangat mendasar adalah belum ada alokasi dana untuk program ini. Sehingga
pihak Kecamatan juga tidak bisa memberi perhatian besar untuk hal ini. Namun
pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara tetap berkoordinasi dengan amil zakat
tiap desa untuk memperoleh data hasil zakat.208 Panitia Amil zakat yang dibentuk
di bawah koordinasi Imuem Meunasah. hanya mengatur pengelolaan zakat
pertanian. Sementara urusan jenis zakat lain diserahkan kepada pribadi muzakki>,
baik segi perhitungannya, distribusinya dan pengelolaannya. Untuk
pelaksanaannya masyarakat cenderung meminta arahan dari Ulama setempat
untuk meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan tuntunan
agama.209
2. Pemilihan Amil Zakat
Di Kecamatan Kuta Makmur, siapapun yang terpilih menjadi Imuem
Meunasah (Imam Surau di desa) secara otomatis akan menjadi Amil zakat dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat. Walaupun tanpa disengaja,
penunjukan Imuem Meunasah sebagai pimpinan Amil zakat tingkat desa adalah
sesuai dengan Qanun Aceh tentang Baitul Mal.210 Namun penunjukan ini tidak
mengikat dan atau atas perintah dari pemerintah. Kepemimpinan Imuem
Meunasah sebagai Amil zakat adalah permanen, namun keanggotaan tambahan
untuk Amil zakat bersifat sementara dan musiman juga berganti-ganti. Jumlah
anggota amil zakat tidak dibatasi, namun dipilih sesuai kebutuhan.211 Di antara
kebutuhan amil pada pengelolaan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
adalah pengangkut dan pengumpul hasil zakat, penulis dan pencatat (sekretaris),
penentu alokasi zakat termasuk menentukan mustaḥiqq zakat, serta penghitung
serta keamanan.212
208 Dra. Hasniah (49 thn), Kasi Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Kecamatan Kuta
Makmur, wawancara pribadi tanggal 15 Desember 2016.
209 Waled Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah
Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
210 Lihat: Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 bagian kelima pasal 7.
211 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
212 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
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Setiap amil yang telah ditentukan mendapat upah dari hasil kerjanya yang
diambil dari hasil zakat musim tersebut. Penentuan upah berpedoman pada ujrah
miṡl yaitu upah yang sesuai, pantas dan yang biasa berlaku di masyarakat. Oleh
karena itu upah amil bervariasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.213
3. Penghimpunan Zakat
Penghimpunan zakat di zaman sekarang sering diistilahkan dengan istilah
fundraising zakat. Namun fundraising zakat bisa dikatakan lebih umum dan lebih
terstruktur, yaitu berupa kegiatan mempengaruhi, menjelaskan dan
mensosialisakan kepada masyarakat untuk mengumpulkan zakat atau menunaikan
zakat pada lembaga tertentu.
a. Sosialisasi Zakat di Kecamatan Kuta Makmur
Di Kecamatan Kuta Makmur, penghimpunan zakat dilakukan dengan
pendekatan kerelaan dan kesadaran dari muzakki>. Kesadaran muzakki> di
Kecamatan Kuta Makmur tidaklah muncul dengan sendirinya, namun sudah
melalui sosialisasi dan pengarahan secara intensif. Waled Ghazali, sebagai
salah satu tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur, mengusahakan
penyuluhan untuk masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat diyakinkan
bahwasanya kewajiban zakat bukanlah hal yang bisa dipermainkan, bahkan
Para Sahabat memerangi orang yang enggan menunaikannya. Selain memberi
sosialisasi tentang wajibnya zakat, Para tokoh agama juga melakukan
pendidikan tentang seluk-beluk zakat, untuk menumbuhkan kesadaran yang
lebih kuat lagi, melalui ceramah-ceramah, pengajian kitab kuning, atau
langsung ketika proses pelaksanaan zakat. 214
Para pendatang di Kecamatan Kuta Makmur diharuskan menjalankan
peraturan yang telah berlaku. Apabila ada masyarakat yang enggan
melaksanakannya, akan dilakukan pendekatan-pendekatan melalui
pendidikan, nasehat dan sebagainya hingga kembali sadar untuk menunaikan
213 Ibid.
214 Ibid. wawancara lanjutan pada tanggal 1 Februari 2017
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zakat. Waled Ghazali meyakinkan bahwa saat ini tidak ada lagi masyarakat
yang mungkir dalam menunaikan zakat.215
b. Al-Maujūdāt az-Zakawiyyah 216 di Kecamatan Kuta Makmur
Seperti yang sudah dikaji di landasan teoritis, terdapat perbedaan
Ulama tentang jenis-jenis tanaman dan tumbuhan yang diwajibkan zakat
atasnya. Para Ulama kontemporer lebih cenderung mengambil pendapat
Hanafiyah yang mewajibkan pada seluruh jenis tanaman yang diniatkan
untuk diambil hasilnya. Kementrian Agama di Indonesia juga cenderung
mengambil pendapat Hanafiyah pada satu sisi dan mengambil pendapat
Syafiiyah pada sisi lain.217
Menyangkut hal ini, masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur tetap
mengikuti pendapat Syafiiyah yaitu hanya mengeluarkan zakat pada bahan
makanan pokok saja seperti padi dan jagung serta jenis tanaman lain yang
menjadi makanan pokok setempat. Sementara hasil tanaman dan tumbuhan
lain hanya dianjurkan untuk berinfak.218 Oleh karena itu kegiatan
penghimpunan zakat di Kecamatan Kuta Makmur juga hanya dilakukan pada
hasil pertanian padi saja. Alasannya adalah bahwasanya ada Hadis yang
membatasi kewajiban zakat pada empat jenis saja yaitu kurma kering, anggur
kering, gandum dan sya‘i>r (sejenis gandum).219 Kemudian Syafiiyah
mengkiaskan jenis yang disebutkan kepada tanaman makanan pokok
masyarakat setempat. Pendapat inilah yang dijalankan secara turun-temurun
di Kecamatan Kuta Makmur.  Sementara zakat selain pertanian ditunaikan
secara pribadi oleh muzakki>.220
Selain keselarasan dalam jenis tanaman yang wajib dizakati,
masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur diwajibkan juga menunaikan zakat
215 Ibid.
216 Maujūdāt az-zakawiyyah adalah jenis-jenis harta yang wajib dizakati, lebih
lengkapnya silakan rujuk bab II halaman 21.
217 Silakan rujuk kembali catatan kaki nomor 81 pada bab II halaman 36-37.
218 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016 dan Tgk.
Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016. Pelaksanaan ini juga sesuai
dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh no. 09 tahun 2013.
219 Hadis ini telah disebutkan pada bab II, silahkan rujuk halaman 22-23.
220 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
86
86
di tempat (desa) lahan pertanian berada meskipun tidak bertempat tinggal di
tempat tersebut, begitu juga dengan distribusi zakatnya tidak boleh
dikeluarkan untuk mustaḥiqq di luar desa tersebut, kecuali di desa tersebut
tidak ditemukan mustaḥiqq zakat sama sekali, atau ada hal-hal tertentu seperti
ada hubungan kerabat dengan mustaḥiqq zakat di tempat lain.221
Ketika panen padi tiba, masyarakat yang telah memenuhi niṣāb akan
menunaikan zakat dengan kesadaran masing-masing. Hasil zakat biasanya
dikumpulkan di Meunasah desa masing-masing. Imuem Meunasah selaku
penanggung jawab dalam pengelolaan zakat, akan menunjuk amil sebagai
keamanan yang menjaga zakat, bila dibutuhkan, Imuem Meunasah juga akan
menunjuk pengangkut zakat juga.
c. Kaya Zakat Bukan Kaya Harta
Sebelum mengeluarkan zakat, atau menjadi seorang muzakki> tentu ada
kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Kriteria ini merupakan syarat-syarat
umum dalam zakat. Apabila belum terpenuhi syarat-syarat tersebut maka
gugur kewajiban zakat atasnya.
Di Kecamatan Kuta Makmur, kriteria jatuhnya kewajiban zakat
pertanian pada seseorang hanyalah kaya zakat. Kaya zakat ditandai dengan
hasil panen bruto (penghasilan kotor) yang telah mencapai niṣāb. Barang
siapa memenuhi niṣāb yang telah ditentukan maka yang bersangkutan wajib
menunaikan zakat tanpa mempertimbangkan keadaan ekonominya sehari-
hari. Waled Ghazali menyebut kriteria ini dengan “kaya zakat bukan kaya
harta”, Waled Ghazali juga meyakinkan bahwa kriteria tersebut sesuai dengan
pendapat dalam Mazhab Syafiiyah.222
Dalam Mazhab Syafiiyah, biaya-biaya, hutang dan kebutuhan sehari-
hari tidak boleh dikurangi dari zakat pertanian sebelum dihitung niṣāb, untuk
memenuhi segala tanggungan tersebut harus mencari sumber lain atau
221 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
222 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
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dikurangi setelah perhitungan niṣāb. Jika dikurangi sebelum dihitung niṣāb,
ditakutkan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat.223
Mengikuti ketentuan diatas, maka perhitungan zakat langsung
dilakukan saat panen, tepatnya pada saat merontokkan padi dari tangkainya.
Pekerja yang merontokkan padi bertanggung jawab dalam menghitung hasil
panen dan menyisihkannya untuk zakat apabila telah sampai niṣāb.
4. Distribusi Zakat
Apabila dirasakan seluruh zakat sudah terkumpul, Imuem Meunasah akan
mengadakan duek pakat (rapat) dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga
anak muda. Duek pakat ini sangat diperlukan untuk menentukan mustahiqq zakat
secara objektif dan tepat. Seluruh undangan yang datang dianggap Amil dan
mendapat jatah upah yang pantas dan sesuai.
Dalam penentuan mustahiqq zakat, para amil zakat akan berpegang dan
mengikut kriteria sesuai dengan Alquran dan Hadis yang diuraikan dalam kitab-
kitab fikih. Sesuai Naṣṣ Alquran, ada delapan golongan mustaḥiqq zakat. Para
amil zakat berusaha menyelusuri seluruh golongan tersebut pada masyarakat desa
setempat, walaupun pada akhirnya hanya menemukan beberapa golongan saja
sesuai keadaan dan kondisi.
Dalam penentuan mustahiqq zakat, Amil zakat akan melihat kehidupan
sehari-hari masyarakat. Diantara kategori yang diperhatikan dalam menentukan
mustahiqq zakat adalah tidak mempunyai usaha tetap seperti pedagang atau
pekebun yang sukses, tidak mempunyai pendapatan tetap seperti pegawai dan
karyawan baik negeri maupun swasta, anak yatim dan janda, dan beberapa hal lain
yang mendukung seperti jumlah tanggungan yang banyak di keluarga, menderita
kemalangan, mempunyai penyakit dan cacat. Selain menelusuri kondisi
masyarakat, Para Amil juga menerima laporan masyarakat mengenai layak
tidaknya menjadi mustahiqq zakat. Sasaran dari kategori ini akan diputuskan
dalam duek pakat tersebut.224
223 Ibid.
224 Ibid.
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Masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria maka akan dimasukkan
dalam golongan yang berhak menerima zakat. Seperti yang disinggung
sebelumnya kriteria wajib zakat adalah kaya zakat bukan kaya harta, maka tanpa
disengaja akan terkumpul kriteria muzakki> dan mustahiqq zakat pada satu orang.
Teungku Badruddin Ali tidak menyangkal hal ini dan kerap kali terjadi di
Kecamatan Kuta Makmur.225 Kriteria muzakki> akan melekat hanya dengan
sampainya niṣāb pada saat panen, namun apabila ditelaah kembali terhadap yang
bersangkutan, memenuhi kriteria dan layak menjadi mustahiqq maka berhak
menerima zakat dan akan dipenuhi haknya tersebut.
Dalam distribusi zakat, di Kecamatan Kuta Makmur hanya diperuntukkan
untuk mustaḥiqq setempat di desa tersebut. Jikalau ada koordinasi dengan Baitul
Mal Kabupaten, hanya menyerahkan data-data hasil zakat dan tidak diminta untuk
menyerahkan hasilnya. Alasan ini berpegang pada tafsiran Hadis yang
menganjurkan distribusi zakat di tempat penghimpunan zakat.226 Alasan
pengambilan “desa” sebagai batasan tempat yang dimaksud dalam Hadis adalah
untuk kemudahan pengelolaan.227
Semua hasil zakat yang terkumpul akan didistribusi semuanya dalam
bentuk padi juga tanpa ada sisa. Distribusi zakat secara produktif pernah
terpikirkan oleh tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur, karena
diyakini akan lebih bermanfaat bagi mustaḥiqq. Namun karena mental masyarakat
yang belum siap, rencana ini dianggap lebih banyak mudaratnya. Sehingga hingga
saat ini program zakat produktif belum terlaksana.228
C. Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
1. Niṣāb Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
Dalam zakat pertanian, perhitungan niṣāb berbeda dengan zakat lain.
Seperti yang sudah dibahas, semua Ulama sependapat bahwasanya niṣāb zakat
225 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
226 Wajh istidlāl-nya adalah lafal  “ ْﻢِِﮭﺋاََﺮُﻘﻓ َﻰﻠَﻋ ﱡدَُﺮَﺘﻓ ْﻢِِﮭﺋَﺎِﯿﻨَْﻏأ ْﻦِﻣ ُﺬَﺧُْﺆﺗ” artinya diambil dari orang
kaya dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka, ḍamīr “ ْﻢِھ” di sini diartikan dengan kata
ganti untuk orang yang berada ditempat yang sama yaitu tempat pemberi zakat dan tempat
penerima zakat. Untuk Hadis lengkapnya silakan rujuk bab I, halaman 2.
227 Waled Ghazali (51 tahun), Wawancara lanjutan tanggal 1 Februari 2017.
228 Ibid., wawancara tanggal 14 Desember 2016.
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pertanian adalah 5 ausuq sesuai dengan Hadis kecuali Imam Abu Ḥani>fah. Sejak
dahulu, berapa ukuran 5 ausuq tidak ada satu kata sepakat. Diantara Imam
mazhab yang empat pun terjadi perbedaan pendapat, konon lagi di zaman
sekarang.
Mengikuti Hadis Nabi, perlu ditegaskan bahwasanya zakat pertanian dan
perkebunan kewajiban zakatnya adalah pada biji-bijian atau buah-buahan yang
sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi.
Maka dari itu niṣāb 5 ausuq diperhitungkan pada biji-bijian atau buah-buahan
yang sudah kering dan sudah dibersihkan dari kulitnya dan siap untuk dikonsumsi
juga. Seperti dalam Hadis disebutkan niṣāb 5 ausuq dihitung pada tamr (kurma
kering) dan zabi>b (anggur kering) juga pada gandum. Begitu juga zakat padi, 5
ausuq adalah ukuran niṣāb untuk beras bukan untuk padi. Disebabkan masyarakat
menyimpan padi maka diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat dengan padi dan
niṣāb-nya dihitung dua kali lipat yaitu 10 ausuq.229
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan ukuran niṣāb
adalah karena perbedaan alat takaran yang dipakai untuk mengkonversikan
menjadi ukuran timbangan. Seperti di Malaysia misalnya memakai gantang untuk
menyukat zakat, namun ukuran gantang jika dikonversi kepada timbangan di satu
negeri berbeda dengan negeri bagian lain.230
Secara umum di Indonesia memakai konversi yang dikeluarkan oleh
BAZNAS yaitu 653 kg beras. Biasanya akan dinilai dengan harga mata uang
rupiah, bila harga panen mencapai sejumlah 653 kg beras maka dianggap
mencapai niṣāb. Selain itu, masih ada juga yang tetap menghitung dari hasil
panen, karena ada sebagian petani tidak menjual hasil panennya.
Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mengeluarkan zakat langsung
dengan padi dan menggunakan sukatan atau takaran bukan menggunakan
timbangan. Hasil panen langsung dihitung ketika merontokkan padi dengan
menggunakan kaleng. Satu kaleng berkisar 12-14 kg padi, namun dalam jumlah
besar, hasil panen padi sering dihitung dengan menggunakan takaran gunca. Satu
229 Ibn Quddāmah, Al-Mugniy, jilid III, h. 8.
230 Muhammad Firdaus Ab Rahman, et.al, “Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di
Negeri-negeri Terpilih di Malaysia ” dalam Jurnal Syariah jil. 23, bil. 1, 2015.
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gunca seukuran dengan 15 kaleng atau berkisar 180-210 kg padi. Perbedaan
timbangan padi sangat tergantung pada kandungan air dalam gabah juga cara
menakar atau memasukkan gabah ke dalam alat takaran tersebut.
Ukuran 5 ausuq pada niṣāb zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
dikonversikan dengan sukatan 90 kaleng atau 6 gunca padi dan setara dengan
1.080-1.260 kg padi, tergantung kandungan air.231 Perincian perhitungan
konversinya sebagai berikut:
1 niṣāb = 5 ausuq
5 ausuq = 300 ṣā‘ beras di mana 1 ausuq = 60 ṣā‘
300 ṣā‘ = 500 bambu beras di mana 1 ṣā‘ = 1,6 bambu beras
500 bambu = 62,5 naleh padi di mana 1 naleh = 8 bambu beras
62,5 naleh padi   = 93,75  kaleng padi di mana 1 naleh = 1,5 kaleng dan
digenapkan menjadi 90 kaleng padi
90 kaleng padi = 1.080-1.260 kg padi, di mana 1 kaleng 12-14 kg padi
Ukuran ini berdekatan dengan ketetapan BAZNAS sebesar 2 kali 653 kg
beras yaitu 1.306 kg karena ditunaikan dalam bentuk padi. Penggunaan sukatan
(takaran) bukan timbangan dalam menghitung niṣāb di Kecamatan Kuta Makmur
adalah karena dasar hukum niṣāb adalah 5 ausuq yang merupakan ukuran takaran.
Disamping itu menggunakan takaran lebih tepat juga karena takaran tidak terlalu
dipengaruhi oleh kandungan air, sementara timbangan sangat berpengaruh pada
kandungan air. Apalagi para petani di Kecamatan Kuta Makmur menghitung
niṣāb langsung setelah panen sebelum dikeringkan. Diperkirakan berat padi akan
menyusut hingga 10% setelah dikeringkan, maka penggunaan takaran lebih tepat
dibandingkan menggunakan timbangan.232
2. Kadar Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
Kadar zakat pertanian dan perkebunan lebih unik dibandingkan dengan
kadar zakat lainnya, yaitu 5%, 7,5% dan 10%. Keberagaman tersebut tergantung
231 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
232 Ibid.
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pada ada tidaknya beban dan biaya pada pengairan sebagaimana telah dibahas
sebelumnya.
Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur menunaikan zakat pertanian
sebesar 10% dari total panen yang dicapai apabila telah sampai niṣāb. Pemilihan
10% dikarenakan petani menggunakan irigasi yang telah disediakan pemerintah
dan tadah hujan. Para petani tidak mengeluarkan biaya dan beban apapun untuk
pengairan.233
Dalam pelaksanaannya, masyarakat langsung menghitung hasil panen di
sawah ketika merontokkan padi dari tangkainya. Apabila telah mencapai niṣāb
yaitu 90 kaleng maka langsung disisihkan 10% yaitu 9 kaleng untuk zakat. Tugas
menghitung dan menyisihkan itu langsung dilakukan oleh para pekerja yang
merontokkan padi saat panen.
Dalam pengeluaran zakat pertanian, masyarakat Kecamatan Kuta Makmur
terlihat sangat antusias. Para petani lebih mendahulukan zakat daripada lainnya,
sehingga hasil zakat yang telah disisihkan oleh para perontok akan dilaporkan
kepada amil zakat dan amil akan mengangkut ke Meunasah dan didata. Para
petani memastikan zakat mereka harus tiba dahulu di meunasah sebelum hasil
panen tiba di rumah atau tiba di pasar untuk dijual.
3. Ḥaul Pada Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
Cocok tanam padi yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Kuta
Makmur sering mengikuti musim hujan. Pengairan yang tersedia tidak bisa
memenuhi kebutuhan tanaman akan air secara maksimal. Oleh karena itu, cocok
tanam yang seharusnya bisa dilakukan sampai tiga kali dalam setahun hanya bisa
dilakukan dua kali bahkan pernah juga hanya dilakukan sekali.
Bagi masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur, zakat pertanian selalu
ditunaikan setiap panen tanpa menunggu putaran setahun apabila telah memenuhi
niṣāb sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama berdasarkan Alquran dan Sunah.
Namun apabila hasil panen musim pertama tidak sampai niṣāb maka akan
digabungkan dengan hasil panen musim kedua apabila masih dalam satu tahun
233 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
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yang sama hingga sampai niṣāb dan selanjutnya ditunaikan zakatnya.234 Waled
Ghazali mengatakan bahwasanya model perhitungan ḥaul seperti ini adalah
pendapat Jumhur Ulama dikalangan Syafiiyah.235 Pengambilan model ini
ditegaskan juga oleh Tgk. Badruddin, bahwa dalam Syafiiyah ada beberapa
pendapat yang berbeda satu sama lain, namun menurutnya pendapat ini yang kuat
dalam mazhab Syāfi‘i meskipun tidak dipegang oleh mazhab lain.236
4. Pertimbangan al-Maṭlūbah al-Ḥāllah
Tidak dapat dipungkiri, untuk menghasilkan hasil panen yang maksimal
tentu membutuhkan usaha yang maksimal pula. Usaha-usaha yang maksimal tentu
membutuhkan biaya yang besar. Biaya-biaya tersebut merupakan keharusan, jika
tidak dilakukan maka akan mengakibatkan gagal panen, seperti biaya obat
tanaman dan pengentasan hama.
Selain biaya-biaya produksi, ada juga tanggungan lain seperti hutang
pribadi dan kebutuhan hidup keluarga yang merupakan kewajiban kepala rumah
tangga untuk memenuhinya. Tanggungan ini akan diambil dari hasil panen
apabila tidak mempunyai penghasilan lain atau penghasilan lain tidak memadai.
Biaya-biaya yang dibutuhkan para petani untuk mengolah sawahnya
tidaklah sedikit. Para petani juga mengaku jarang sekali mendapat subsidi dari
pemerintah sebagai bantuan untuk pertanian. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan
dari kantong sendiri bahkan ada yang berhutang, bila tiba masa panen baru
dilunasi, namun bila panen gagal maka hutang tersebut akan menunggak lagi.237
Melihat tata-cara pengeluaran zakat pertanian di Kecamatan Kuta
Makmur, para petani tidak mengurangi biaya-biaya tersebut sebelum menunaikan
zakat, baik biaya produksi, hutang-hutang, biaya sewa serta biaya kebutuhan
hidup sehari-hari. Perlakuan seperti ini diakui oleh Waled Ghazali dan Imuem
234 Ibid., dalam pelaksanaannya diiyakan juga oleh sejumlah petani dari hasil wawancara
tanggal 18 Januari 2017, seperti Junaidi (31 thn) petani di desa Cot Rheu, Yahya (49 thn) petani di
Desa Balang Ado, semuanya hasil wawancara 18 Januari 2017.
235 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
236 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara pribadi tanggal 16 Desember 2016.
237 Anwar Fuadi Abdullah (40 thn), petani di Desa Meunasah Dayah, wawancara pribadi
tanggal 28 Desember 2016.
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Chiek Badruddin merujuk pada Mazhab Syafiiyah yang tidak membolehkan
pemotongan apapun pada zakat pertanian. “ﺎﮭﺑﻮﺟو ﻦﯾﺪﻟا ﻊﻄﻘﯾ ﻻ” (hutang tidak
mengurangi kewajiban zakat), inilah alasannya yang tertulis pada kitab-kitab
dalam Mazhab Syafii. Hutang yang dimaksud di sini termasuk biaya-biaya
produksi dan biaya hidup.238
Waled Ghazali meresahkan jikalau semua beban dipotong sebelum
dihitung niṣāb maka sangat sedikit yang mencapai kriteria muzakki>. Biaya-biaya
yang dibutuhkan untuk produksi dan lainnya bisa dicarikan dari sumber lain tidak
perlu dikurangi sebelum perhitungan zakat. Penerapan ini selain melaksanakan
syiar agama, juga melatih disiplin dan usaha yang lebih gigih dari masyarakat
untuk tidak bertahan pada satu penghasilan saja. Allah telah menganugerahi
hamba-Nya dengan begitu banyak nikmat dengan jalan yang sangat banyak,
hanya tinggal berusaha saja.239
D. Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Pemilihan Model Perhitungan
Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
Pemilihan model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
bukan hanya kebetulan belaka, namun ada faktor-faktor yang melatarbelakangi
pemilihan model tersebut. Faktor-faktor tersebut yang membuat masyarakat di
Kecamatan Kuta Makmur melaksanakan model ini secara kontinyu dan sangat
tertanam dalam diri mereka. Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti
menyimpulkan beberapa faktor yang melatarbelakanginya sebagai berikut:
1. Faktor Teologis
Faktor teologis adalah faktor yang dilatarbelakangi oleh unsur keyakinan
dan keimanan dalam beragama. Masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur
adalah masyarakat Muslim yang masih kental dan fanatik pada mazhab
tertentu, meskipun masih pada tingkat taqli>d. Dalam pelaksanaan ibadah
238 Waled Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah
Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
239 Waled Ghazali (51 thn), Tokoh agama juga anggota Amil zakat di Desa Dayah
Meunara, wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
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selalui mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Ulama-ulama setempat.
Setiap hal yang diragukan akan ditanyakan langsung pada Ulama tersebut.
Masyarakat percaya bahwasanya Tokoh agama di tempatnya sudah mengkaji
dengan benar tentang masalah yang mereka tanyakan sesuai dengan petunjuk
Alquran dan Sunah.
Seperti yang diketahui bahwasanya masyarakat Indonesia menganut
Mazhab Syāfi‘i, begitu juga masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur. Kajian-
kajian keislaman yang dilakukan di Kecamatan Kuta Makmur berpegang pada
kitab-kitab mu‘tabarah dalam Syafiiyah. Dalam pelaksanaan zakat pertanian
peneliti melihat pengakuan tokoh Ulama yang mengatakan dengan yakin
mereka berpegang pada Mazhab Syafiiyah. Sesuai dengan kajian teori yang
telah peneliti bahas, tidak dapat dipungkiri sebahagian besar yang mereka
laksanakan merupakan bagian dari pendapat Syafiiyah.
Sebagian tokoh agama di Kecamatan Kuta Makmur memang tidak
mengetahui perbandingan hukum dengan mazhab lain selain Mazhab Syāfi‘i.
Kitab rujukan yang dipelajari hanya terbatas pada Mazhab Syāfi‘i saja. Mereka
berpandangan bahwasanya tingkat keilmuwan kita sangat terbatas, untuk
mendalami satu mazhab secara sempurna baik keilmuwan ataupun pengamalan
sangatlah sulit apalagi menelusuri mazhab lain. Sehingga berpegang pada satu
mazhab adalah jalan terbaik apalagi bagi masyarakat awam.240
Selain berpegang pada satu mazhab, Para Ulama di Kecamatan Kuta
Makmur juga berpegang kuat pada teks secara ẓāhir dan makna hakikinya,
meskipun tidak dalam semua hal. Sebagai contoh, golongan fi> sabi>lillāh
yang merupakan salah satu golongan penerima zakat bermakna mereka yang
melakukan peperangan dengan mengangkat senjata untuk membela agama
Allah. Begitulah maknanya tertulis di dalam kitab-kitak klasik. Dengan makna
ini dipastikan tidak ditemukan lagi golongan fi> sabi>lillāh pada zaman
sekarang. Menurut mereka meskipun tidak ditemukan lagi tidak boleh digeser
dengan makna lain semisal fi> sabi>lilkhair (jalan kebaikan) seperti dimaknai
240 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 1 Februari 2017.
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Para Ulama kontemporer dengan alasan berpegang pada naṣṣ yang tertulis pada
kitab-kitab fikih.241
Beberapa tokoh agama yang mengetahui ada model lain dalam
perhitungan zakat, tidak dengan mudah menggeserkan keyakinan tersebut yang
telah dijalankan secara turun-temurun. Selain pertimbangan yang telah peneliti
sebutkan di atas, untuk menggeser hukum yang telah ada harus dengan dalil-
dalil yang kuat dari Naṣṣ Alquran dan Hadis juga pendapat Ulama salaf.
Menurut Waled Ghazali, pendapat Ulama kontemporer tidak bisa dijadikan
pegangan dan rujukan untuk bergeser dari pendapat Ulama salaf.
Tgk. Badruddin adalah salah satu Tokoh agama di Kecamatan Kuta
Makmur yang mengetahui beberapa model perhitungan zakat pertanian yang
berbeda dengan Mazhab Syāfi‘i. Peneliti memperhatikan, Tgk. Badruddin lebih
moderat pemikirannya, Beliau sama sekali tidak menyalahkan dan menegaskan
bahwa perbedaan tersebut adalah wajar. Para Ulama yang berbeda pendapat
tersebut juga mempunyai dalil yang kuat bahkan bisa jadi memakai dalil yang
sama namun metode istinbāṭ yang berbeda. Jika ada masyarakat yang berbeda
pendapat, dipersilakan untuk menjalankan sebagaimana pendapat yang
diyakininya secara pribadi namun tidak dibenarkan untuk mempengaruhi
masyarakat lain. Mazhab yang dianut di Kecamatan Kuta Makmur adalah
Mazhab Syāfi‘i, itulah yang telah dipelajari dan disampaikan oleh Ulama
daerah dan telah dijalankan dalam waktu yang sangat lama.242
Dari beberapa pernyataan di atas, terlihat sekali faktor teologis sangat
besar mempengaruhi model perhitungan zakat yang mereka lakukan. Faktor
teologis ini menonjol sekali karena berpegang teguh pada satu mazhab dan
tidak dengan mudah bergeser dengan pendapat lain.
2. Faktor Psikologis
Selain faktor teologis, faktor lain adalah faktor psikologis, dimana
tindakan masyarakat dilatarbelakangi oleh perasaan tertentu. Dari hasil
observasi dan wawancara, peneliti menemukan beberapa pernyataan yang lebih
241 Ibid.
242 Tgk. Badruddin (58 thn), wawancara lanjutan tanggal 2 Februari 2017.
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cenderung pada sikap kehati-hatian. Sikap ini menunjang masyarakat untuk
melakukan ritual ibadah seperti pada saat pelaksanaan zakat menghindari hal-
hal yang dianggap memudah-mudahkan.
Sikap kehati-hatian pada masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur
ditunjukkan juga dalam sikap berpikir panjang dalam mengambil pendapat.
Sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan pendapat-pendapat lain
meskipun pendapat tersebut tidak terlihat memudah-mudahkan. Masyarakat
diarahkan untuk tidak menyalahkan pendapat yang berbeda dengan mereka
akan tetapi tidak dianjurkan juga untuk berpindah perdapat.
Selain sikap kehati-hatian, sikap tunduk dan patuh pada Ulama juga
mempengaruhi model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur.
Beberapa petani mengakui bahwa melaksanakan model seperti ini atas
petunjuk dari Ulama setempat yang sudah turun temurun. Namun sikap tunduk
dan patuh kepada Ulama bukan didasarkan pada taklid buta semata, mereka
sudah disosialisasikan dengan ceramah-ceramah dan pengajian-pengajian kitab
kuning dalam Mazhab Syāfi‘i. Sehingga yang mereka laksanakan benar-benar
ada naṣṣ-nya.
Dilihat dari sudut masyarakat awam, beberapa petani mengakui bahwa
model yang mereka laksanakan adalah berat. Tetapi secara psikologis mereka
harus melaksanakan dengan ikhlas apa yang diarahkan oleh tokoh agama yang
mereka percayakan tanpa niat membantah sama sekali karena diyakini itu
adalah bagian dari perintah agama. Sehingga perasaan berat di awal menjadi
ringan dan tak bermasalah.
Dua indikator psikologis ini saling mempengaruhi satu sama lain dan
sangat menunjang keberlangsungan model perhitungan zakat di Kecamatan
Kuta Makmur. Sikap kehati-hatian yang ditanamkan oleh para tokoh agama
disambut oleh masyarakat dengan sikap tunduk dan patuh. Dengan sikap ini
tercipta kesadaran pada masyarakat sehingga pelaksanaan zakat di Kecamatan
Kuta Makmur berlangsung dengan baik. Para tokoh Ulama mengakui selama
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ini tidak ada keluhan-keluhan yang dipaparkan oleh masyarakat atau merasa
keberatan, karena inilah syariat yang harus dijalankan.243
3. Faktor Sosial dan Budaya
Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta Makmur selain merupakan ritual
ibadah juga merupakan budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.
Ritual ini mengakar pada jiwa masyarakat, maka barang siapa yang tidak
mengindahkannya dianggap keluar dari konsensus masyarakat dan sedikit
terkucilkan. Hubungan masyarakat dengan yang enggan menunaikan zakat
menjadi renggang sehingga bantuan-bantuan yang mengarah padanya pun
enggan diberikan, misalnya bantuan dalam kegiatan pesta, meninggal dunia
dan sebagainya. Sebagian masyarakat juga berpendapat bahwa beberapa
kemalangan yang datang dikarenakan mereka yang enggan membayar zakat,
misalnya kegagalan panen akibat hama, maka mereka juga akan
dicemoohkan.244
Perilaku dikucilkan ini hanya berlaku pada siapa yang enggan
menunaikan zakat bukan kepada siapa yang berbeda pendapat dalam tata-cara
menunaikan zakat. Selanjutnya siapa yang enggan menunaikan zakat akan
dinasehati hingga ia bertaubat dan melaksanakan perintah agama, apalagi
akibat perilaku tersebut dirasakan langsung saat itu.245
Peneliti melihat bahwa fenomena ini adalah imbas faktor teologis yang
sangat kental. Sehingga pengabaian terhadap pengamalan-pengamalan ibadah
rutin akan berakibat sosial dengan ditandai umpan balik dari masyarakat
lainnya.
4. Faktor Pendidikan
Faktor pendidikan yang dimaksud di sini adalah faktor pendidikan
agama. Pendidikan agama yang ditempuh oleh masyarakat Kecamatan Kuta
243 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara lanjutan tanggal 1 Februari 2017 dan Tgk.
Badruddin (58 thn), wawancara lanjutan tanggal 2 Februari 2017.
244 Ibid., Beberapa orang ada yang dikucilkan namun nara sumber menolak untuk
menyebutkan nama.
245 Waled Ghazali (51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.
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Makmur ditempuh melalui pendidikan non formal, bahkan berbanding terbalik
dengan pendidikan formal. Banyak masyarakat yang belum menyelesaikan
wajib belajar formal namun tetap melanjutkan pendidikan non formal dalam
bidang kajian keagamaan. Bagi anak-anak yang masih menempuh pendidikan
formal tetap diselingi juga dengan pendidikan non formal keagamaan.
Para tokoh masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur membuka kelas atau
ḥalāqah keagamaan di mesjid-mesjid, meunasah dan di bale (balai pengajian)
dekat kediaman mereka. Bagi anak-anak yang masih sekolah dibuka kelas
siang, malam dan subuh, kebanyakan mereka menginap di bale tersebut. Bagi
orang dewasa dan berkeluarga, dijadwalkan pengajian rutin seminggu dua kali,
sekali di desa masing-masing dan sekali lagi di mesjid kemukiman. Jadwal
tersebut dipisahkan antara pria dan wanita.
Selain pengajian rutin, di desa sering diadakan perayaan hari besar
keagamaan selain hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, seperti peringatan
maulid Nabi Saw. Setiap peringatan hari besar tersebut diadakan dakwah yang
berisi ceramah-ceramah keagamaan. Jadwal tersebut berbeda setiap desa,
sehingga masyarakat desa yang berdekatan bisa menghadiri dan mengambil
manfaat dari acara tersebut.
Faktor pendidikan agama sangat berpengaruh pada keputusan pemilihan
model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur. Para tokoh agama di
Kecamatan Kuta Makmur tidak pernah memaksakan masyarakat untuk
mengikuti model tertentu namun Para Ulama hanya mengarahkan sesuai yang
diketahui melalui kajian keilmuan yang telah digelutinya. Jika ada yang
mempunyai keyakinan lain selama berpegang pada dalil kuat dipersilakan
melaksanakan sesuai keyakinannya, namun tidak diperbolehkan untuk
mempengaruhi masyarakat lainnya.
Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur mendapatkan
pendidikan agama dari dari tokoh agama setempat, sehingga dipastikan tidak
akan ditemukan doktrin yang berbeda. Sebagian masyarakat awam lainnya
yang belum mempunyai pendidikan agama yang memadai hanya ber-taqli>d
saja. Jadi dipastikan pemilihan model ini sangat dipengaruhi oleh faktor
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pendidikan, baik yang tidak mendapat pendidikan agama secara memadai
maupun yang mendapat pendidikan agama karena berasal dari sumber yang
sama.
E. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian
1. Analisis Pengelolaan Zakat di Kecamatan Kuta Makmur
Setelah mengetahui hasil penelitian mengenai pengelolaan zakat di
Kecamatan Kuta Makmur melalui observasi dan wawancara, beberapa hal
ditemukan sebagai berikut: pertama, dalam sistem pengelolaan zakat di
Kecamatan Kuta Makmur masih menggunakan sistem tradisional dan independen.
Hal ini terlihat pembentukan kepanitian amil zakat tidak mengikuti aturan dan
undang-undang tertentu. Tenaga ahli dalam amil zakat hanya mengandalkan
beberapa orang yang berpengalaman di desa setempat.
Kedua, dengan sistem pengelolaan zakat yang independen dan tradisional
tercipta ukhuwah sesama masyarakat, karena prinsipnya dari masyarakat untuk
masyarakat. Perwakilan dari semua elemen masyarakat diikutkan dalam
mengambil keputusan terutama dalam penentuan mustahiqq zakat, jadi tidak ada
yang merasa disisihkan. Dengan demikian semua elemen masyarakat merasa
terwakili haknya.
Ketiga, sistem fundraising zakat meskipun menggunakan pendekatan
kerelaan dan kesadaran dari muzakki> namun tetap memberikan hasil zakat yang
maksimal. Meskipun tidak terdata secara lengkap, namun hasil zakat diperkirakan
sesuai dengan hasil panen yang dicapai. Bila ada masyarakat yang tidak
menunaikan zakat di tempat, mereka akan berkonsultasi dahulu dengan tokoh
agama untuk melihat kelayakannya.
Tiga temuan di atas merupakan hal-hal positif dalam pengelolaan zakat
yang terjadi di Kecamatan Kuta Makmur. Disamping hal positif peneliti juga
melihat ada hal yang kurang maksimal –tanpa menyebutkan hal negatif– sebagai
berikut: pertama, pada sistem distribusi zakat langsung kurang memenuhi tujuan
dasar dari disyariatkan zakat. Telah dimaklumi tujuan zakat dalam jangka panjang
adalah bisa menjadikan mustaḥiqq zakat sebagai muzakki>. Sistem distribusi
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zakat secara langsung menjadikan zakat hanya sebagai barang konsumtif yang
habis pakai dalam waktu sesaat. Mustaḥiqq zakat kurang bisa memanfaatkan
zakat sebagai modal usaha dan menjadikan sebagai zakat produktif dikarenakan
jatah zakat yang pas-pasan dan dalam bentuk bahan makanan pokok.
Kedua, kriteria mampu “kaya zakat bukan kaya harta” perlu ditelaah
kembali. Tujuan disyariatkan zakat bukan saja untuk mengumpulkan harta zakat
sebanyak-banyaknya, namun terciptanya ukhuwah antara yang mampu dan yang
kekurangan. Jika diwajibkan zakat hanya melihat kemampuan pada saat panen
saja, bisa jadi yang bersangkutan berkekurangan saat tidak panen. Tujuan zakat
untuk membahagiakan mustaḥiqq zakat, namun muzakki> sendiri merasa
kekurangan.
Ketiga, terjadinya tumpang tindih pada seseorang antara bantuan
pemerintah dan zakat desa setempat dikarenakan data mustaḥiqq zakat yang
diberlakukan di desa tidak diketahui pihak pemerintahan. Dengan fenomena ini
pembagian bantuan menjadi tidak merata, sehingga menimbulkan kecemburuan
sosial bagi beberapa orang.246
Dari analisis ini ditemukan bahwa ada hal-hal yang positif dan itu harus
dilestarikan dan dilanjutkan. Sementara beberapa hal yang belum maksimal, harus
ditingkatkan atau diperbaiki bahkan harus ditinggalkan jika perlu. Seluruh elemen
masyarakat diharapkan bisa membuka mata dengan hal-hal yang baru selama
masih berada dalam koridor syariah.
2. Analisis Model Perhitungan Zakat Pertanian di Kecamatan Kuta
Makmur
Dalam perhitungan zakat pertanian, beberapa hal terjadi perbedaan
pendapat antara Para Ulama. Namun perbedaan pendapat tersebut telah di-tarji>ḥ
oleh Ulama kontemporer dengan berpegang pada dalil-dalil yang ada dalam
konteks kekinian. Dari kesimpulan tersebut akan peneliti uraikan persamaan dan
perbedaan dengan model perhitungan zakat pertanian yang diberlakukan di
Kecamatan Kuta Makmur.
246 Ibu Hasniah (49 thn), Kasi Kesra Kecamatan Kuta Makmur, wawan Waled Ghazali
(51 tahun), wawancara pribadi tanggal 14 Desember 2016.cara pribadi tanggal 15 Desember 2016.
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Tabel 15
Perbandingan Model Perhitungan Zakat Pertanian
Model
Perhitungan
Model Hasil
Tarji>ḥ
Model
Perhitungan di
Kecamatan Kuta
Makmur
Keterangan
Niṣāb 5 ausuq
dikonversikan 647
kg beras atau senilai
dengannya (Imam
Yūsuf al-Qaraḍāwi)
5 ausuq,
dikonversikan
dengan 1.080-
1.260 kg padi
Perbedaan terjadi
karena alat takar
yang dipakai juga
kandungan air pada
padi
Kadar Zakat 5%, 7,5% dan 10%
tergantung cara
pengairan (Jumhur
Ulama)
Hanya
menggunakan
10%
Karena
menggunakan
pengairan dan tadah
hujan, beban
produksi dan hutang
tidak diperhitungkan
Ḥaul Tidak berlaku ḥaul
namun ditunaikan
zakat langsung
setelah panen
(Jumhur Ulama)
Ḥaul dipakai
sebagai batas
waktu untuk
menggabungkan
panen hingga
mencapai niṣāb
bukan untuk
perputaran harta
dalam setahun
Apabila dalam satu
panen sampai niṣāb
maka langsung
dikeluarkan, apabila
tidak sampai niṣāb
dijumlahkan dengan
panen selanjutnya
dalam satu tahun
Hijriah
Beban-beban
dan Biaya-
biaya
Dikurangi sebelum
dihitung niṣāb
dengan syarat tidak
melebihi 1/3 hasil
panen dan tidak
mempunyai
penghasilan lain
untuk menutupi
biaya tersebut247
Tidak dikurangi
sama sekali
Berpegang teguh
pada Mazhab
Syafiiyah bahkan ini
juga pendapat
Hanafiyah dan
Malikiyah
247 Model ini di-tarjīḥ oleh Al-Hai’ah asy-Syar‘iyyah al-‘Ālamiyyah li az-Zakāh (Badan
Syariah Internasional Untuk Zakat), untuk keterangan lebih lengkap silakan rujuk bab II halaman
45-46.
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Al-Maujūdāt
az-
Zakawiyyah
Diwajibkan pada
semua jenis tanaman
namun tata cara
pengeluaran
tergantung tujuan
dan fungsinya248
Hanya diwajibkan
pada tanaman
makanan pokok
Mengambil
pendapat Mazhab
Syafiiyah dan
Malikiyah
Dari tabel perbandingan model perhitungan zakat pertanian di atas terlihat
beberapa hal, sebagai berikut: pertama, tidak ada masalah sama sekali dalam
perhitungan kadar zakat yang diberlakukan di Kecamatan Kuta Makmur. Kedua,
perhitungan niṣāb di Kecamatan Kuta Makmur tetap mengambil seperti pendapat
Jumhur Ulama, namun terjadi perbedaan pada saat mengkonversikan dalam
ukuran saat ini. Ketiga, ada perbedaan dalam ḥaul. Keempat, tidak mau bergeser
dari pendapat Syafiiyah tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dizakati dan
pengurangan beban dan biaya-biaya yang pantas.
Perbedaan konversi niṣāb dari 5 ausuq dalam ukuran saat ini adalah
perbedaan yang sangat sering terjadi dan susah dihindari. Di Indonesia, hitungan
beberapa lembaga yang berhubungan dengan zakat belum ada ukuran yang sama,
seperti hitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) dan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk
juga hitungan dalam Qanun Aceh.
Setelah diperhatikan, konversi 5 ausuq dari beberapa pendapat Ulama dan
lembaga-lembaga di Indonesia adalah berkisar antara 610 kg – 815 kg beras dan
antara 1.200 kg -1.481 kg padi. Sementara konversi 5 ausuq yang diberlakukan di
Kecamatan Kuta Makmur adalah berkisar 1.080 kg - 1.260 kg padi. Peneliti
melihat, model perhitungan niṣāb di Kecamatan Kuta Makmur meskipun terjadi
perbedaan dengan model perhitungan yang lain namun tidak terlalu signifikan
atau masih dalam batas kewajaran.
Persoalan selanjutnya adalah ḥaul, Jumhur Ulama sepakat bahwasanya
ḥaul tidak berlaku pada zakat pertanian dan perkebunan. Zakat pertanian dan
perkebunan dikeluarkan langsung ketika panen tanpa menunggu berputar setahun.
248 Model ini menurut Kementerian Agama RI, model perhitungannya silakan rujuk tabel
3 bab II halaman 36-37.
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Jika ada pendapat Ulama yang mengatakan pengeluaran zakat di akhir tahun atau
digabung lebih dari sekali panen adalah untuk tanaman yang panennya
berkelanjutan, atau saat panen pertama, sudah terjadi pembuahan kembali.
Sementara padi adalah tanaman satu musim atau tanaman sekali tanam sekali
panen.
Ditelaah secara teoritis, menurut peneliti model perhitungan ḥaul yang
diterapkan di Kecamatan Kuta Makmur adalah salah satu pendapat di kalangan
Syafiiyah diantara sekian banyak pendapat. Memilih pendapat ini untuk
diterapkan pada model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur didorong
oleh sikap kehati-hatian. Sementara pendapat Jumhur Ulama kasus panen seperti
ini tidak perlu digabung dengan alasan panen pertama dan panen kedua memang
benar-benar terpisah dengan tanaman yang baru. Kasus pada pohon kurma tidak
digabung apabila tidak terjadi kesinambungan pembuahan begitu pula dengan
tanaman lain.
Berlakunya penggabungan hasil panen dengan panen selanjutnya dalam
tahun yang sama untuk menyempurnakan niṣāb terasa berat bagi para petani yang
tidak mempunyai penghasilan lain. Karena tidak mempunyai penghasilan lain,
hasil panen tersebut menjadi tempat bergantung hidup dan memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Hasil panen tersebut juga dipakai sebagai modal untuk memulai cocok
tanam selanjutnya. Kemungkinan besar ketika tiba panen selanjutnya, hasil panen
sebelumnya sudah habis terpakai. Jika dipaksakan untuk digabungkan maka
pengeluaran zakat terjadi pada harta yang tidak ada. Sementara zakat diwajibkan
dari kelebihan yang dimiliki seseorang.
Persoalan selanjutnya adalah beban, biaya, tagihan, tanggungan dan
kewajiban setahun berjalan atau yang jatuh tempo. Model perhitungan zakat dari
segi ini yang diterapkan di Kecamatan Kuta Makmur tidaklah bertentangan
dengan syariah bahkan ini adalah pendapat Jumhur Ulama. Namun perubahan
cara pandang Para Ulama terjadi karena situasi dan kondisi zaman yang menuntut
untuk mengkaji ulang hal ini. Sehingga banyak pendapat Ulama kontemporer
yang mendukung untuk mengurangi segala beban dan biaya sebelum perhitungan
niṣāb.
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Pertanian dan perkebunan zaman dahulu sungguh berbeda dengan
sekarang. Serangan hama zaman dulu tidaklah seberapa, pemeliharaanpun sangat
gampang sehingga tidak butuh pada biaya yang besar.249 Zaman sekarang, untuk
menghasilkan pertanian yang unggul dengan hasil yang memuaskan, sangat
membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang maksimal, maka dari itu
pengeluaran biaya tidak dapat dielakkan. Jika tidak diperhatikan maka dipastikan
panen akan gagal.
Berdasarkan pengalaman, Bapak Abdullah mengira untuk mencapai satu
niṣāb zakat padi memerlukan lahan sekitar 2.400 m2. Lahan seluas itu
diperkirakan memerlukan biaya selain pengairan sekitar Rp 1.725.000,00 jika
lahan sewa atau Rp 1.500.000,00 jika lahan pribadi. Berikut estimasi biaya yang
dibutuhkan selama masa cocok tanam hingga panen tiba secara terperinci.250
Tabel 16
Estimasi Biaya Produksi Pertanian Dalam Satu Niṣāb
No Uraian Nominal
1 Biaya Sewa (jika ada) 225.000,00
3 Biaya Bajak Sawah Tahap 1 180.000,00
4 Biaya Bajak Sawah Tahap 2 120.000,00
5 Bibit 5 kg (bersubsidi) 10.000,00
6 Biaya Pemupukan 3 Tahap 320.000,00
7 Upah Penanaman benih 300.000,00
8 Biaya Obat Tanaman 200.000,00
9 Upah Panen Padi 300.000,00
10 Upah Perontok Padi 70.000,00
Total 1.725.000,00
Jika satu niṣāb adalah ±1.260 kg padi, maka penghasilan sebesar Rp
6.300.000,00 (Rp 5.000,00/kg) dikatakan telah mencapai niṣāb. Karena niṣāb
dihitung dari pendapatan kotor (bruto), maka sisa penghasilan setelah dikurangi
biaya produksi juga pengeluaran zakat (10%) adalah Rp 3.945.000,00 atau Rp
4.170.000,00 jika bukan lahan sewa. Hasil akhir tersebut belum dikurangi lagi
dengan kebutuhan sehari-hari juga hutang apabila ada. Penghasilan yang tersisa
249 Abdullah Ahmad (65 thn), wawancara tanggal 27 Desember 2016.
250 Ibid.
105
105
tersebut adalah sebagai pegangan dan biaya hidup hingga panen selanjutnya (4-6
bulan).
Penghasilan Rp 4.170.000,00 bila dibagi 4 bulan (masa minimum
menunggu panen kembali) akan didapat Rp 1.042.500,00 setiap bulan. Inilah total
perkiraan penghasilan petani setiap bulan, bahkan akan mengecil jika masa
menunggu panen lebih dari 4 bulan. Total penghasilan ini jauh dibawah Upah
Minimum Provinsi (UMP) Aceh 2016 yaitu Rp 2.118.500,00 bahkan tahun 2017
dinaikkan menjadi Rp 2,5 juta.251
Hasil panen beberapa petani yang menjadi subjek penelitian selama bertani
rata-rata berkisar 6 juta hingga 9 juta, itu adalah penghasilan kotor yang dicapai
selama empat bulan bercocok tanam.252 Dalam setahun cocok tanam dilakukan
sekitar 2-3 kali bahkan pernah hanya dilakukan sekali. Untuk menghemat para
petani biasanya tidak menjual keseluruhan hasil panenya. Mereka menyimpannya
dan menjualnya jika diperlukan nanti. Sementara penghasilan bulanan tidak
menentu, mereka mengharap dari upah kecil-kecilan yang hanya bisa menutupi
kebutuhan dasar keluarga mereka.253
Jumlah penghasilan yang telah disebutkan adalah penghasilan normal,
akan berbeda jika panen mengalami kegagalan. Usaha yang telah dicurahkan
menjadi sia-sia tak ada hasilnya. Beberapa petani ada yang meninggalkan hutang
untuk biaya produksi. Pada akhirnya para petani juga akan berhutang untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka sesuatu yang sangat masuk akal
dan sesuai dengan prinsip Islam juga maqāṣid asy-syarī‘ah jika perhitungan niṣāb
dilakukan setelah pengurangan biaya-biaya yang pantas. Tindakan ini juga lebih
menunjang kesejahteraan para petani juga tujuan dari zakat akan terwujud cepat.
251 Penetapan UMP Aceh Tahun 2017 itu dituangkan Gubernur Aceh dalam SK Nomor
72 Tahun 2016 yang ditandatangani dr. Zaini Abdullah pada 27 Oktober 2016. SK tersebut pun
sudah diundangkan di Banda Aceh oleh Sekda Aceh, Drs Dermawan MM, tanggal 28 Oktober
2016 pada Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 74. Lihat: Serambi Indonesia, 1 November
2016. Diakses melalui: http://aceh.tribunnews.com/2016/11/01/ump-aceh-tahun-2017-rp-25-juta,
diakses tanggal 18 Januari 2017.
252 Rujuk ke lampiran 2.
253 Wawancara lanjutan dengan Ahmad Fauzi (28 thn), Kepala Urusan (KAUR)
Pemerintahan Kampung dan juga merupakan seorang petani di Desa Meunasah Dayah Kecamatan
Kuta Makmur dalam wawancara pada tanggal 14 Maret 2017.
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Dalam pengeluaran zakat, masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur
terkesan mengambil prinsip kehati-hatian, berbeda jikalau melihat sisi model
distribusi zakat. Para tokoh agama terlihat sangat raḥmah (penuh kasih sayang)
dan toleransi, dimana dalam menentukan mustaḥiqq zakat, tidak dilihat sama
sekali bahwa seseorang petani telah menjadi muzakki>, sehingga berkumpul pada
satu orang kriteria muzakki> dan mustaḥiq zakat. Peneliti rasa ini adalah bentuk
kesadaran bahwasanya seorang muzakki> tidak menjamin telah keluar dari kriteria
mustaḥiqq dengan model perhitungan zakat seperti tersebut.
3. Pembaharuan Cara Pandang (Tajdi>d)
Pembaharuan cara pandang (tajdi>d) adalah hal yang mendesak dilakukan
saat ini. Namun pembaharuan cara pandang tidaklah bisa dilakukan sembarangan.
Pembaharuan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompoten dan telah
memenuhi syarat-syaratnya. Pembaharuan ini harus bertujuan untuk menegakkan
raḥmatan li al-‘ālamīn yang mencakupi tiga hal penting yaitu tahżi>b an-nafsi
(perbaikan individu), iqāmah al-‘adl (menegakkan keadilan) dan marā‘ah al-
maṣlaḥah (mempertimbangkan kemaslahatan).254
Zakat merupakan ibadah dalam satu sisi namun sisi lain juga menyentuh
unsur muamalah. Dalam unsur ibadah memang sudah ada ketetapan yang tidak
dirubah, namun dalam segi muamalah ada hal-hal yang harus mengikuti
kemaslahatan hamba. Dalam zakat sendiri, perkara-perkara yang qaṭ‘iy seperti
kadar zakat dan niṣāb merupakan sesuatu yang tidak bisa diotak-atik, namun
perkara yang belum ada ketetapan qaṭ‘iy masih termasuk ranah yang debatable.
Hal ini terlihat dari banyaknya muktamar-muktamar zakat dan fatwa-fatwa baru
tentang zakat yang mengusahakan kemaslahatan bagi semua pihak.
Model perhitungan zakat pertanian yang dilaksanakan di Kecamatan Kuta
Makmur adalah model yang sesuai dengan syariah, apalagi berpedoman pada satu
mazhab dengan alasan tidak boleh mencampur-adukkan beberapa mazhab. Akan
tetapi model yang diberlakukan tersebut kurang cocok untuk zaman sekarang
dengan kondisi dan situasi yang sangat jauh berubah.
254 Muhammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, h. 364-366.
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Model-model baru dalam pengelolaan dan perhitungan zakat, bukanlah
berangkat dari hawa nafsu belaka, namun lebih kepada prinsip membumikan
syariah sesuai dengan maqāṣid asy-syarī‘ah. Dengan pertimbangan ini, syariah
Islam betul-betul dirasakan sejalan dengan hati nurani hamba-Nya.
Sebagai contohnya adalah pergeseran perhitungan niṣāb zakat pertanian
yang dihitung dari hasil bruto kini dihitung dari hasil netto setelah pengurangan
biaya-biaya yang wajar. Pergeseran ini sarat dengan maṣlaḥah dan keadilan.
Dalam zakat jenis lain seperti zakat perdagangan, niṣāb dihitung setelah
pengurangan biaya-biaya produksi, rasanya sesuatu yang adil jika disamakan cara
perhitungannya, meskipun harus bergeser dari pendapat Ulama Salaf.
Dalam lingkup Indonesia, pembaharuan cara pandang ini menjadi otoritas
Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan dengan ijtihād al-jamā‘iy (ijtihad
kelompok) selanjutnya dituangkan dalam fatwa-fatwanya. Sejauh ini peneliti
belum menemukan fatwa resmi dan undang-undang yang mengikat model
akuntansi zakat pertanian. Sehingga masyarakat lebih cenderung merujuk pada
pendapat tokoh agama setempat. Indonesia lebih fokus pada pengelolaan hasil
zakat sementara pengaturan terhadap sumber zakat cenderung terabaikan.255
Indonesia perlu menegaskan peraturan zakat pertanian dan melakukan sosialisasi
bertahap dan mendalam kepada seluruh masyarakat.
Melihat negara tetangga Malaysia, sebagian negeri-negeri bagian sudah mulai
bergeser dari Mazhab Syafiiyah. Misalnya negeri Serawak dan Sabah sudah mulai
membenarkan pemotongan biaya penanaman, sementara Perlis sudah memotong
biaya penanaman dan biaya hidup sebelum perhitungan niṣāb. Menurut mereka
aspek kekayaan tidak hanya dilihat pada hasil tanaman yang mencukupi niṣāb
tetapi melihat kecukupan dalam membiayai keperluan produksi dan keperluan
hidup.256
255 Hal ini peneliti melihat dari beberapa fatwa dan undang-undang bahkan seminar-
seminar yang diadakan.
256 Mohd Shukri Hanapi dan Zahri Hamat, “Kos Penanaman (KP) dan Kos Sara Hidup
(KSH) dalam Peraukaunan Zakat Padi di Malaysia” dalam Journal of Techno Social vol. 7, no. 1
(2015), h. 54.
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Dalam konteks Provinsi Aceh, memperkenalkan hal yang baru adalah
sesuatu yang sangat susah apalagi yang berhubungan dengan agama, oleh karena
itu harus dilakukan dengan cara yang tepat. Dibutuhkan kerjasama yang kuat
antara Para Ulama, Pemerintah dan tokoh agama setempat untuk menyatukan ide
sebelum melangkah turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan hal ini
sehingga masyarakat juga tidak berada pada kondisi ragu-ragu.
4. Meningkatkan Perhatian Kepada Petani
Melihat kondisi petani dan kesejahteraan mereka yang tidak pernah
berubah khususnya petani padi, Pemerintah sebagai pihak tertinggi mempunyai
tanggung jawab yang besar terhadap fenomena ini. Perhatian pemerintah terhadap
petani bisa berbagai bentuk diantaranya:
1. Bantuan Material
Petani khususnya petani padi adalah penyumbang pangan makanan pokok di
Indonesia. Rata-rata petani di Indonesia merupakan masyarakat ekonomi
menengah ke bawah yang sangat membutuhkan bantuan materil. Petani
merupakan mata pencaharian yang rentan dengan kerugian juga. Oleh karena
itu Pemerintah harus bisa meringankan beban mereka dengan memberikan
bantuan-bantuan yang layak. Bantuan-bantuan tersebut bisa berupa subsidi
pupuk, obat-obat tumbuhan juga bisa berupa peralatan pertanian. Yang paling
penting adalah peningkatan kualitas irigasi, sehingga ketersediaan air selalu
memadai meskipun pada musim kemarau.
2. Bantuan Peningkatan Mutu
Selain bantuan material, petani juga membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk
peningkatan pengetahuan yang akan menunjang peningkatan hasil panen.
Pelatihan tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran, sehingga langsung bisa
dipraktekkan dalam cocok tanam.
3. Bantuan Konstitusional
Bantuan konstitusional adalah undang-undang atau peraturan bahkan fatwa
yang mendukung petani. Bantuan konstitusional ini diharapkan bisa
mengarahkan gerak petani untuk peningkatan kesejahterannya. Fatwa-fatwa
kekinian tentang pertanian terutama masalah zakat sangat dibutuhkan,
sehingga petani mempunyai arah yang jelas dalam pelaksanaan syariah bukan
karena paksaan atau taqlīd belaka.
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Demikianlah beberapa analisa yang bisa peneliti sampaikan mengenai
fenomena model perhitungan zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah mengadakan penelitian dan melakukan pembahasan serta
menganalisis hasil penelitian, didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini
yaitu sebagai berikut:
1. Di Kecamatan Kuta Makmur terdapat model perhitungan zakat pertanian
yang dipakai oleh masyarakat diantaranya:
a. Model perhitungan niṣāb zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur
langsung diperhitungkan dengan padi menggunakan takaran senilai
kurang lebih 1.080 kg - 1.260 kg padi.
b. Ḥaul dalam zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur dipakai jika
panen pertama tidak mencapai niṣāb maka akan digabungkan dengan
hasil panen lain dalam tahun yang sama. Namun apabila telah mencapai
niṣāb pada saat panen langsung dikeluarkan zakat tanpa menunggu
berjalan setahun. Pendapat ini adalah salah satu pendapat dalam Mazhab
Syafiiyah.
c. Kadar zakat pertanian di Kecamatan Kuta Makmur adalah 10% karena
menggunakan irigasi dan tadah hujan.
d. Tidak ada pengurangan untuk al-maṭlūbāt al-ḥāllah sama sekali seperti
yang ditetapkan dalam Mazhab Syāfi‘i.
2. Pelaksanaan model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta Makmur
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:
a. Faktor teologi, yaitu faktor keyakinan beragama dan fanatik terhadap
mazhab dan Ulama tertentu. Dalam pelaksanaan perhitungan zakat,
masyarakat sangat fanatik dengan mazhab Syafiiyah dan mengikuti
arahan para Ulama setempat.
b. Faktor psikologi, yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh sikap kehati-
hatian dan tunduk patuh dengan peraturan yang sudah ada dalam hal
perhitungan zakat.
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c. Faktor sosial budaya, yaitu faktor yang dilatarbelakangi oleh budaya dan
ritual yang sudah turun temurun, sehingga masyarakat melaksanakan
model perhitungan zakat seperti yang sudah pernah dilakukan oleh orang
tua mereka.
d. Faktor pendidikan, yaitu faktor pendidikan agama yang didapat oleh
masyarakat dan dipakai dalam melaksanakan perhitungan zakat.
B. SARAN
Setelah menganalisi hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa
saran, diantaranya:
1. Zakat adalah salah satu kebijakan fiskal yang sangat penting dan perlu diteliti
dengan sangat mendalam tanpa melupakan perkembangan zakat dan
memperhatikan maṣlaḥah baik pihak muzakki maupun mustaḥiqq zakat.
Selama ini zakat yang dikaji lebih cenderung kepada maṣlaḥah mustaḥiqq
saja sehingga perlu penelitian lanjutan tentang konsep maṣlaḥah muzakkī
ditinjau dari berbagai aspek dan berbagai kategori jenis zakat.
2. Para praktisi, pengelola zakat dan pemerintah benar-benar memperhatikan
tujuan zakat yaitu menjadikan pihak defisit (mustaḥiqq) menjadi surplus
(muzakki) dimasa yang akan datang. Pemerintah dan Ulama perlu penelaahan
dan kaji ulang tentang fenomena-fenomena dalam zakat terutama dalam zakat
pertanian. Sebenarnya Para Ulama kontemporer telah banyak melakukan
pembaharuan dalam hal ini, namun belum diadopsi di Indonesia dalam
bentuk konstitusi yang kuat. Hal ini sangat diperlukan untuk membangkitkan
gairah zakat di Indonesia sekaligus mensejahterakan kehidupan para petani.
Keputusan dan pembaharuan yang telah dilakukan diharuskan untuk
disosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat, dengan
kerjasama yang kuat antara pihak Pemerintah dan Ulama setempat.
3. Bagi para akademisi sangat diharapkan sumbangsih dan ide untuk pemerintah
sebagai kontribusi peningkatan dan pengembangan zakat di Indonesia.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
Daftar Informan dan Subjek Penelitian
No. Nama Umur Domisili Jabatan/Fungsi
1. Tgk.
Badruddin
58 thn Blang Talon Tokoh Agama/Imam
Mesjid (informan)
2. Walid
Ghazali
51 thn Meunasah Dayah Tokoh Agama/Amil Zakat
3. Dra.
Hasniah
49 thn Bayu Kasi Kesra Kecamatan
(informan)
4. Anwar
Hasyem
46 thn Meunasah Dayah Ketua Kelompok Tani
(informan/)
5. Ilyas 51 thn Blang Talon Penjaga Air Irigasi (Subjek)
6. Abdullah
Ahmad
65 thn Meunasah Dayah Petani dan Tuha Peut (yang
dituakan) (informan)
7. M. Nazar 40 thn Meunasah Dayah Petani (subjek)
8. Ahmad Fauzi 28 thn Meunasah Dayah Kepala Urusan Pemerintah
Kampung/Petani
(informan)
9. Junaidi 31 thn Cot Rheu Petani (subjek)
10. Anwar Fuadi 40 thn Meunasah Dayah Petani (subjek)
11. Yahya 49 thn Meunasah
Kumbang
Petani (subjek)
Lampiran 2
Data Pendidikan dan Penghasilan Subjek Penelitian
No. Nama Pendidikan
Formal
Penghasilan
Pertanian
Penghasilan
Bulanan
1. M. Nazar SMP 7 juta - 9 juta Jumlahnya tidak
menentu berkisar
200.000,00 hingga
800.000,00
2. Junaidi SMA 6 juta - 8 juta
3. Ilyas SMA 6 juta - 8 juta
4. Anwar Fuadi SMP 5 juta - 7 juta
5. Yahya SD 6 juta - 8 juta
Lampiran 3
Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara
1. Tokoh Masyarakat
Identitas Informan
Narasumber : Dra. Hasniah (49 tahun)
Tempat : Kantor Camat Kuta Makmur
Jabatan : Kasi Kesra
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Waktu Wawancara : Kamis/15 Desember 2016
Pertanyaan Peneliti
1. Bagaimana cara organisir pelaksanaan zakat (secara umum) di Kecamatan
Kuta Makmur?
Jawaban: Pelaksanaan Zakat di Kec. Kuta Makmur diserahkan pada desa
masing-masing yang dipimpin oleh Imuem Meunasah, Pihak Baitul Mal
Kabupaten hanya meminta data jumlah zakat yang terkumpul.
2. Adakah mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu (Pemerintah,
fatwa, Ulama, dll) dalam pelaksanaan zakat pertanian?
Jawaban: Cara Pelaksanaan zakat diserahkan pada petunjuk Para Ulama
yang telah dilaksanakan secara turun temurun.
3. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan mengikuti petunjuk atau model
tersebut?
Jawaban: Diantaranya Faktor keyakinan, Masyarakat di sini lebih
mengikuti Para Ulama yang sudah mereka kenal dan yakini.
4. Adakah standar operasional yang dipakai dalam pengelolaan zakat yang
dijalankan amil zakat?
Jawaban: Semuanya diserahkan kepada desa masing-masing menurut
kebiasaan mereka dan atas petunjuk tokoh agama, dalam artian tidak
bertentangan dengan agama.
5. Apakah ada pelatihan bagi Amil zakat?
Jawaban: pihak Kabupaten sering melaksanakan pelatihan, namun
peserta sangat terbatas jadi kami hanya mengutus Imuem Chiek (Imam
Mesjid).
6. Bagaimana kinerja Amil zakat selama ini?
Jawaban: Atas bantuan dan kerjasama semua pihak, kerja amil terlihat
lebih baik selama ini, namun dari segi pencatatan dan dokumentasi masih
sangat kurang.
2. Amil Zakat (juga sebagai Tokoh Agama)
Identitas Informan
Narasumber : Waled Ghazali (51 tahun)
Jabatan : Imuem Meunasah dan Pimpinan Dayah Tradisional
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Waktu Wawancara : 14 Desember 2016 dan 1 Februari 2017
Pertanyaan Peneliti
1. Apakah kepanitian zakat (amil Zakat) diangkat musiman (kapan
diperlukan) atau sudah ada kepanitian resmi dan berkelanjutan?
Jawaban: Penanggung jawab Amil adalah Imuem Meunasah, kepanitian
diangkat setiap dan sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan.
2. Apa keluhan, kelebihan, kekurangan yang terasa dengan bentuk
kepanitian tersebut?
Jawaban: Selama ini tidak terjadi masalah yang besar, namun dalam 2
tahun terakhir, kami merubah sistem pembagian hak zakat bagi amil,
kami tidak memberikan jatah 1/8 dari hasil zakat tapi kami memberikan
ujrah miṡl.
3. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Muzakki pada zakat pertanian?
Jawaban: Kriterianya adalah “Kaya zakat bukan kaya harta”, jika mereka
sudah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh
dipotong untuk hutang, pengeluaran selama bertani atau kebutuhan
hidup sehari-hari.
4. Bagaimana kesadaran muzakki dalam pengeluaran zakat?
Jawaban: Kami selalu menyampaikan tausiah dan ceramah-ceramah serta
pengajian-pengajian, sehingga masyarakat benar-benar yakin dan sadar,
jika masih ada yang belum sadar kami akan melakukan pendekatan
personal.
5. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Mustahiq Zakat dan bagaimana
menentukannya?
Jawaban: Kriterianya sesuai dengan yang ditentukan dalam syariah,
seperti melihat keadaan ekonomi, status sosial, namun setiap pembagian
zakat kami akan melaksanakan musyawarah yang diikuti ureung Tuha,
aneuk Muda dan Para Ulama, serta sesiapa yang dibutuhkan.
6. Bagaimana perhitungan dan penyaluran zakat pertanian yang dilakukan di
Desa ini?
Jawaban: untuk Mustahiq zakat, kami membagi dalam 3 kategori: berat
sedang dan ringan, kemudian kami akan membagi langsung hasil zakat
yang berupa padi sam pai habis.
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7. Apakah menemukan keluhan, kritik dan saran dalam pengelolaan zakat?
Jika ada sebutkan dan apa solusi yang telah dilakukan?
Jawaban: pasti akan kami temukan, akan tetapi akan menjawab dengan
alasan-alasan yang syar’i dan solusi yang bisa diterima.
3. Pemuka Agama
Identitas Informan
Narasumber : Badruddin Ali (58 Tahun)
Jabatan : Imuem Chiek (Imam Mesjid Kemukiman)
Waktu Wawancara : 16 Desember 2016 dan 2 Februari 2017
Pertanyaan Peneliti
1. Bagaimana melihat antusias masyarakat di sini dalam menunaikan zakat?
Jawaban:Masyarakat sangat antusias dalam menunaikan zakat, jika ada
yang kurang dipahami mereka akan selalu bertanya.
2. Melihat yang terjadi di lapangan di Kec. Kuta Makmur, mereka hanya
mengeluarkan dari hasil pertanian padi, Apakah karena mengambil
pendapat mazhab tertentu?, bagaimana pendapat anda?
Jawaban: dalam Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta makmur kami
merujuk kepada Mazhab Syafii, dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman
dahulu, meskipun tidak kami pungkiri ada pendapat lain yang berbeda.
3. Masyarakat di sini menghitung nisab dari hasil bruto (kotor, tanpa
dikeluarkan beban dana biaya apapun), bagaimana pendapat anda dan
apa alasannya?
Jawaban: dalam Mazhab Syafii dikatakan bahwasanya kewajiban zakat
tidak dipotong dengan hutang, biaya dan beban apapun. Berpegang pada
pendapat ini kami tidak melakukan pemotongan, kami juga sampaikan
kepada masyarakat sehingga mereka tidak melakukan pemotongan juga.
4. Muzakki
Identitas Informan
Narasumber : Anwar Fuadi (40 tahun)
Status :  Petani di Desa Dayah Meunara
Waktu Wawancara : 28 Desember 2016
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Pertanyaan Peneliti
1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?
Jawaban: Jika sudah sampai niṣāb saya selalu mengeluarkan zakat.
2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?
Jawaban: Iya, saya menjadi Mustahiq meskipun sudah menjadi muzakki.
3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah
mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini,
atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?
Jawaban: Saya menghitung nisab dan kadar sesuai dengan yang
diarahkan oleh para teungku-teungku di sini dan yang sudah dilaksanakan
disini.
4. Apa faktor mengambil model tersebut?
Jawaban: Karena sudah dijalankan dari sekian lama dan begitu juga yang
diajarkan kepada kami.
5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan
belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?
Jawaban:memang merasa keberatan namun perintah agama harus tetap
dilaksanakan meskipun itu berat.
6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara
mendapat modal dari mana?
Jawaban: Biaya itu tak tentu, jika ada rezeki dari pekerjaan lain yang tak
diduga, jika tidak kami akan berhutang dulu, nanti ketika panen kami
akan membayarnya.
Muzakki
Identitas Informan
Narasumber : Yahya (49 tahun)
Status :  Petani di Desa Meunasah Kumbang
Waktu Wawancara : 18 Januari 2017
Pertanyaan Peneliti
1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?
Jawaban: Iya, jika saya sudah mencapai nisab itu sudah menjadi
kewajiban saya.
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2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?
Jawaban: Iya.
3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah
mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini,
atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?
Jawaban: Nisab yang dijalankan disini 6 gunca dan kadarnya 10 %,
dihitung saat merontok.
4. Apa faktor mengambil model tersebut?
Jawaban: kita ikut peraturan disini karena tinggal disini.
5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan
belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?
Jawaban: Itulah ibadah, terkadang memang berat. Tapi kita harus ikhlas
karena itu perintah agama dan harus kita jalankan.
6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara
mendapat modal dari mana?
Jawaban: Disisihkan dari dari hasil panen sebelumnya, biasanya sekitar 6-
7 juta, jadi hasil panennya kami simpan sebagian untuk kebutuhan
mendesak dan untuk memulai panen selanjutnya, sementara secara
bulanan pendapatannya tidak menentu.
Muzakki
Identitas Informan
Narasumber : Junaidi (31 tahun)
Status :  Petani di Desa Cot Rheu
Waktu Wawancara : 18 Januari 2017
Pertanyaan Peneliti
1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?
Jawaban: Iya, itu kewajiban saya sebagai Muslim.
2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?
Jawaban: pernah, biasanya saya masuk dalam kategori miskin ringan.
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3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah
mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini,
atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?
Jawaban: Saya menghitung nisab dan kadar sesuai yang berlaku disini
yaitu nisab 6 gunca dan kadarnya 10 %, itu sudah langsung dihitung oleh
perontok.
4. Apa faktor mengambil model tersebut?
Jawaban: Kami sebagai masyarakat awam menjalankan apa yang telah
dijalankan sebelumnya dan itu yang diarahkan kepada kami.
5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan
belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?
Jawaban: Ibadah itu memang berat,  tapi itulah perintah agama dan
harus kita jalankan.
6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara
mendapat modal dari mana?
Jawaban: Biaya itu tak tentu, kadang dari hasil panen yang berkisar 6
jutaan, kami bagi-bagikan utk kebutuhan, sebgaian kami simpan, tiapa
bulan kami mengusahakan pekerjaan  lain, jika ada rezeki dari pekerjaan
lain yang tak diduga, jika tidak kami akan berhutang dulu, nanti ketika
panen kami akan membayarnya.
Muzakki
Identitas Informan
Narasumber : M.Nazar (40 tahun)
Status :  Petani di Desa Cot Rheu
Waktu Wawancara : 27 Desember 2016
Pertanyaan Peneliti
1. Apakah saudara sering menjadi muzakki dari zakat padi?
Jawaban: Tentu, itu kewajiban saya sebagai Muslim ketika saya sudah
mencapai nisab.
2. Apakah anda pernah juga menjadi mustahiq zakat?
Jawaban: Iya, karena saya tidak mempunyai pekerjaan tetap, tapi saya
masuk dalam kategori miskin ringan.
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3. Bagaimana anda menghitung nisab dan kadar pengeluaran zakat? apakah
mengikuti model tertentu sesuai dengan yang saudara pahami dan yakini,
atau saudara hanya mengikuti model yang dilaksanakan disini?
Jawaban: Yang berlaku disini yaitu nisab 6 gunca dan kadarnya 10 %, itu
sudah langsung dihitung oleh perontok.
4. Apa faktor mengambil model tersebut?
Jawaban: Faktornya karena mengikuti apa yang berlaku, itu yang
diarahkan oleh Teungku-teungku disini, tapi saya pernah mendengar
pendapat lain, tapi saya ikut yang dijalankan disini dari dulu.
5. Apa pendapat saudara dengan model tersebut, jika zakat dikeluarkan
belum dikurangi untuk biaya-biaya, apakah anda merasa keberatan?
Jawaban: benar agak berat dengan segala kebutuhan dan pengeluaran
saat bercocok tanam, tapi itu yang diperintahkan dan itu ibadah, harus
kita laksanakan.
6. Untuk memulai cocok tanam serta biaya-biaya selama bertani, saudara
mendapat modal dari mana?
Jawaban: Biaya itu tak tentu, sebagian besar dari hasil panen, jika tidak
mencukupi hutang dulu, sementara sehari-hari kami tidak ada
penghasilan tetap.
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Lampiran 2
Pedoman Wawancara
2. Tokoh Masyarakat
Identitas Informan
Narasumber : Dra. Hasniah (49 tahun)
Tempat : Kantor Camat Kuta Makmur
Jabatan : Kasi Kesra
Waktu Wawancara : 10:30/Kamis/15 Desember 2016
Pertanyaan Peneliti
7. Bagaimana cara organisir pelaksanaan zakat (secara umum) di Kecamatan
Kuta Makmur?
Jawaban:  Pelaksanaan Zakat di Kec. Kuta Makmur diserahkan pada desa
masing-masing yang dipimpin oleh Imuem Meunasah, Pihak Baitul Mal
Kabupaten hanya meminta data jumlah zakat yang terkumpul.
8. Adakah mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu (Pemerintah,
fatwa, Ulama, dll) dalam pelaksanaan zakat pertanian?
Jawaban: Cara Pelaksanaan zakat diserahkan pada petunjuk Para Ulama
yang telah dilaksanakan secara turun temurun.
9. Faktor-faktor apa yang menjadi alasan mengikuti petunjuk atau model
tersebut?
Jawab: Diantaranya Faktor keyakinan, Masyarakat di sini lebih mengikuti
Para Ulama yang sudah mereka kenal dan yakini.
10. Adakah standar operasional yang dipakai dalam pengelolaan zakat yang
dijalankan amil zakat?
Jawab: Semuanya diserahkan kepada desa masing-masing menurut
kebiasaan mereka dan atas petunjuk tokoh agama, dalam artian tidak
bertentangan dengan agama.
11. Apakah ada pelatihan bagi Amil zakat?
Jawab: pihak Kabupaten sering melaksanakan pelatihan, namun peserta
sangat terbatas jadi kami hanya mengutus Imuem Chiek (Imam Mesjid).
12. Bagaimana kinerja Amil zakat selama ini?
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Jawab: Atas bantuan dan kerjasama semua pihak, kerja amil terlihat lebih
baik selama ini, namun dari segi pencatatan dan dokumentasi masih
sangat kurang.
4. Amil Zakat (juga sebagai Tokoh Agama)
Identitas Informan
Narasumber : Waled Ghazali (51 tahun)
Jabatan : Imuem Meunasah dan Pimpinan Dayah Tradisional
Waktu Wawancara : 14 Desember 2016 dan 1 Februari 2017
Pertanyaan Peneliti
8. Apakah kepanitian zakat (amil Zakat) diangkat musiman (kapan
diperlukan) atau sudah ada kepanitian resmi dan berkelanjutan?
Jawab: Penanggung jawab Amil adalah Imuem Meunasah, kepanitian
diangkat setiap dan sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan.
9. Apa keluhan, kelebihan, kekurangan yang terasa dengan bentuk
kepanitian tersebut?
Jawab: Selama ini tidak terjadi masalah yang besar, namun dalam 2 tahun
terakhir, kami merubah sistem pembagian hak zakat bagi amil, kami tidak
memberikan jatah 1/8 dari hasil zakat tapi kami memberikan ujrah miṡl.
10. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Muzakki pada zakat pertanian?
Jawab: Kriterianya adalah “Kaya zakat bukan kaya harta”, jika mereka
sudah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh
dipotong untuk hutang, pengeluaran selama bertani atau kebutuhan
hidup sehari-hari.
11. Bagaimana kesadaran muzakki dalam pengeluaran zakat?
Jawab: Kami selalu menyampaikan tausiah dan ceramah-ceramah serta
pengajian-pengajian, sehingga masyarakat benar-benar yakin dan sadar,
jika masih ada yang belum sadar kami akan melakukan pendekatan
personal.
12. Apa Kriteria yang diberlakukan bagi Mustahiq Zakat dan bagaimana
menentukannya?
Jawab: Kriterianya sesuai dengan yang ditentukan dalam syariah, tentu
sangat panjang kalo diceritakan disini, namun setiap pembagian zakat
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kami akan melaksanakan musyawarah yang diikuti ureung Tuha, aneuk
Muda dan Para Ulama, serta sesiapa yang dibutuhkan.
13. Bagaimana perhitungan dan penyaluran zakat pertanian yang dilakukan di
Desa ini?
Jawab: untuk Mustahiq zakat, kami membagi dalam 3 kategori: berat
sedang dan ringan, kemudian kami akan membagi langsung hasil zakat
yang berupa padi sam pai habis.
14. Apakah menemukan keluhan, kritik dan saran dalam pengelolaan zakat?
Jika ada sebutkan dan apa solusi yang telah dilakukan?
Jawab: pasti akan kami temukan, akan tetapi akan menjawab dengan
alasan-alasan yang syar’i dan solusi yang bisa diterima.
5. Pemuka Agama
Identitas Informan
Narasumber : Badruddin Ali (58 Tahun)
Jabatan : Imuem Chiek
Waktu Wawancara : 16 Desember 2016 dan 2 Februari 2017
Pertanyaan Peneliti
5. Bagaimana melihat antusias masyarakat di sini dalam menunaikan zakat?
Jawab: Masyarakat sangat antusias dalam menunaikan zakat, jika ada
yang kurang dipahami mereka akan selalu bertanya.
6. Melihat yang terjadi di lapangan di Kec. Kuta Makmur, mereka hanya
mengeluarkan dari hasil pertanian padi, Apakah karena mengambil
pendapat mazhab tertentu?, bagaimana pendapat anda?
Jawab: dalam Pelaksanaan zakat di Kecamatan Kuta makmur kami
merujuk kepada Mazhab Syafii, dan ini sudah dilaksanakan sejak zaman
dahulu, meskipun tidak kami pungkiri ada pendapat lain yang berbeda.
7. Masyarakat di sini menghitung nisab dari hasil bruto (kotor, tanpa
dikeluarkan beban dana biaya apapun), bagaimana pendapat anda dan
apa alasannya?
Jawab: dalam Mazhab Syafii dikatakan bahwasanya kewajiban zakat tidak
dipotong dengan hutang, biaya dan beban apapun. Berpegang pada
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pendapat ini kami tidak melakukan pemotongan, kami juga sampaikan
kepada masyarakat sehingga mereka tidak melakukan pemotongan juga.
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Lampiran 4
Dokumentasi Penelitian
Suasana Perontokan Padi Ketika Panen
Suasana Rapat Amil Zakat dan Beberapa Undangan dari Tokoh Masyarakat di Desa
Dayah Menara
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Suasana Pembagian Zakat di Desa Dayah Meunara
Suasana Pembagian Zakat
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Lampiran 10
Daftar Riwayat Hidup
1. Data Pribadi
Nama Lengkap :  Ainiah Abdullah Ahmad
NIM :  91215043672
Tempat/ Tanggal Lahir :  Buloh Blang Ara / 27 April 1984
Pekerjaan :  Mahasiswi
Agama :  Islam
Alamat :  Desa Dayah Meunara, Buloh Blang Ara kec. Kuta  Makmur
Aceh Utara.
2. Pendidikan
a. SD Alue Putroe Manoe, Aceh Utara (1990-1992).
b. SDN no.3 Krueng Mane, Aceh Utara (1992-1996).
c. MTs Pesantren Modern Misbahul Ulum Paloh, Lhokseumawe (1996-
1999).
d. MA/Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Jurusan Keagamaan, Aceh Besar
(1999-2002).
e. S1 Fakultas Bahasa Arab dan Studi Islam, Jurusan Syariah Islamiyah,
Universitas Al-Azhar Cairo-Mesir (2002-2006).
f. Diploma Pascasarjana (S2) Fakultas Darul Ulum, Universitas Kairo, Mesir
(2009-2010).
3. Pengalaman Kerja
a. Staf Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo, Mesir (2003-2007).
b. Staf Pembina Asrama Putri Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar
(2008-2009).
c. Staf Pengajar Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar (2008-2009
dan Januari 2014-Mei 2015).
d. Staf Pengajar Markaz Tahsin Alquran Ma’had Abu Ubaidah bin Jarrah,
Medan (Februari 2016 sampai sekarang).
